Dr. Tommy Leonard., SH, MKN.
Dr. Julius Kasino., SH, MS.




KARAKTERISTIK SANKSI PIDANA
BIDANG KETENAGAKERJAAN

Dr. Tommy Leonard, SH, MKN.
Dr. Julius Kasino, SFN, MS.
CAKRAWALA MEDIA



KATA PENGANTAR

Perlindungan hukum di Indonesia harus mencakup seluruh elemen
kehidupan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban pekerja
harus dipenuhi oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka. Hal ini sudah
diaturdalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur oleh undang-undang
tersebut bisa dikenai sanksi pidana, baik pidana penjara, kurungan, maupun
pidana denda.

Buku Karakteristik Sanksi Pidana Bidang Ketenagakerjaan ini
memaparkan Kkarakteristik sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada korporasi
atas pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam buku ini. diuraikan siapa
saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam bidang
ketenagakerjaan serta jenis tindak pidana yang dilakukan, apakah dalam bentuk
kejahatan atau berupa pelanggaran. Selain itu, diuraikan pula bentuk-bentuk
sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggarnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penerbitan buku ini. Sebagai hasil dari penelitian, penulis
berharap kajian dalam buku ini menjadi bahan rujukan yang aktual dan dapat
melengkapi referensi di bidang hukum ketenagakerjaan. Kritik dan saran dari
pembaca kami harapkan untuk perbaikan penulisan buku selanjutnya. Akhirnya,

semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 17 Juli 2015

Penulis,



PENGANTAR PENERBIT

Korporasi sebagai penyedia lapangan kerja harus memenuhi Hak dan
kewajiban tenaga kerjanya. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. pabila korporasi melakukan tindakan yang
melanggar ketentuan alam undang-undang tersebut, korporasi bisa dijatuhi sanksi
sebagai bentuk penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Hal dalam rangka
memberikan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja agar mereka dapat
bekerja dengan aman dan nyaman.

Buku Karakteristik Sanksi Pidana Bidang Ketenagakerjaan ini merupakan
hasil penelitian. Buku ini menguraikan dengan jelas apa saja yang dapat
dikategorikan sebagai subjek hukum dalam dang ketenagakerjaan serta jenis
tindak Pidana yang dilakukan, Dakah dalam bentuk kejahatan atau berupa
pelanggaran. Selain itu diuraikan pula bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan
pada para pelanggarnya. Buku ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti,
dosen, mahasiswa, dan praktisi bidang hukum tenagakerjaan.

Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah
mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Penerbit menyadari bahwa
dalam penerbitan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penerbit
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penerbitan buku

selanjutnya. Semoga buku ini bagi para pembaca. Salam sukses dan luar biasa

Surakarta, Juli 2015

Penerbit,
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BABI
PENDAHULUAN

Menyejahterakan seluruh rakyat merupakan tugas utama dibentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945. Hal ini tercermin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yang dirumuskan: “..untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”dst'.

Tugas menyejahterakan masyarakat hanya dapat dicapai apabila negara
mampu  memajukan perekonomian negara. Sebab dengan kemajuan
perekonomian, secara signifikan tingkat income per capita masyarakat juga akan
meningkat. Dengan demikian, hal ini akan dapat meningkatkan kemampuan
daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya. Secara rasional, apabila
masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya, maka secara
otomatis akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya pula. Kemajuan
perekonomian negara hanya dapat diwujudkan apabila sektor perekonomian
negara mengalami pertumbuhan dengan baik, yang diindikasikan oleh
pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, daya beli masyarakat juga terus
meningkat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk
memajukan perekonomian negara adalah dengan memprioritaskan pembangunan
bidang ekonomi, khususnya dengan cara meningkatkan investasi, baik dalam
rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong
pertumbuhan industri, sebab dengan perkembangan industri yang terus
meningkat, secara signifikan pula perekonomian negara akan ikut meningkat.

Pembangunan bidang industri setidak-tidaknya memiliki dampak positif,
baik langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pembangunan industri di satu sisi dapat

meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak, seperti PPn, PPh,



Pajak Perseroan, terlebih kalau orientasinya ekspor tentunya dapat
meningkatkan devisa negara, dan sebagainya. Di sisi lain, pembangunan sektor
industri juga memberikan peluang terbukanya kesempatan kerja bagi masyarkat,
baik sektor formal maupun sektor informal, sehingga secara tidak langsung
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terbukanya peluang kerja bagi masyarakat setidak-tidaknya dapat
mengurangi tingkat pengangguraan yang setiap tahun terus meningkat.
Terbukanya peluang kerja juga dapat mengurangi beban kewajiban pemerintah
untuk memenuhi tuntutan rakyatnya untuk memperoleh pekerjaan. Sebagaimana
diketahui bahwa setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945,
pengakuan dan perlindungan hak untuk memperoleh pekerjaan bagi warganya
semakin dipertegas di dalam konstitusi. Bahkan, hak untuk memperoleh
pekerjaan merupakan hak yang digolongkan ke dalam hak asasi yang harus
dijamin pemenuhannya oleh negara. Untuk itu, merupakan hal yang wajar
apabila pemerintah berupaya keras membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya
bagi warga masyarakatnya.

Pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak untuk
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara
Indonesia tercermin di dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang dirumuskan:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut selanjutnya
dijabarkaan ke dalam -Umdang-Undang nomor tahun 1999 tentang hak asasi
manusia, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang di
dalam ketentuan pasal 38 dirumuskan sebagai berikut:

1) Setiap warga negara sesuai bakat dan kecakapan dan kemampuan berhak
atas pekerjaan yang layak.

2) Setiap orang berhak dengan bebas memiliki pekerjaan yang disukainya dan
berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang hadir.

3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang
sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat
perjanjian kerja sama.

4) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan 'yang



sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang hadir
sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan
keluarganya.

Pokok pikiran sebagaimana yang terkandung di dalam Pembukaan UUD
1945 “negara begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, dalam pengertian yang
luas, mengandung makna filosofis bahwa negara harus melindungi warganya,
tidak hanya dari ancaman segala mara bahaya, melainkan juga harus melindungi
warganya dari ancaman kemelaratan dan kesengsaraan, yang salah satu caranya
adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Makna yang terkandung dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 38
Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut adalah bahwa setiap warga negara
Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama, kaum difabel dan
gender wajib dilindungi oleh negara dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya
campur tangan pemerintah untuk memberi perlindungan hukum selalu berkaitan
dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan
kekuasaan pemerintah, menyangkut permasalahan perlindungan hukum bagi
rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Sedangkan
dalam hubungannya dengan kekuasaan bidang ekonomi, menyangkut
permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi si lemah, yaitu tenaga kerja
terhadap si kuat, yaitu pengusaha, dalam hal ini korporasi.

Pentingnya jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja didasarkan
atas fakta adanya kecenderungan bagi pengusaha untuk melakukan perbuatan
sewenang-wenang kepada pekerjanya. Pekerja dipandang sebagai objek dan
sering dimanfaatkan oleh pengusaha untuk kepentingan pengusaha karena
pekerja dipandang sebagai faktor eksternal atau alat yang kedudukannya sama
dengan mesin-mesin produksi sehingga perusahaan atau majikan dapat dengan
leluasa menekan pekerja untuk bekerja secara maksimal, tidak mengenal waktu
istirahat, terkadang melebihi waktu kerjanya, dengan tanpa mendapat upah

lembur. Pengusaha dapat menetapkan upah terhadap pekerjanya, maksimal



hanya senilai upah minimum provinsi yang ada tanpa melihat masa kerja dari
pekerja itu. Seringkali, pekerja dengan masa kerja yang sudah lama menerima
upah selisin hanya sedikit lebih besar dari upah pekerja yang masa kerjanya
kurang dari satu tahun. Pengusaha enggan menaikkan upah pekerja meskipun
terjadi peningkatan hasil produksi dengan dalih takut ditentang oleh perusahaan-
perusahaan lain yang sejenis.

Banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak di tempat
yang tidak layak, praktik perbudakan, memanfaatkan, menyediakan atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau
perjudian, memanfaatkan, mempekerjakan atau melibatkan anak untuk produksi
dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau
yang membahayakan kesehatan dan keselamatan, pekerjaan yang berhubungan
dengan mesin pesawat, instalasi dan peralatan mesin bor, mesin gerinda, mesin
bubut, mesin uap, anak dipekerjakan di eskalator, turbin, pembangkit tenaga
listrik, alat berat traktor, pemecah batu, pencampur aspal, dapur peleburan baja,
pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, mef ipekerjakan anak pada pekerjaan
yang menggunakan peralatan las listrik bertegangan di atas 50 volt, pekerjaan
yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau peledakan,
dan jenisjenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, seperti bekerja pada
usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bekerja di panti pijat atau lokasi yang
dapat dijadikan tempat prostitusi, pekerjaan sebagai model untuk promosi
minuman keras, obat perangsang berkualitas dan/atau rokok.

Banyak karyawan yang tidak mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Karyawan yang diputus hubungan kerjanya
(PHK) tidak menerima jaminan pensiun, karyawan tidak mendapatkan upah
lembur, walaupun mereka melampaui jam Kkerja yang seharusnya sudah
ditentukan oleh peraturan perusahaan, cuti haid yang sering terjadi oleh
karyawan perempuan tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya, ganti rugi
atau uang santunan dalam hal kecelakaan kerja sering tidak memadai dengan
jumlah kerugian yang diderita oleh tenaga Kkerja, jaminan kesehataan,
mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter

berbahaya bagi kehamilan dan keselamatan kandungannya maupun diri pekerja



apabila bekerja antara pukul 23.00 - 07.00; pengusaha tidak menyediakan
angkutan antar -jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang
bekerja antara pukul 23.00 - 05.00; apabila pekerja sakit tidak diberikan uang
pengobatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
pekerja seolah sebagai sapi perahan oleh pengusaha. Pekerja senantiasa dalam
keadaan sangat lemah dibandingkan dengan pengusaha, sehingga hubungan
pengusaha dengan tenaga kerja kurang harmonis.

Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila
peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan
atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut
benar-benar dilaksanakan semua pihak karena berlakunya hukum tidak dapat
diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang
beriaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial,
menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan
penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan
perbedaan kedudukan dan kepentingan, sehingga dipandang sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.
Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan
dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang
sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas
pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan
merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunvai banyak dimensi dan
keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan
pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan
secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu
kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya
bagi tenaga kerja Indonesia. Meialui pemberdayaan dan pendayagunaan ini,

tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi secara optimal dalam



pembangunan nasional dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan
memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh
tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja, perlu diupayakan agar
dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Untuk melindungi setiap tenaga kerja di Indonesia, telah diatur dalam
Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Agar pengusaha
atau majikan dan tenaga kerja di dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan
baik, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur dari mulai tenaga kerja
dimulai sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan sesudah bekerja. Sebelum
bekerja pengusaha wajib memberi penjelasan-penjelasan atau keterangan-
keterangan kepada calon pekerja, laranganlarangan pekerjaan, apa yang
diperbolehkan, dan bahaya-bahanya apabila terjadi kecelakaan kerja.

Pada saat mereka bekerja, pengusaha wajib memberikan jaminan sosial
tenaga kerja, antara lain berwujud upah lembur; apabila tenaga kerja menikah,
maka diberikan hari libur; apabila ada keluarga pekerja meninggal dunia, maka
diberikan libur dan selama mereka libur itu tetap mendapatkan upah. Pekerja
diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya. Untuk. perusahaan-perusahaan yang berskaia besar, perusahaan
harus menyediakan tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah dan lapangan sepak
bola untuk olahraga.

Selain itu, pengusaha memberikan asuransi tenaga kerja untuk menjamin
kesejahteraan dan masa depan buruh/tenaga kerja. Supaya tenaga kerja itu
bekerja dengan nyaman, tenaga kerja itu periu diberikan jaminan asuransi untuk
masa depan setelah mereka pensiun atau mengundurkan diri atau pemutusan
hubungan kerja (PHK).

Pengusaha memberi perlindungan dan keselamatan tenaga kerja. Setiap
tenaga kerja atau buruh wajib dilindungi keselamatannya, baik fisik maupun
moralnya. Artinya, tenaga kerja perempuan tidak diperbolehkan bekerja yang

lebih berat dari tenaga kerja pria dan untuk perlindungan moral, tenaga kerja



atau buruh perempuan tidak diperbolehkan bekerja sendirian pada malam hari.

Untuk tempat-tempat yang berbahaya, perusahaan wajib menyediakan alat-alat

perlindungan, seperti tabung gas pemadam kebakaran, peringatan/alarm, helm,

masker, sarung tangan, dan sebagainya.

Berbicara mengenai karyawan berarti membicarakan hak-hak asasi
manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Menurut Sudjana, kebutuhan
dasar itu minimal, meliputi:

1) Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat
keputusan, partisipasi dalam politik, keamanan social, dan pertahanan sosial

2) Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara,
bahan bakar, dan sebagainya.

3) Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
kapasitas atau produktivitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan
kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi.

4) Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu)
terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah, air,
vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan
yang layak.

Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan perundangan
ketenagakerjaan di Indonesia, yang di dalamnya termasuk perlindungan tenaga
kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan martabat
kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga Kkerja
dimaksudkan menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional.

Perlindungan ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek kehidupan
masyarakat yang seharusnya bertumpu pada kekuasaan rakyat sehingga hukum
harus tetap mengedepankan keadilan, tidak lagi hanya berorientasi pada
kepentingan penguasa atau kepentingan politik. Apabila hukum tetap hanya
berorientasi pada kepentingan politik atau penguasa, maka kepentingan rakyat
untuk mendapat perlindungan akan terabaikan. Perlindungan tenaga Kerja,
termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berorganisasi dan

berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatari dan kesehatan kerja,



perlindungan khusus tenaga wanita, anak, orang muda, dan penyandang cacat,
serta perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja. Pelatihan kerja yang
diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian
tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Penyelenggaraan
perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahtraan merupakan salah satu
tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial
ekonomi kepada masyarakat.

Hendaknya perlu diingat pula bahwa ruang lingkup ketenagakerjaan
tidak sempit, terbatas, dan sederhana. Kenyataan dalam praktiknya sangat
kompleks dan multidimensi. Oleh sebab itu, ada benarnya jika hukum
ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi juga meliputi
pengaturan di luar hubungan kerja serta perlu diindahkan oleh semua pihak dan
perlu adanya perlindungan pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada
pihak-pihak yang dirugikan.

Meningkatkan  kesejahteraan  tenaga kerja dan  keluarganya.
Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja di maksudkan untuk dapat
memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia.
Selanjutnya, tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi secara
optimal dalam pembangunan nasicriai, namun dengan tetap menjunjung nilai-
nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, tujuan pembangunan ketenagakerjaan
adalah menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan
sebaliknya, menjadi objek pembangunan.

Mengamati perusahaan sebagai simbol dad sistem ekonomi dominan,
menjadi jelas bahwa secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti bagi
perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu
dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sam (kenyataan),
serta selalu muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action.
Kesenjangan antara das so/lon dengan das sam ini disebabkan adanya perbedaan
pandangan dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan terhadap
pekerja) dan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum
menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/burun secara maksimal. Bagi

perusahaan, hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena akan



mengurangi labia atau keuntungan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum ketenagakerjaan
mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha, yang berarti
mengatur kepentingan orang perorangan.

Atas dasar itulah, maka hukum ketenagakerjaan bersifat privat (perdata).
Di samping itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja, untuk masalah-masalah
tertentu  diperlukan campur tangan pemerintah, karenanya hukum
ketenagakerjaan bersifat publik, baik yang terkait dengan aspek hukum tata
usaha negara maupun hukum pidana. Lebih lanjut, Budiono (2006) membagi
sifat hukum ketenagakerjaan menjadi dua, yaitu bersifat imperatif dan bersifat
fakultatif. Hukum bersifat imperatif (hukum memaksa) artinya hukum yang
harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun
2003 apabila terjadi perselisihan antara buruh atau tenaga kerja dengan majikan
atau pengusaha, penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah mufakat antara
tenaga kerja dengan pengusaha (bipartite). Apabila penyelesaian itu
keputusannya tidak memenuhi rasa keadilan salah satu pihak, baik itu tenaga
kerja dengan perusahaan, maka penyelesaiannya melalui jalari meminta bantuan
kepada pemerintah atau departemen tenaga kerja sehingga penyelesaiannya itu
disebut tripartite.

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, diatur juga tentang tindak
pidana kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan tindak pidana itu
dikategorikan kejahatan apabila pengusaha mempekerjakan dan atau melibatkan
anak pada pekerjaan yang terburuk, seperti memperkerjakan anak-anak di
tempat-tempat prostitusi, di pabrik-pabrik narkotika, melakukan pemutusan
hubungan kerja secara sepihak, dan tidak memberi pesangon; tidak membayar
upah lembur; mempekerjakan orang asing tanpa meminta izin. Sanksi pidana
yang dikenakan kepada pengusaha yang melakukan perbuatan tersebut di atas,
yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan/denda paling sedikit Rp
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima

ratus juta rupiah).



Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja dan buruh, serta
serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah,
tertib dan damai; siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan
terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja yang melakukan hak mogok kerja
se-C ra sah, tertib, dan damai sesuai peraturan perundang-undangan. Juga dalam
hal perempuan, berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan; apabila hal-hal tersebut di
atas dilanggar oleh pengusaha, maka perbuatan sifat melawan hukumnya
dikategorikan pelanggaran.

Secara normatif, terdapat beberapa kelemahan hukum perburuhan di Indonesia.
Misalnya saja, hukum ketenagakerjaan yang masih terbukanya peluang dan
potensi yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Hal ini
dikarenakan banyak ketentuan mengenai hak-hak pekerja dalam peraturan
perundangundangan ketenagakerjaan yang tidak dilindungi dengan penerapan
sanksi pidana dan/atau sanksi administratif, maupun sanksi keperdataan atas
pelanggaran. Pelanggaran ketentuan dan syarat-syarat tenaga kerja hanya berupa
sanksi perubahan status hubungan kerja dan pertanggungjawaban atas
pemenuhan hakhak pekerja saja. Artinya, masih bersifat intern dan sebatas niat
baik pengusaha, tanpa ada upaya hukum yang bersifat memaksa dan
menimbuikan efek jera bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut.

Sanksi pidanadalam hukum perburuhan sangatmemungkinkan diterapkan
terhadap pelaku pelanggaran maupun kejahatan di bidang ketenagakerjaan
karena tujuan awal dari sanksi pidana itu sendiri merupakan langkah terakhir
apabila seluruh sanksi yang bersifat keperdataan dan administratif sudah tidak
lagi ditaati. Perlu diingatkan pula bahwa upaya memidanakan perusahaan ketika
melanggar hak-hak buruh secara normatif, seperti pengusaha melarang hak
berserikat pada pekerja. Implikasinya, serikat pekerja yang menjadi alat untuk
melindungi buruh dalam hal kebebasan berserikat dapat melakukan perlawanan
terhadap pengusaha dengan cara-cara mereka sendiri. Bahkan, tidak jarang
serikat pekerja ini dengan menggalang kekuatan pekerja memboikot kerja dan
melakukan demonstrasi menentang kebijakan perusahaan. Hal ini tentunya dapat

mengganggu kinerja perusahaan. Di daiam peraturan perundang-undangan,



pekerja yang melakukan mogok kerja dan juga demonstrasi dapat dibenarkan,
bahkan dapat dilindungi apabila dalam melaksanakanya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan mengingat kompleksnya
persoalan yang dihadapi dalam dunia ketenagakerjaan, di mana posisi karyawan
atau buruh pada pihak yang lemah harus berhadapan dengan pengusaha atau
korporasi yang memiliki kedudukan ekonomi yang kuat, diperlukan pengaturan
yang menyeiuruh dan komprehensif untuk memberikan jaminan perlindungan

hukum terhadap pekerja.



BAB II
PIDANA BAGI KORPORASI UNTUK MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN
A. Keadilan Bermartabat

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak
dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan
hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya,
hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misainya,
sedapat mungkin i nerupakan resultan dan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap
ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan
merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat
keadilan adalah tujuan hukum satusatunya.’

Ulpianus (200 M) menggambarkan keadilan sebagai “justitia constans et
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (keadilan adalah kehendak yang
terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi
haknya) atau tribuere cuique suum — to give everybody his own, keadilan
memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya”.2 Perumusan ini dengan
tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang
seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala. Dalam hubungan
antara keadilan dengan negara, Plato (428 - 348 SM) menyatakan bahwa negara
ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah
keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan
serasi dengan tujuan negara (polls), di mana masing-masing warga negara
menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-
masing.

Senada dengan pendapat di atas, selanjutnya Aristoteles (384 - 322 SM)
dalam karyanya Nichomachean Ethics mengungkapkan bahwa:

Keadilan mengandung anti berbuat kebajikan atau dengan kata lain,

keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, "justice

consists in freating equals equality and unequals un-equality, in

proportion to their un-equality”. Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk



hal-hal yang sama diperlakukan secara same dan yang tidak sama juga

diperlakukan tidak sama secara proporsional.

Perkembangan lebih lanjut tentang keadilan, Thomas Aquinas (1225 -
1274) mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), antara lain: a)
hubungan antarindividu (ordo parrium ad parres); b) hubungan antarmasyarakat
sebagai keseluruhan dengan individu (ordo totius ad partos); dan c¢) hubungan
antarindividu tethadap masyarakat secara keseluruhan (ordo partium ad totum).
Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya merupakan
penghormatan terhadap person manusia dan keluhurannya. Dalam konteks
keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (equity) tidak tercapai semata-mata
dengan penetapan nilai yang aktual, tetapi juga atas dasar kesamaan antara satu
hal dengan hal lainnya. "”Ada dua bentuk kesamaan, yaitu a) kesamaan
proporsional dan b) kesamaan kuantitas atau jumlah”.

Friedmann menyatakan bahwa formulasi keadilan Aristoteles merupakan
suatu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Di samping itu, ia juga
membedakan keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam. Keadilan
alamiah adalah keadilan yang daya berlakunya tidak dipengaruhi oleh ruang dan
waktu, serta keberadaannya bukan hasitpemikiran masyarakat. Keadilan hukum
adalah keadilan yang pada asalnya tidak berbeda, tetapi bilamana telah dijadikan
landasan, ia menjadi berlainan”.

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu
keadilan umum (iustitia generalis) dan keadilan khusus (iustitia specialis).
Keadilan umum adaiah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus
ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adaiah
keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini
dibedakan menjadi keadilan distributif (iustitia distributive), keadilan komutatif
(iustitia commutative), dan keadilan vindikatif (iustitia vindicativa). Keadilan
distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan
hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat
seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan menjadi hakim.
Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan

kontraprestasi. “Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam tindak pidana.



Seorang dianggap adil apabila is dipidana badan atau denda sesuai dengan
besarnya hukuman vyang telah ditentukan atas tindak pidana yang
dilakukannya”.'

Hukum nasional yang responsif mempunyai tujuan pengayoman, yaitu
hukum yang bertujuan untuk melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan
mencegah tindakan sewenangwenang, sedangkan secara aktif (positif) dengan
menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan
proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap
manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan
seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.8 Dengan kata lain, keberadaan
hukum harus mampu berfungsi untuk mengayomi dan melindungi segenap
bangsa Indonesia, apapun latar belakang dan status sosialnya. Semua warga
negara memperoleh pengayoman dan perlindungan hukum, termasuk
pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada harkat
dan martabat manusia.

Hukum, nasional yang bersandarkan pada Pancasila yang berifat
responsif harus mampu mengayomi dan melindungi segenap masyarakat hanya
akan dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman dan
tenteram terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terhadap rakyat
secara keseluruhan. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi
rakyat dan tindakan yang mengancam dan merusakan rasa aman, ketenteraman
dan hak-hak asasi. Dengan demikian, hukum yang bersendikan Pancasila adalah
hukum responsif yang berwibawa di mata dan di hati seluruh rakyat dan bangsa
Indonesia. Hukum yang bersendikan Pancasila ini diharapkan mampu memenuhi
keinginan semua masyarakat, yaitu sebagai hukum yang berkeadilan dan
bermartabat. Dengan demikian, hukum yang bermartabat merupakan hukum
yang dibangun dan digali dari kultur atau budaya bangsa sendiri yang secara
ideologis tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Hukum vyang dibangun berdasarkan nilai-nilai keadilan berdasarkan
Pancasila merupakan hukum yang memiliki dan menjunjung martabat
kemanusiaan. Keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah

keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu



hak untuk menikmati hasil pembangunan sesuai dengan darma baktinya. Dengan
adanya rumusan keadilan ini, maka pembangunan hukum nasional dalam negara
hukum Pancasila pada dasarnya bertujuan diarahkan untuk melindungi 1)
segenap bangsa Indonesia; 2) seluruh tumpah darah Indonesia; 3) cita-cita dan
tujuan bangsa Indonesia; 4) masyarakat Indonesia dan individu-individu; 5)
jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya; 6) pelaksanaan
pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan
modernsasi dan pembangunan yang menyeluruh).

Hukum yang berfungsi menciptakan masyarakat bermartabat adalah
hukum yang mampu memanusiakan manusia, artinya bahwa hukum yang
memperlakukan dan menjunjungtinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat
dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia
sebagai ciptaan Tuhan yang Mahaesa sebagaimana yang tercantum dalam sila
ke-2 Pancasila, yaitu, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai
nilai pengakuan terhadap harkat .dan martabat manusia dengan segala hak dan
kewajibannya, serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia,
terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan. Pancasila tidak
membedakan masing-masing orang dalam perspektif pangkat, jabatan, asal-usul,
golongan, dan kelompok. Menurut Pancasila, semua orang dalam kedudukan

hanya sebagai warga negara Republik Indonesia.

B. Teori Pemidanaan

Menentukan hasil pemidanaan yang menjadi persoalan yang mendasar,
terutama dalam pemidanaan yang ditujukan untuk melakukan pembalasan atas
tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana
dan pencegahan tingkah laku yang antisosial. Pemidanaan mempunyai beberapa
tujuan yang layak dari proses pidana yang berkisar pada perbedaan hakikat ide
dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Selanjutnya,
Herbert. L Packer menyatakan:

Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai

implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif

(retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan

retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap



perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga

pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap

kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-
masing.”

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-
looking). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau
kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin
dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak
lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan
berorientasi ke depan (forward-looking) sekaligus mempunyai sifat pencegahan
(detterence).

Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3
(tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundangundangan; faktor
aparat/penegak hukum; dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-
undangan -dalam hal ini perundangundangan pidana, meliputi hukum pidana
materiil (hukum pidana substantif), hukum pidana formii (hukum acara pidana),
maupun hukum pelaksanaan pidana. Berkaitan dengan faktor perundang-
undangan pidana ini, Ketua Mahkamah Agung R.l., Bagir Manan mengatakan
dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana tersebut adalah
isi/hasil penegakan hukum (substantif justice) dan tata cara penegakan hukum
(procedural justice).

1. Teori Retributif (Absolut)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas
kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan
terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa
sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga

sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.



Dalam sejarahnya, teori keadilan retributif ini dianggap sebagai teori
tertua dalam teori tujuan pemidanaan. Se'anjutnya, teori retributif memandang
bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.
Artinya bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran
hukum, sudah sewajarnya apabila seseorang tersebut memperoleh imbalan atas
perbuatannya dalam bentuk sanksi pidana. Dengan demikian, menurut teori ini,
orientasi pemidanaan didasarkan atas perbuatan dan terjadinya perbuatan itu
sendiri.

Menurut teori ini, penjatuhan pidana sebagai sanksi bagi pelaku tindak
pidana didasarkan atas perbuatan yang dilakukan di masa lampau. Dengan
demikian, berat ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada berat
ringannya perbuatan yang dilakukan seorang pelaku pidana di masa laampau.
Berdasarkan teori ini pula, pemidanaan diberikan karena si pelaku dianggap
pantas menerimanya atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga pemidanaan
harus dianggap sebagai sesuatu yang bersifat retributif dan merupakan sesuatu
yang adil sebagai imbalan atas kerugian orang lain yang telah diakibatkan oleh
perbuatannya. Oleh karena itu, teori ini dibenarkan secara moral, retributif atas
perbuatan masa lalu sebagai akibat perbuatan yang merugikan orang lain, secara
etika moral dapat dibenarkan.

Memperhatikan sifat pemidanaan sebagai sebuah retribusi atas perbuatan
masa lalu seseorang yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian atau
derita bagi seorang lainya, maka tidak salah kiranya kalau sanksi pidana yang
dijatuhkan tersebut merupakan bentuk pembalasan atas perbuatannya di masa
lampau dan menurut teori ini hal tersebut dapat dibenarkan.

2. Teori Teologis (Tujuan)

Menurut teori teologis, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas
kesalahan pelaku, tetapi lebih merupakan sarana mencapai tujuan yang
bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
Sanksi ditekankan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, yakni mencegah agar
orang tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, menurut teori ini, tujuan

pemidanaan bukan untuk kepuasan absolut untuk mencapai keadilan dengan



cara membalas dengan pidana, akan tetapi lebih terfokus pada bagaimana
perbuatan pidana tersebut tidak akan diulang kembali di masa yang akan datang.

Berdasarkaan teori ini, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan
merupakan sarana pencegahan terhadap terulangnya perbuatan serupa di masa
mendatang, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku pidana
maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Selanjutnya, teori
relatif ini mendasarkan pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu: a)
preventif; b) deterrence; dan c) reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari
masyarakat. Tujuan ini lebih ini menekankan pada upaya pengisolasian diri
pelaku tindak pidana, sekaligus pembatasan terhadap kebebasan fisik, khususnya
dari si pelaku, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera untuk tidak
mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Selanjutnya mengenai prinsip deterrence, bahwa prinsip ini bertujuan
untuk menimbulkan rasa takut bagi siapapun untuk melakukan kejahatan yang
bisa dibedakan untuk individual, public, dan jangka panjang. Dengan demikian,
prinsip ini lebih tepat apabila diberikan pengertian lebih menampakkan aspek
pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan pengetahuan tentang perbuatan
pidana dan pemidanaan. Mengenai prinsip reformatif, lebih diarahkan pada
upaya pemulihan pelaku tindak pidana ke dalam perilaku normalnya, dengan
harapan moral dan mentalnya akan berubah menjadi lebih baik . Oleh karena
itulah, penggantian konsep pemidanaan yang bertujuan untuk penjeraan diganti
dengan konsep pemasyarakatan, yang dianggap sebagai pilihan yang tepat.

3. Teori Retributif Teleologis

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan lebih bersifat plural karena
menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai
satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung
karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam
menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya, terletak pada
ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan

perilaku terpidana di kemudian hari. Pada dasarnya terdapat tiga pokok



pemikiran tentanp tujuan yang ingin dicap dengan suatu pemidanaan, antara

lain:

1) untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;

2) untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatankejahatan;

3) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang
dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Memperhatikan kutipan di atas, nampaknya teori ini lebih sesuai dengan
teori tujuan pemidanaan, sebab pada dasarnya tidak seorang pun senang untuk
menjadi penjahat, namun adakalanya orang melakukan perbuatan pidana itu
lebih disebabkan oleh dorongan dari luar. Dengan demikian, sudah selayaknya
perilaku orang tersebut diperbaiki, namun apabila upaya ini tidak berhasil,
tentunya bentuk sanksi yang lain dapat dipersiapkan sebagai alternatif terakhir.
C. Teori Perlindungan Hukum

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengamanatkan kepada
pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap
kepentingan rakyatnya, baik itu menyangkut hak-hak publik, seperti hak-hak di
bidang politik, bidang pemerintahan, hak asasi, dan juga hak-hak privatnya,
seperti  kepentingan-kepentingan  keperdataan. Dalam negara hukum
kesejahteraan, rakyat harus memperoleh pelayanan yang paling utama karena
dalam negara hukum kesejahteraan, negara memiliki tugas untuk melayani
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu,
negara memiliki tugas social service atau publiek service sehingga harus benar-
benar menjadi pelayan bagi masyarakatnya.

Dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan, khususnya keterkaitannya
dengan perjanjian kerja antara karyawan atau buruh dengan pengusaha, yang
dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan oleh pengusaha sesuai dengan
norma hukum ketenagaakerjaan. Hal ini disebabkan posisi tavvar pengusaha
lebih tinggi dari pekerja, kemampuan dan posisi tawar perusahaan yang lebih
kuat ini menyebabkan buruh/atau karyawan tidak jarang terpaksa menerima
persyaratan yang sangat merugikan pihak karyawan/buruh itu sendiri.

Keterpaksaan pekerja menerima persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh



pengusaha dalam perjanjian tentunya tidak menguntungkan bagi pekerja, namun
sebaliknya sangat mengutungkan pengusaha.

Mencermati fenomena yang terjadi dalam praktik perjanjian kerja antara
pengusaha dengan tenaga kerja yang sangat merugikan pekerja, sudah menjadi
keharusan bagi pemerintah, yang merupakan manifestasi dari negara untuk
memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadahi bagi rakyatnya.
Dalam hai ini, khususnya terhadap pekerja yang dalam posisi yang kurang
menguntungkan. Terkait dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan
perlindungan hukum bagi rakyat ini, Philipus M Hadjon menyatakan:

Dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap rakyat oleh
penguasa dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas terlindunginya hak-hak
masyarakat dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat tindakan penguasa.
Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum ini dapat dibedakan dalam dua
macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan reperesi.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang
bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak
masyarakat oleh penguasa. Dengan demikian, perlindungan preventif merupakan
bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang
dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh oranglain atau pihak ketiga
secara melawan hukum.

Isilah perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan

dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat, baik

yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat, maupun oleh penguasa.

Istifah perlindungan hukum berasal dari istilah asing, seperti

Rechtsbcscherming van de burgers tegen de overheiefdaiam bahasa

Belanda, legal protection of the individual in relation to acts of

administrative authorities dalam terminologi berbahasa Inggris.

Terminologi perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan

masyarakat dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang

diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum pada umumnya meliputi perlindungan atas hak

masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya sehingga dapat



dihormati, diiindungi, dan dipenuhi. Perlindungan terhadap masyarakat dapat
dipenuhi secara efektif apabila disediakan upaya hukum yudisial dan upaya
hukum nonyudisial. Upaya hukum yudisial dapat berupa upaya yang dilakukan
lembaga peradiian dalam proses penegakan hukum atau biasa disebut upaya
hukum korektif.

Upaya hukum nonyudisial, meliputi upaya hukum yang bersifat
preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap
hak masyarakat sebagai subjek hukum, dengan menggunakan sarana penegakan
hukum dengan cara memberikan peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan
pengaduan. Sedangkan upaya hukum yang bersifat korektif dilakukan untuk
memberikan koreksi atas pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan
oleh lembaga nonperadilan, seperti pejabat administrasi negara.

Pengertian perlindungan hukum tidak hanya meliputi perlindungan
terhadap hak-hak individu setiap warga negara, tetapi konstitusi daiam negara
tersebut harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan
atas hak-hak yang dijamin. JamiRan akan perlindungan hukum terhadap warga
negara secara umum tercantum dalam pasal 28D Undang Undang Dasar 1945
Amandemen, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Perlindungan hukum tersebut tidak boleh terlaksana secara sepihak karena akan
menimbulkan ketidakadilan dan tidak sesuai dengan tujuan negara yang
tercantum dalam alenia IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan selpruh tumpah darah Indonesia dan
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial”. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, prinsip perlindungan bagi
rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia itu bersumber pada Pancasila dan prinsip negara
hukum yang berdasarkan Pancasila.”

Perlindungan terhadap warga negara diberikan jika sikap tindak
administratif negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Selanjutnya,

perlindungan hukum yang dapat ditempuh dalam hal penyelesaian dan



pemutusan sengketa antara rakyat dengan Pemerintah di bidang hukum publik
adalah sebagai berikut.

Penyelesaian sengketa melalui jalur intern administratif, yaitu atasan
hierarki dari pejabat yang bersangkutan. Jalur ini lazim dikenal dengan sebutan
administrative beroep atau prosedur pengajuan keberatan, “Penyelasaian
sengketa yang dilakukan oleh badan-badan peradilan semu, yang sebetulnya
secara struktur organisatoris merupakan bagian dari pemerintah.” Penyelesaian
sengketa oleh badan peradilan dapat berupa a) peradilan khusus, yaitu masalah
pajak; b) peradilan umum. Sedangkan perlindungan hukum dalam lapangan
keperdataan, dalam bentuk penyelesaian sengketa dilakukan dengan-cara-cara
damai antara pihak, baik melalui musyawarah mufakat para pihak maupun
menggunakan jasa pihak ketiga netral, seperti jasa arbitrase, mediator,
konsiliator, dan lain ebagainya. Sedangkan upaya yudisiil, dapat dilakukan
dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan dengan segala risikonya. Upaya
yudisiil yang juga dikenal dengan upaya litigasi pada umumnya ditempuh
dengan melakukan gugatan keperdataan, namun upaya ini sebenarnya kurang
efektif sebab di samping memerlukan proses yang panjang, tentunya

memerlukan biaya dan tenaga yang cukup besar.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara historis, dalam berbagai hukum adat di Indonesia, telah
ditemukan berbagai fakta mengenai perkumpulan, klan, nagari atau desa dijatuhi
pidana, yang karena perbuatannya telah dijatuhi sanksi (pidana). Misalnya,
pidana denda dalam bentuk uang atau barang-barang berharga ketika ternak
kerbau atau kuda miliknya melanggar tanaman orang lain. Demikian juga
seorang anggota warga dan suatu desa yang melakukan pencurian atau perbuatan
yang melanggar kesusilaan di wilayah desa lain, maka desa dan seorang warga
yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana, dengan pidana denda atau
kewajiban-kewajiban adat yang harus dilakukan atau diselesaikan.

Dua contoh yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya
penjatuhan sanksi pidana terhadap badan hukum perusahaan atau korporasi itu
telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia sesuai

dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Meskipun mungkin belum



dipahami berdasarkan teori apakah hal itu merupakan sanksi yang dijatuhkan
dan apa dasar rasional penjatuhan sanksi, serta mengapa terdapat perbedaan
antara yang satu dengan yang lain. Namun, paling tidak dapat diduga bahwa hal
itu dilakukan untuk tujuan kepentingan bersama antardesa, klan, nagari yang
bersangkutan, sehingga situasi dan keadaan lingkungan antarwilayah desa,
nagari, suku tersebut dapat tercipta keamanan, ketenteraman, dan perdamaian.

Berdasarkan contoh di atas, pada saat itu setidak-tidaknya sudah ada
asumsi yang dapat dipahami bahwa ketika itu telah ada “anggapan” bahwa yang
bersalah adalah kelompok, golongan, klan, suku, atau desa yang bersangkutan
sehingga harus diberi sanksi, yang mungkin dapat disetarakan dengan korporasi.
Terlepas apakah memang teiah ada pergeseran pemikiran dan para pemangku
hukum adat ketika itu ataukah memang merupakan kebutuhan mendasar dari
suatu masyarakat untuk hidup aman tenteram, damai, dan sejahtera, yang
menjadi tujuan hidup bersama dari masyarakat yang bersangkutan. Namun yang
nampak sebagai bukti, yang dapat diketahui adalah bahwa yang dapat dimintai
pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya personal manusia
alamiah (persoonlijke), melainkan juga suku, klan, desa, .nagari, dan
sebagainya.

Perkembangan awal pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana
dalam lingkungan korporasi ditandai dengan usahausaha agar sifat tindak pidana
yang dilakukan korporasi dibatasi pada orang perorangan (natuurlijk person).
Apabila ada suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka
tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi. Dalam tahap ini,
hanya membedakan “tugas mengurus” (zorgplicht) suatu kesatuan orang atau
korporasi yang harus ada pada pengurusnya. Korporasi bukan subjek tindak
pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Oleh karena
itu, apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban yang merupakan beban
“kesatuan orang” atau korporasi, maka merekalah yang bertanggung jawab
menurut hukum pidana. Pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-
kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan
bertanggung jawab dalam hukum pidana. Hal ini nampak terdapat ketidakadilan

dalam pertanggungjawaban pidana. Perkembangan selanjutnya adalah model



pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa korporasi dapat diakui
sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya berada pada
pengurus.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi ini ditandai dengan pengakuan
yang ada dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat
dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha atau korporasi, akan tetapi
tanggung jawab untuk itu menjadi beban pengurus korporasi tersebut. Secara
perlahan-lahan, tanggung jawab pidana beralih dan anggota pengurus kepada
mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila
melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini,
menurut D.Schaffmeister, et. al., pertanggungjawaban pidana yang langsung dan
korporasi masih belum muncul. Dalam model pertanggungjawaban ini,
korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung
jawab adalah para anggota pengurus, asal dinyatakan dengan tegas dalam
peraturan perundang-undangan.

Perkembangan yang terakhir adalah model pertanggungjawaban yang
merupakan permulaan adanya tanggung jawab pidana yang langsung dari
korporasi. Dalam model ini, dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan
meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat
dipakai sebagai dasarpembenaratau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai
pelaku dan sekaligus yang bertanggung jawab sebagai berikut. Pertama, karena
dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh
korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar
sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada
pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus, tidak atau belum ada
jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan
memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu,
diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di negara-negara Common Law
System, menurut Celia Wells, pada umumnya dikenal tiga macam teori yang
berbeda dalam menentukan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban

korporasi. Ketiga teori tersebut adalah:



The first -is based on the agency principle whereby the company is liable
for the wrongful acts of all its employees. United States federal law
employs a principle of this type, respondeat superior, while English law
limits the applications of vicarious liability to certain regulatory
offences. The second theory of blame attribution, which English law
utilities for all other offences, identifies a limited layer of senior officers
within the company as its “brains' and renders the company liable only
for their culpable transgressions, not for those of other workers. The third
locates corporate blame in the procedures, operating systems or
culture,of a company. Company culture theory is developed in the

Australian Criminal Code Act, and is proposed in relation to a corporate

homicide offence in the UK.

Sebagaimana ungkapan Celia Wells tersebut, ada tiga teori dalam
menentukan adanya kesalahan korporasi. Pertama, didasarkan pada prinsip
keagenan, di mana korporasi dipertanggungjawabkan untuk perbuatan-perbuatan
bersalah dan semua pegawainya. Dalam Undang-Undang federal, Amerika
menerapkan prinsip tipe ini, yaitu respondeat superior. Hukum Inggris
membatasi penerapan vicarious liability untuk regulatoty offences. Teori kedua
dari sifat kesalahan, hukum Inggris menggunakan untuk semua pelanggaran
yang dapat diidentifikasi terbatas pada tingkat senior officers dalam korporasi
sebagai otak dan membuat korporasi dapat mempertanggungjawabkan segala
perbuatannya hanya untuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat
dipersalahkan, bukan untuk semua perbuatan yang dilakukan para pegawainya.
Teori ketiga menempatkan kesalahan korporasi dalam prosedur, sistem operasi
atau budaya suatu korporasi. Teori budaya korporasi dikembangkan di
Australian Criminal Code Act dan diusulkan dalam hubungannya dengan tindak
pidana pembunuhan korporasi diinggris.

Dasar rasio pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana modern ini
mungkin berbeda dengan pertanggungjawaban perkumpulan, suku, klan, desa,
nagari yang telah terjadi pada masyarakat zaman dahulu sebagaimana
dikemukakan di atas, yang semata-mata untuk kepentingan bersama dan

masyarakat yang bersangkutan, yaitu untuk menciptakan keamanan, ketertiban,



ketenteraman, dan  kedamaian  dalam  masyarakat. @ Dasar  rasio
pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana modern ini didasarkan pada
adanya pergeseran pemikiran bahwa semula hanya manusia alamiah (natuurlijk
persoon) yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam hukum pidana, menjadi pemikiran bahwa tidak hanya manusia alamiah
saja yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam hukum pidana, tetapi juga korporasi. Atas dasar pergeseran pemikiran
tersebut, maka timbul pertanyaan yang sangat mendasar, apakah teori, dasar
pembenar (justifikasi), dan falsafah yang membenarkan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan daiam hukum pidana.

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini muncul sebagai
hasil pemikiran yang sesuai dan selaras dengan perkembangan aktivitas
korporasi dalam masyarakat. Perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh para
ahli terhadap pemikiran dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam
negara-negara yang menganut common law system dengan negara-negara yang
menganut civil law system menghasilkan teori-teori pertanggungjawaban pidana
yang mempunyai karakteristik tersendiri. Kebanyakan muncul lahirnya teori-
teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini dan negara-negara Anglo Saxon
yang menganut common law system. Hal ini dapat dipahami karena dalam
sistem hukum ini, lebih fleksibel untuk mengikuti perkembangan yang terjadi
dalam masyarakat dan pada negaranegara Eropa Kontinental yang menganut
civil law system yang rigid dan kaku sehingga perkembangan teori-teori
pertanggungjawaban pidana korporasi di negara-negara Eropa Kontinental yang
menganut civil law system agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara
Anglo Saxon.

Di bawah akan dikemukakan secara  berurutan teoriteori
pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di berbagai belahap
dunia mulai vicarious liability theory atau teori pertanggungjawaban pengganti,
identification theory atau teori identifikasi, organ theory atau teori organ, dan
strict liability theory. Selanjutnya, untuk memahami pengertian mengenai teori-
teori tersebut, dapat dilihat pada uraian berikut di bawah ini.

1. Vicarious Liability Theory



Vicarious liability theory atau teori pertanggungjawaban pengganti ini
pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain
(vicarious liabilityis the responsibility of one for the acts of another). Teori atau
doktrin pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikran
yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (the law
of tort) yang didasarkan pada doktrin the respondeat superior. Dalam doktrin ini,
ada hubungan antara the master dengan the servant atau antara principal dengan
agent. Menurut: teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatan dan kesalahan orang lain. Teori ini umumnya berlaku terhadap
mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus
bertanggung jawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi. Oleh
karena itu, teori vicarious liability ini juga sering disebut the respondeat superior
theory.

Dalam perbuatan-perbuatan hukum perdata, seorang pemberi Kkerja
(employer) bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan bawahannya
sepanjang hal tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaannya. Hal ini mempunyai
konsekuensi yuridis bahwa pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dan
perbuatan seorang bawahan tersebut dapat menggugat ganti rugi terhadap
pemberi Kkerja sepanjang dapat dibuktikan atas kesalahan dan bawahan yang
berada dalam ruang lingkup tugas pekerjaannya. Pertanyaan selanjutnya adalah
apakah konsep pemikiran yang demikian ini dapat diberlakukan dalam hukum
pidana? Perkembangan hukum pidana yang terjadi di negara-negara Angio
Saxon  aengan..epmmon law  system-nya  telah memberlakukan
pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang atas perbuatan pihak lain.
Dalam common law system, seorang majikan (employer) bertanggung jawab
atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan
publik (public nuisance) atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat
mencemarkan nama baik orang lain (criminal libel). Hal ini berarti telah
menerapkan teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability theory atau
the respondeat superior theory).

2. Strict Liability Theory

Cristina de Maglie menyatakan bahwa teori ini telah diterapkan dalam



sistem hukum di Amerika. “la menyatakan bahwa here (in U.S. system), the
civil law system s notion of respondeat superior automatically transfers into the
domain of criminal law (idea atau gagasan the respondeat superior dan sistem
hukum perdata ini secara otomatis dipindahkan ke dalam wilayah hukum
pidana). The respondeat superior theory ini juga diadopsi dengan berbagai
variasi oleh the Australian Criminal Code, the Dutch Penal Code, dan The
Danish Penal Code. Hal ini berarti bahwa teori atau doktrin ini sudah berlaku
daiam sistem hukum pidana. Menurut Cristina de Maglie, prinsip ini
menyatakan bahwa:

The actus reus and the mess rea of the individuals who act on behalf of a

corporation are automatically attributed to the corporation. This rule,

which has authoritative support in the “organic theory” developed in

Germany by Otto von Gierke, requires the presence of several

conditions. The corporation is criminally liable if:

a. an agent of the corporation commits a crime,

b. while acting within the scope of employment,

c. with the intent to benefit the corporation.

Menurut pendapatnya, perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan
seseorang individual yang bertindak atas nama korporasi secara otomatis
menjadi perbuatan atau kesalahan korporasi. Ketentuan ini (mendukung teori
organ yang berkembang di Jerman oleh Otto von Gierke), memerlukan beberapa
syarat. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana apabila:
a. agen korporasi melakukan kejahatan,

b. ketika bertindak dalam ruang lingkup kepegawaian/ pekerjaan,
c. dengan tujuan untuk keuntungan korporasi.

Agak berbeda, Gregory L. ,Diskant menyatakan adanya dua pembatasan
yang penting dalam penerapan the respondeat superior, yakni:

First, the Code limits those agents of the company whose acts can create

criminal liability. Unles the legislature has plainly directed the particular

statute at corporate crime, the crime must be authoriled, performed or

“recklessly tolerated” by a “high managerial agent,” a person whose

responsibilities are so high that his or her acts may fairly be assumed to



represent company policy. Second, even if the statute is directed

specifically at a corporation, an act is not deemed to be within the scope

of employment if the company exercised due diligence to prevent its
commission.

Gregory L. Diskant mengungkapkan, Pertama, Undang-Undang
membatasi  agen  korporsi  yang  bertindak  dapat = menciptakan
pertanggungjawaban pidana. Kecuali, apabila badan pembentuk undang-undang
menentukan undang-undang khusus secara langsung dengan terus terang pada
kejahatan korporasi, kejahatan harus disahkan, perbuatan atau tindakan secara
serampangan yang dilakukan oleh a high managerial agent, yaitu orang yang
bertanggung jawab bahwa perbuatannya dapat diasumsikan mewakili kebijakan
korporasi. Kedua, sekalipun peraturan secara khusus langsung pada korporasi,
suatu perbuatan tidak dianggap dalam ruang lingkup pekerjaanjika korporasi
melaktrt pencegahan dengan sungguh-sungguh terhadap perbuatan melanggar
hukum. Pembatasan yang diberikan

Gregory L. Diskant ini dalam beberapa hal sebenarnya ada kesamaan
dengan pendapat Cristina de Maglie, yaitu sehubungan dengan tindak pidana
yang harus dilakukan oleh korporasi dan ketika seseorang tersebut bertindak
dalam ruang lingkup kepegawaian/ pekerjaan. Hal ini berarti bahwa apabila
korporasi melakukan tindak pidana dan hal tersebut berada dalam ruang lingkup
pekerjaannya, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum
pidana. Adapun mengenai tujuan untuk keuntungan korporasi, Cristina de
Maglie menganggap sebagai salah satu kriteria agar suatu korporasi dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Sehubungan dengan pemberlakuan teori ini; dalam Seminar tentang
aspek pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan publik dan tindak pidana
korupsi, Muladi menyatakan:

Sejak semula pengadilen inggris mengikuti ape yang dinamakan

“doctrine of respondeat superior” atau “vicarious liability' yang mengatur

bahwa atasan (the master), baik dalam bentuk individual maupun

korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan dan seorang bawahan

(subordinate, the servant) dalam kerangka pekerjaan bawahan tersebut.



Lebih lanjut, Muladi menjelaskan bahwa doktrin ini bersumber dari “the
law of tort” yang berkembang di abad 17, dengan tujuan untuk mengatur tentang
kompensasi terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh seorang bawahan yang
melakukan pekerjaan, yang ditugaskan dan seorang atasan. Hal ini memperoleh
justifikasi atas dasar logika bahwa apabila seorang atasan memperoleh
keuntungan (benefit) dari pekerjaan bawahan, maka ia harus menanggung beban
(burdens). Pada permulaannya doktrin ini hanya digunakan secara terbatas pada
sejumlah kecil tindak pidana, khususnya yang tidak mensyaratkan “mens rea or
personal fault”. Di luar tindak pidana itu, koporasi kebal (immune) terhadap
pertanggungjawaban pidana”.

Dalam hal ini, berarti bahwa perbuatan-perbuatan dan kesalahan yang
dilakukan oleh buruh, pegawai, karyawan, atau orang-orang yang berbuat untuk
kepentingan korporasi, yang merugikan pihak lain seperti konsumen atau
masyarakat pada umumnya dapat dialihkan menjadi tanggung jawab korporasi.
Dalam hal ini, nampak pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi demikian
luas, karena semua perbuatan-perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh
buruh, pegawai, atau orang-orang yang berbuat untuk kepentingan korporasi
dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi. Namun, ini semua hanya untuk
tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya mens rea dan pelakunya atau
tindak pidana yang masuk kategori absolute liability offences atau juga dikenal
dengan strict liability offences.

Sehubungan dengan doktrin ini C.M.V. Clarkson menyatakan bahwa
“under this doctrine if a corporate agent, acting within the scope of his or her
employment and with intention to benefit the corporation, commits a crime,
liability can be imputed to the company”. Jadi, menurut doktrin ini, apabila agen
dari suatu korporasi melakukan suatu tindakan kejahatan dalam ruang lingkup
pekerjaannya dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi, maka
pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut bisa dialihkan pada korporasi yang
bersangkutan.

Pertanggungjawaban yang demikian ditujukan pada tindak pidana
undang-undang (statutoly offences), yaitu apabila undangundang atau maksud

pembuat undang-undang telah menentukan demikian dalam undang-undang



yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa tidak semua tindak pidana dapat
dipertanggungjawabkan secara vicarious. Namun, praktik hukum di beberapa
negara telah mengembangkan prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya
adalah employment principle. Menurut prinsip ini, majikan (employer) adalah
penanggung jawab utama dan perbuatanperbuatan para buruh/karyawan yang
melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Menurut
Barda Nawawi Arief, di Australia, perbuatan jahat (criminal act) dan kesalahan/
sikap batin (guilty mind) buruh/karyawan dalam delik vicarious dapat
dihubungkan dengan majikan atau pembuat (principal). Hal ini berbeda dengan
di Inggris, kesalahanisikap batin (a guilty mind) buruh/karyawan dapat menjadi
kesalahan majikan apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan
(a relevan “delegation” of power and duties) menurut undang-undang. Menurut
undang-undang (statute law), vicarious liability dapat terjadi dalam hal,

Pertama, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila is telah mendelegasikan
kewenangarinya menurut undang-undang kepada orang lain. Jadi, harus ada
prinsip pendelegasian (the delegation principle). Kedua, seorang majikan dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara tisik/jasmaniah dilakukan
oleh  buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu
dipandang sebagai perbuatan majikan (the servant's act is the master's act in
law). Jadi, apabila si pekerja sebagai pembuat materiil/ fisik (auctor fisicus) dan
majikan sebagai pembuat intellectual (auctor intellectualis)”.

Di negara-negara common law system, pada umumnya seseorang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain
apabila ada pendelegasian (the delegation principle). Lebih jauh, tentang prinsip
pendelegasian ini akan dijelaskan dalam teori delegasi. Doktrin vicarious
liability ini semula hanya memberlakukan tindak pidana-tindak pidana yang
masuk kategori strict liability offences. Hal ini dapat dipahami karena sejak
lama di nega'ra-negara Common Law, juga berlaku doktrin pertanggungjawaban
mutlak (strict liability). Tentang hal ini Dungan Boy menyatakan:

From this it may be assumed that the overwhelming majority of crimes

are mens rea offences, and this would be true in respect of the major



offences. However, there are many minor regulatory offences, invariably

statutory, which do not require intention, recklessness or negligence to be

proved in respect of an element of the actus reus. These are known as
strict liability or sometimes absolute liability offences.

Menurut Bloy, mayoritas kejahatan mensyaratkan adanya mens rea.
Meskipun demikian ada beberapa kejahatan-kejahatan yang diatur dalam
perundang-undangan yang tidak mensyaratkan adanya kesengajaan atau
kelalaian dalam melakukan perbuatannya. Inilah yang dikenal sebagai strict
liability atau absolute liability offences. Menurut doktrin strict liability ini,
pembuat sudah dapat dipidana apabila is telah melakukan perbuatan
sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap
batinnya. Oleh karena itu, doktrin ini juga disebut liability without fault
(pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Menurut Common Law System,

Strict liability berlaku terhadap tiga macam tindak pidana, yaitu public

nuisance (gangguan terhadap ketertiban umum), criminal libel (fitnah,

pencemaran nama baik), contempt of court (pelanggaran tata tertib
pengadilan). Akan tetapi, kebanyakan strict liability terdapat pada tindak
pidana yang diatur dalam undang-undang (statutory offences; regulatory
offences; mala prohibita), yang pada umumnya merupakan tindak pidana
terhadap kesejahteraan umum (public welfare offences). Termasuk
regulatory offences misalnya, penggunaan gambar dagang yang
menyesatkan, pelanggaran lalu lintas, penjualan makanan dan minuman

atau obat-obatan yang membahayakan.

Doktrin strict liability atau absolute liability irsf' hampaknya diperlukan dalam
kerangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap public welfare offences, yaitu
tindak-tindak pidana tertentu yang melanggar kesejahteraan umum, yang
menyangkut masyarakat luas, seperti tindak pidana dalam bidang perlindungan
konsumen. Misalnya, makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan,
pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup. Kebijakan penentuan tindak
pidana yang demikian ini didasarkan atas kepentingan masyarakat, bukan atas
dasar kesalahan subjektif dan pelakunya. Oleh karena itu, penggunaan doktrin

strict liability ini diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial, dalam arti



menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas korporasi yang
dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi,
maupun biaya-biaya sosial. .

Pembicaraan teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
hampir selalu berhubungan dengan doktrin strict liability, meskipun sebenarnya
secara historis mempunyai sejarah yang berbeda. Apakah kelahiran doktrin strict
liability ini sebagai upaya pemikiran untuk mempertanggungjawabkan
korporasi? Nampaknya tidak demikian, karena saya melihat doktrin ini iebih
bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat (social protection) dan
perbuatan-perbuatan yang sulit dibuktikan adanya mens rea dan pelakunya atau
karena mendasarkan asas res ipsa loquitur (fakta sudah berbicara) yang sudah
lama berlaku sebelumnya, seperti tindak pidana terhadap kesejahteraan umum
(public welfare offences), termasuk regulatory offences. Misalnya, penggunaan
gambar dagang yang menyesatkan, pelanggaran lalu lintas, penjualan makanan
dan minuman, atau obat-obatan yang membahayakan Sementara vicarious
liability lahir sebagai upaya untuk memberikan perlindungan pada pihak ketiga
terhadap perbuatan melawan hukum (tort) yang dilakukan seorang bawahan,
buruh, atau karyawan.

Apabila dibandingkan, antara strict liability dan vicarious liability
nampak jelas persamaan dan perbedaannya. Menurut Romli Atmasasmita,

Persamaan yang nampak bahwa baik strict liability maupun vicarious
liability, keduanya tidak mensyaratkan adanya “mens rea” atau unsur
kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada
strictliabilitypertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan
pada pelakunya, sedangkan pada vicarious liability pertanggungjawaban
pidana bersifat tidak langsung.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum
pidana, doktrin vicarious liability dan doktrin strict liability ini dapat
dipertimbangkan mengingat aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat
membahayakan kepentingan masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di
atas, dapat dinyatakan bahwa doktrin vicarious liability dapat diberlakukan

apabila orang atau agen yang melakukan tindak pidana itu bertindak dalam



ruang lingkup kepegawaian atau dalam rangka tugas pekerjaan, serta perbuatan
itu dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi. Atau
secara a contrario, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang atau agen
melakukan tindak pidana itu bertindak tidak dalam ruang lingkup kepegawaian
atau tidak dalam rangka tugas pekerjaannya atau perbuatan yang dilakukan itu
tidak bertujuan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, maka korporasi
tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa semula penerapan teori
pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability di berbagai negara ini
hanya terbatas pada tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya mens rea
sehingga korporasi kebal (immune) terhadap tindak pidana yang mensyaratkan
adanya mens rea dan pelakunya. Dalam perkembangannya, Muladi menyatakan
bahwa pada permulaan abad 20 pengadilan mulai membongkar (dismantie)
imunitas tersebut dan menerapkan pidana denda terhadap setiap orang
(everyone), termasuk korporasi yang melakukan tindak pidana. Pidana denda
(fines) diterapkan pula terhadap korporasi dalam tindak pidana yang hanya
diancam pidana penjara (imprisonment). Di Amerika Serikat, “pendekatan yang
dilakukan tidak jauh- berbeda dalam mene-rkan konsep vicarious liability,
semula hanya mencakup kasus-kasus yang tidak mensyaratkan mens rea.
Perkembangan selanjutnya juga mencakup kasus-kasus tersebut”. Namun
demikian, penerapan teori pertanggungjawaban pengganti terhadap semua
bentuk tindak pidana dari semua perbuatan yang dilakukan oleh semua onang-
orang yang berbuat untuk korporasi, seperti manajer, pegawai, buruh, karyawan
atau agen yang kemudian disebut total vicarious liability juga menimbulkan
banyak reaksi, yang akhirnya muncul upaya pemikiran yang membatasi
pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan dalam teori

identifikasi (identification theory).

3. The identification Theory

The identification theory atau teori identifikasi ini merupakan salah satu
teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yang digunakan untuk
merpertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Meskipun dalam

kenyataan secara fisik korporasi tidak bisa melakukan suatu perbuatan dan



korporasi tidak memiliki sikap batin seperti halnya manusia alamiah, namun
dalam perkembangan hukum, khususnya teori-teori pertanggungjawaban pidana,
korporasi dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin
untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini mengingat bahwa secara
tradisionai, pertanggungjawaban pidana tetap mempersoalkan pembuktian
kesalahan (proof of criminal fault). Dalam kaitannya dengan “intended
something or knew something” dan korporasi, maka Viscount Haldane
menemukan “theory of primary corporate criminal liability’, yang kemudian
terkenal dengan identif,”cation theory atau alter ego theory'.

Teori identifikasi dapat disebutjuga teori pertanggungjawaban pidana
langsung (direct corporate liability) karena pertanggungjawaban pidana ini
langsung oleh korporasi, seniors officers yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi langsung, tidak mewakili korporasi.. Teori identifikasi ini, menurut
Muiadi diciptakan sebagai “a pragmatic median rule” antara penganut ekstrim
dan "=total vicarious liability’ untuk semua tindak pidana dan tidak ada
pertanggungjawaban pidana, kecuali “the board of directors” dengan jelas
membenarkan (expressly outhorized) tindak pidana.”

Sebagai dasar penjelasan teori identifikasi ini, perlu diingat teori-teori
perbuatan korporasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa perbuatan
korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Hal yang perlu
diperhatikan adalah bahwa perbuatan dan sikap batin manusia yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan antara perbuatan dan
sikap batin dari pengurus korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga. Perbuatan dan sikap batin pegawai atau buruh
atau karyawan korporasi, perbuatan dan sikap batin dari mereka yang mewakili
korporasi berdasarkan hubungan lain dari perbuatan dan sikap batin orang-orang
di luar badan pengurus, tetapi mempunyai kekuasaanlotoritas dan kemampuan
mengarahkan dan mengendalikan kebijakan korporasi. Sejauh mana teori
identifikasi ini menentukan dan memberikan dasar pembenar justifikasi) dapat
dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum pidana?

Sehubungan dengan pembahasan teori identifikasi (identification theory)

ini C.M.V. Clarkson menyatakan:



If an individual who is sufficiently senior within the corporate structure

as to represent metaphorically the “mind” of the company commits a

crime within the course of his or her employment, that act and mens rea

can be attributed to the company. The company can be “identified” with
these acts and held directly accountable.

Menurut pandangan C.M.V. Clarkson, perbuatan dan sikap batin seorang
senior dalam suatu struktur perusahaan atau korporasi diidentifikasikan
(dipersamakan) sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Tanggung jawab
korporasi tersebut langsung, tidak seolah-olah mewakili korporasi. Korporasi
bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di
dalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup
kewenangannya atau dalam urusan transaksi korporasi. Dengan demikian, teori
ini membatasi pertanggungjawaban korporasi, yaitu apabila tindak pidana
dilakukan oleh buruh atau karyawan atau agen yang tidak mempunyai status
pejabat senior, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam
hukum pidana. llustrasi teori identifikasi ini tercermin dalam beberapa kasus
sebagaimana dikemukakan Gerard Conway:

The cases refer to Lord Haldane's judgment in Lennard's Case where it

was held that only those officers who represented the directing mind and

will” of the company could be identified with the company. This
identification principle also arose in H. L. Bolton (Engineering) Co. Ltd.

v. 7'. J. Graham and Sons Ltd., 23 which involved (as did Lennard's

Case) a statutory offence. Denning L. J. cited Lord Haldane's comments

and added his own “hands-brain' analogy, equating those who

represented the direct-ing mind and will of the company with the brain
and other employees with the hands.

Hakim Lord Haldane dalam perkara Lennard yang menunjukkan bahwa
hanya senior officer yang merepresentasikan sikap batin dan keinginan korporasi
yang dapat diidentifikasi sebagai sikap dan kesalahan korporasi. Prinsip
identifikasi ini nampak dalam perkara H.I. Bolton (Engineering) Co. Ltd. V. TJ.
Grabam & Sons, Ltd. dan dalam kasus pelanggaran undang-undang, termasuk

kasus Lennard. Denning L.J. menganalogikan sikap batin dan keinginan



korporasi dengan otak dan pegawai korporasi lain seperti tangantangan mereka.
Analog yang disampaikan hakim Denning L.J. dalam perkara H.l. Bolton
(Engineering) Co. Ltd. V. T.J. Grabam & Sons, Ltd. tersebut menggambarkan
bahwa suatu korporasi dianalogkan dengan orang. Korporasi mempunyai pusat
otak dan syaraf yang mengontrol apa yang diperbuat dan korporasi juga
mempunyai tangan-tangan yang memegang alat-alat dan berbuat sesuai dengan
petunjuk-petunjuk pusat syaraf itu. Pegawai dari suatu korporasi itu adalah
semata-mata tidak lebih daripada tangantangan untuk melakukan pekerjaan dan
tidak dapat dikatakan mewakili sikap batin dan kehendak korporasi. Sedangkan
para direktur dan manajer melambangkan sikap batin dan kehendak korporasi,
dan mengontrol apa yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut undang-undang keadaan jiwa/sikap batin para manajer ini
merupakan keadaan jiwa/sikap batin korporasi. Oleh karena itu, dalam kasus-
kasus di mana Undang-Undang mensyaratkan kesalahan seseorang dalam
pertanggungjawaban di bidang kerugian/perdata, maka kesalahan manajer
dipandang sebagai kesalahan korporasi. Demikian juga dalam hukum pidana,
dalam kasus-kasus di mana Undang-Undang mensyaratkan kesalahan (sikap
batin jahat) dalam suatu tindak pidana, maka kesalahan para direktur dan
manajer itu akan dipandang sebagai kesalahan dari korporasi itu sendiri.

Sebagaimana dikemukakan Gary Scanian dan Christopher Ryan pada
tahun 1915 dalam perkara Carrying Co. Ltd. V. Asiatic Petroleum Co. Ltd,
hakim Denning L.J., berpendirian bahwa “in cases where thw law requires a
guilty mind as a condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors
or the managers will render the company ilself guilty'e9 (dalam kasus-kasus di
mana hukum mensyaratkan harus terdapat guilty mind atau sikap batin yang
bersalah sebagai persyaratan adanya tindak pidana, maka sikap batin dari para
direktur atau para manajer perusahaan dianggap sebagai sikap batin bersalah
dari perusahaan tersebut).

Hakim Denning L.J. juga menunjukkan pertimbangannya dalam perkara
R V. ICR Haulage Ltd. pada tahun 1944 bahwa In which the court said (in
p:559): Whether in any particular case there is evidence to go to a jury that the

criminal act of agent, including his state of mind, intention, knowledge orbeliefis



the act of the company... must depend on the nature of the charge, the relative
position of the officer or agent, and the other relevant facts and circumstances
of the case'40. (Dalam pada itu, pengadilan berpendapat bahwa dalam suatu
perkara, dalam hal juri menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan
seorang pegawai atau agen perusahaan, termasuk sikap batinnya, yaitu
pengetahuannya atau keyakinannya, akan dianggap sama sebagai perbuatan
perusahaan atau korporasi itu sendiri harus digantungkan pada hakikat dakwaan
tersebut, kedudukan relatif pegawai tersebut, serta keadaan-keadaan lain dari
suatu perkara). Pertimbangan tersebut dapat dinyatakan bahwa perbuatan dan
sikap batin siapa yang dapat dianggap atau dipersonifikasikan perbuatan dan
sikap batin dari suatu korporasi adalah sangat tergantung fakta dan keadaan
masing-masing perkara sehingga harus ditentukan kasus demi kasus.

Pendapat Clarkson dan Keating sebagaimana dikutip Sutan Remy
Syandeini menyatakan bahwa perbuatan dan sikap batin orang-orang yang dapat
menjadi perbuatan dan sikap batin korporasi harus merupakan orang-orang yang
penting dalam struktur perusahaan agar perbuatan-perbuatan mereka itu dapat
diatributkan kepada perusahaan. Apabila mereka itu merupakan orang-orang
yang penting dalam struktur perusahaan, maka baik perusahaan maupun mereka
secara pribadi, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Persoalannya, siapakah yang termasuk orang penting dalam struktur
korporasi tersebut? Sebagai contoh, dapat dikemukakan pertimbangan hakim
dalam perkara Tesco Supermarket Ltd. versus Nattrass, 1972 di Inggris, yang
menyatakan bahwa manajer salah satu toko/supermarket berantai tidak
dipandang sebagai pejabat senior. la tidak berfungsi sebagai the directing mind
and will of the company. la merupakan salah seorang yang diarahkan. la
merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi is bukan utusan/delegasi
perusahaan yang diserahi tanggung jawab. Dalam kasus ini, Lord Reid
menyatakan bahwa:

The board of directors never delegated any pail of their functions. They

set up a chain of command through regional and district supervisors, but

they remained in control. The shop managers had to obey their general

directions and also to take orders from their superiors. The acts or



omissions of shop managers were not the acts of the company it self.

Dalam kasus Tesco Supermarket Ltd. versus Nattrass, dewan direktur
tidak pernah mendelegasikan sebagian dari fungsinya. Mereka melakukan
serangkaian perintah kepada pengawas regional tetapi mereka tetap di bawah
pengawasannya. Manajer toko telah mengabaikan arahan dari atasannya. Jadi,
perbuatan dan sikap batin manajer toko tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan
dan sikap batin perusahaan atau korporasi itu sendiri. Atau dengan kata lain,
perbuatan dan sikap batin manajer toko tidak dapat diidentifikasikan atau
dipersonifikasikan sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan atau korporasi.
Deegan demikian, teori identifikasi ini membatasi pertanggungjawaban
korporasi. Perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau
karyawan atau agen yang tidak mempunyai status pejabat senior atau tidak
mempunyai the directing mind and will of the company, maka korporasi tidak
dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berarti penentuan kapan suatu
perbuatan dan sikap batin seseorang yang dapat diambil alih menjadi perbuatan
dan sikap batin korporasi adalah tergantung keadaan dan fakta yang terjadi
sesungguhnya. Mungkin dalam suatu kasus, seseorang yang berbuat untuk dan
atas nama korporasi tersebut adalah seorang manajer atau general manajer suatu
korporasi, namun sebenarnya ia tidak mempunyai kewenangan/ otoritas dan
kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan korporasi. la dikendalikan oleh
orang-orang yang berada di Luar struktur organisasi korporasi, misalnya
pemegang saham pengendali/ mayoritas atau seorang komisaris perusahaan yang
mempunyai hubungan kedekatan dengan pemegang saham pengendali. Dalam
keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa memang secara yuridis perbuatan
dam sikap batin manajer atau neral manajer tersebut merupakan personifikasi
dari perbuatan dan sikap batin korporasi karena jabatan orang tersebut sebagai
manajer atau general manajer dan korporasi yang bersangkutan. Namun, secara
factual directing mind, korporasi tersebut sebenarnya adalah sikap batin dari
orang-orang yang berada di luar struktur korporasi, yang mengendalikan
manajer atau general manajer korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu,

penentuan perbuatan dan sikap batin korporasi dari orang-orang tersebut



ditentukan kasus demi kasus sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap
korporasi yang bersangkutan tepat dan benar.

Sebagai contoh perbandingan kasus Moore V. L. Bresler Ltd. (1944),
yaitu kasus penyembunyian (submission) pengembalian pajak perdagangan
(purchase tax) yang dilakukan dengan sengaja menipu (intent to deceive). Arief
berpendapat bahwa sekretaris dan manajer penjualan telah melakukan perbuatan
yang dituduhkan dengan kesengajaan, dengan pertimbangan kedua crang itu
merupakan pejabat/staf penting dari perusahaan. Oleh karena itu, perbuatan
mereka adalah perbuatan perusahaan.

Perlu diketahui bahwa tidak setiap sikap batin atau kehendak direktur
atau manajer selalu menjadi sikap batin atau keinginan korporasi. Ada
pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan Michael J. Allen bahwa
“the corporation will only be liable where the person identified with it was
acting within the scope of his office, it will not be liable for acts which he did in
his personal capacity”. (Terjemahan bebas: korporasi hanya bertanggung jawab
jika orang yang diidentifikasi sebagai korporasi bertindak dalam ruang lingkup
jabatannya; korporasi tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang
dilakukan oleh orang itu dalam kapasitas pribadinya). Hal ini berarti bahwa
batas-batas pertanggungjawaban korporasi itu adalah selama orang-orang yang
bertindak untuk dan atas nama korporasi itu juga berada dalam kewenangan
yang dimiliki oleh orang yang berbuat tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa menurut teori
identifikasi, perbuatan dan sikap batin  korporasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah perbuatan dan sikap batin
dari orang-orang yang diidentifikasikan atau dipersamakan  atau
dipersonifikasikan dengan korporasi atau yang disebut directing mind korporasi.
Directing mind korporasi ini adalah orang-orang yang mempunyai
kewenanganlotoritas dan kemampuan (ability) untuk mempengaruhi kebijakan
korporasi. Orang-orang yang demikian ini tidak hanya berdasarkan kedudukan
jabatan formal sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga korporasi, seperti direktur atau manajer atau general manajer saja,

tetapi juga seorang pegawai biasa atau bahkan orang-orang di luar struktur



organisasi korporasi, seperti pemegang saham mayoritas anal mereka secara
faktual mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan korporasi itu
dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi, sehingga
korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.
Penentuan directing mind yang berakibat pada pertanggungjawaban pidana
terhadap korporasi ini harus dilakukan dengan anaiisis kontekstual atau analisis
kasus per kasus (case by case analysis).

Salah satu kelemahan teori identifikasi ini adalah bahwa korporasi hanya
akan bertanggung jawab dalam hukum pidana apabila orang yang
diidentifikasikan dengan korporasi, yaitu dirinya sendiri, yang secara individual
bertanggung jawab karena is memiliki mens rea untuk melakukan tindak pidana.
Apabila terdapat beberapa superior officers yang terlibat, akan tetapi masing-
masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar
merupakan mens rea dari tindak pidana tersebut, apakah korporasi dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana? Terhadap persoalan tersebut,
dipergunakan teori agregasi (aggregation theory). Teori ini akan dijelaskan
setelah teori delegasi (delegation theory).

Sebagai perbandingan, sekaligus untuk menambah wawasan mengenai
teori-teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana tersebut diatas, dalam
mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana juga dimungkinkan
menggunakan teori res ipsa loquitur. Sehubungan dengan hal ini, Roeslan Saleh
berpandangan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan
hukum atau korporasi, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta
yang menderitakan si  korban dijadikan dasar untuk  menuntut
pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium res ipsa
loquitur.

Penerimaan teori ini telah membalikkan ajaran tradisional dalam
perbuatan kelalaian bahwa kelalaian tidak dapat hanya dengan presumsi, tetapi
harus dibuktikan. Teori res ipsa loquitur ini dalam bahasa Inggris the thing
speaks for itself, yang artinya benda tersebut yang berbicara sendiri. Oleh karena
itu, teori ini hanya relevan untuk kasus-kasus perbuatan yang ditimbulkan akibat

kelalaian (negligence). Jadi, tidak berlaku untuk perbuatan yang ditimbulkan



karena kesengajaan. Berdasarkan teori tersebut, apabila korporasi melakukan
perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka
cukuplah benda atau fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut
pertanggungjawaban pidana pada pelakunya (korporasi) tersebut.
Sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya teori res ipsa loquitur ini tidak
lain dan suatu presumsi yang dapat dipatahkan oleh bukti sebaliknya (rebuttable
presumption). Hal ini berarti bahwa kecuali jika si pelaku dapat membuktikan
sebaliknya, pihak pelaku dianggap telah lalai berdasarkan fakta-fakta yang ada
tanpa perlu membuktikan adanya unsur kelalaian karena instrumen yang
mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban berada dalam kontrol penuh dari
pelaku, dan biasanya tanpa adanya suatu kelalaian, tidak akan terjadi perbuatan
yang merugikan tersebut. Selanjutnya, untuk dapat diterapkan doktrin res ipsa
loquitur, sehingga kesimpulan dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya
merupakan presumsi bersalah terhadap pelakunya, ilmu hukum memberikan
beberapa persyaratan sebagai berikut.

a. Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa
adanya kelalaian (atau kesengajaan) dan pihak pelakunya.

b. Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh
tindakan korban atau pihak ketiga.

C. Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang
menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dan pihak yang
dituduh pelakunya.

d. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang
ada oleh pelaku kepada korban.

e. Bukan kesalahan dan korban (tidak ada kelalaian kontributif)”.

Selain kelima syarat tersebut, maka layakuntuk dipertimbangkan apakah
pembuktian atas kejadian tersebut lebih mudah diakses oleh pihak pelaku
daripada korban. Hal ini berhubungan dengan syarat yang ketiga bahwa
instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari
pelaku. Berdasarkan persyaratan berlakunya teori res ipsa loquitur tersebut; saya
berpendapat bahwa teori ini dapat diterapkan untuk mempertanggungjawabkan

korporasi dalam kasus tindak pidana kelalaian.



Teori-teori pertanggungjawaban pidana di atas merupakan teori-teori
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terjadi dan berkembang di
dalam common law system. Adapun perkembangan teori pertanggungjawaban
pidana yang terjadi dalam civil law system agak lambat bila dibandingkan
dengan yang terjadi di negara-negara common law system karena karakternya
yang lebih rigid dan kaku. Perkembangan yang terjadi di Belanda memitiki
nuansa yang agak berbeda. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di
Belanda didasarkan atas teori kepelakuan fungsi (functioneel daderschap).
Pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat
dipertanggungjawabkan (didistribusikan) pada korporasi ini sangat terkait
dengan delik-delik fungsional. Dengan demikian, dapat diandaikan bahwa
perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini,
“para pelaku akan bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antarmanusia
in case melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu, para pelaku tersebut pada
prinsipnya bertanggung jawab atas akibat yang dianggap secara adekuat muncul
dari perluasan actieradius”. Dalam kerangka ini, Schaffmeister berpendapat
bahwa berbicara tentang kepelakuan (kepembuatan) fungsional, apabila
seseorang yang bukan pembuatfisik, berdasarkan fungsi sosialnya, umpama
majikan, ditinjau dari hukum pidana bertanggung jawab. Kepelakuan fungsional
juga disebut kepelakuan sosial, lebih-lebih terdapat di bidang sosial ekonomi.
Atas dasar Arrest HR 23-2 1954 (Arrest Kawat Berduri/ljzerdraad Arrest), maka
terdapat dua hat yang menentukan, yaitu a) kewenangan untuk mengatur dapat
tidaknya perbuatan dilakukan; b) perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan
yang sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya seperti ternyata dari
perkembangan keadaan (selanjutnya) diterima atau lazim diterima oleh tertuduh.
Apabila yang bersangkut.an (misalnya yang empunya atau majikan) tidak
mengetahui mengenai perbuatan yang berada di luar garis normal, maka orang
itu tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana.

Menurut Wolter dalam JE. Sahetapy, kepelakuan fungsional (functioneel
daderschap) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan
tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi

persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, vyaitu



perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya)
menghasilkan perbuatan-perbuatan fungsional terhadap yang lain. Sedangkan
untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim, harus melalui tiga
tahap. Pertama, kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh
pembentuk undang-undang. Kedua, pribadi yang manakah dalam kasus pidana
ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Ketiga, siapa yang
berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan
atau dijalankan tindak pidana itu.

Penggunaan teori ini perlu bilamana hakim telah menetapkan bahwa
dengan penjelasan yang wajar secara harfiah (normale, letterizjke uitleg)
ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Tentang hal ini, Sahetapy mengemukakan bahwa dalam proses
interpretasifungsionalakanditemukanpelakufisik,namundiputuskan bahwa
undang-undang pidana tidak memaksudkan mereka. “Dalam tahap Kketiga,
diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sahib
(wettig bewjs), ternyata tidak memberikan hasil memuaskan”. Teori-teori
pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diuraikan ini dapat
dipergunakan sebagai pisau analisis dalam mempertanggungjawabkan korporasi
yang melakukan tindak pidana.

Teori kenyataan yuridis ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai
penghalusan (verfijning) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana
Belanda E.M. Meijers. Menurut Meijers, sebagaimana dikutip Chidir Au, “badan
hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, walaupun tidak dapat dir.aba,
bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis”.51 Menurutnya, teori ini juga
disebut teori kenyataan yang sederhana (eenvoudige realiteit) karena
menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan
manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori ini,
badan hukum adalah wujud yang nil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain
perikatan (verbintenis). Ini semua rill untuk hukum. Oleh karena teori ini
merupakan penghalusan dari teori organ, maka tidak mutlak seperti teori organ,
sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan mana tangannya, mana mulutnya, mana

otaknya dan sebagainya.



Inti sebuah badan hukum ialah suatu abstraksi. Dasar pemikirannnya,
apakah yang disebut hak? Hak itu secara sederhana mempunyai dua ujung, yaitu
subjek dan objek. Hubungan antara subjek dan objek disebut juga hak. Objek itu
berupa barang, benda, dan mula-mula objek itu ada wujudnya yang nyata, yaitu
benda yang dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Dalam perkembangan
lalu lintas hukum, timbul keperluan untuk memungkinkan juga sesuatu
hubungan itu kepada orang lain. Hubungan demikian tidak dapat ditangkap
dengan panca indera, maka lalu terjadi perluasan isi pengertian benda sebagai
objek pengabstraksian. Kemudian pengabstraksian itu juga disebut benda,
karena hal itu bagi hukum lebih mudah untuk menggambarkan pindahnya ke
suatu yang tidak dapat diraba itu. “Dengan mengabstraksikan hubungan-
hubungan hukum itu dan menyebutkannya benda, orang lalu dapat
memindahkan benda itu. Ini lebih mudahnya untuk membedakan dengan benda
semula, kesemuanya ini disebut onlichamelijke zaken. Itu berupa objek dan hak.

Subjek dan hak itu mula-mula juga dapat ditangkap dengan panca indera,
yaitu manusia, karena manusia itu yang dapat mengadakan, mengubah,
meniadakan hubungan-hubungan itu. Kalau objeknya diistilahkan dengan zaak
atau benda, subjek diperistilahkan persoon. Peristilahan objek maupun subjek
asalnya dari hal yang mudah dilihat dan ada dalam masyarakat. Juga dalam
memperistilahkan subjek dan hak ini mula-mula juga yang dapat dilihat, yaitu
persoon. Dalam lalu lintas hukum, kemudian timbul keperluan untuk
memperluas pengertian persoon ini seperti halnya pada zaak. Jadi, bila dalam
sudut objek ada lichamelijke zaak dan onlichamelijke zaak, dalam subjek ada
menselijke persoon dan onmenselgke persoon, yang lazimnya disebut natuurlijk
persoon dan rechtspersoon. Jadi, sarana riilnya dengan onlichamelijke zaak
untuk hukum. Oleh karena itu, disebut kenyataan yuridis (yuridische realiteit).

Menurut teori ini bertindaknya badan hukum atau korporasi itu bukan
soal, sama saja seperti orang bisa bertindak dengan tidak bertindak sendiri, yaitu
dengan perantaraan orang lain. Hanya saja kalau badan hukum atau korporasi
tidak dapat bertindak sendiri, tetapi dengan perantaraan orang, karena itu
memang satusatunya kemungkinan sebab hanya orang yang dapat bertindak atau

berbuat. Jadi, semua itu riil dan sederhana. Sehubungan dengan bertindaknya



badan hukum atau korporasi ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa
cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai
korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan
korporasi yang bersangkutan. Kesalahan (dolus atau culpa) mereka harus
dianggap sebagai kesalahan korporasi.54 Hal ini berarti bahwa perbuatan orang-
orang dalam arti manusia alamiah yang berbuat untuk dan atas nama badan
hukum atau korporasi merupakan perbuatan dari badan hukum atau korporasi
yang bersangkutan.

Pandangan yang dikemukakan teori organ dan teori kenyataan yuridis
tersebut pada hakikatnya masuk dalam kelompok the realist theory. Teori ini
menjelaskan bahwa eksistensi badan hukum atau korporasi itu sebagai subjek
hukum itu merupakan hal yang konkret, riil dalam hukum. Hai ini berbeda
dengan pandangan the symbolist theory, seperti teori fiksi, teori kekayaan
bersama, dan teori kekayaan bertujuan, yang pada pokoknya berpandangan
bahwa subjek hukum yang menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban itu
hanyalah manusia alamiah (natuurlijk persoon), eksistensi badan hukum itu
hanya merupakan simbol-simbol dan objek yang menjadi fokus perhatiannya.

Bertindaknya badan hukum atau korporasi ini diwakili oleh orang-orang
yang berbuat untuk dan atas nama badan hukum atau korporasi yang
bersangkutan. Perbuatan orang-orang atau organ dari badan hukum ini dapat
mengikatkan badan hukum apabila tindakan-tindakan badan hukum itu di dalam
batas wewenang yang ditentukan dalam angggaran dasar badan hukum atau
ketentuanketentuan lain sesuai dengan hakikat dan tujuan dari badan hukum atau
korporasi yang bersangkutan. Dalam melakukan perbuatannya sebagai
pelaksanaan tugasnya, tidak dapat dihindari bahwa suatu ketika perbuatannya itu
merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan-perbuatan melanggar
hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan
dilakukan dalam melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum.
Oleh karena itu, jika organ tetap bentindak dalam batas wewenangnya (binnen
deformale  kring van zijn bevoegheicjk), badan hukum itu terikat dan

bertanggung jawab, tidak peduii apakah tindakan itu perbuatan hukum yang



tidak melanggar hukum ataupun perbuatan yang melanggar hukum.

Adapun tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar
batas-batas wewenangnya akan menimbulkan persoalan sejauh mana badan
hukum dapat dipertanggungjawabkan atas akibat-akibat yang terjadi karenanya.
Kalau badan hukum tidak dapat diminta pertanggungjawabannya apakah organ
(pengurus, direksi) yang harus mempertanggungjawabkan secara pribadi.
Menurut R. Au Rido, untuk menjawab persoalan ini, dapat memakai asas umum:
tindakan-tindakan hukum vyang dilakukan oleh organ di luar batas-batas
wewenangnya, badan hukum hanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan
jika: 1) kemudian ternyata tindakan itu menguntungkan badan hukum; dan 2)
suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu.
Persetujuan dan organ yang berkedudukan lebih tinggi itu harus masih dalam
batas-batas kompetensinya.

Selanjutnya, penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan dan organ

badan hukum itu mengikat dan dipertanggungjawabkan kepada badan hukum

apabila:

1. perbuatan-perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya;

2. perbuatan organ di luarwewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ
yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum yang
bersangkutan;

3. tindakan-tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam
batas wewenangnya;

4. tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-
batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dan organ, badan hukum
tetap terikat.

Sehubungan dengan perbuatan badan hukum yang melakukan
pelanggaran hukum ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa pada
mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu
badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig
handelen). Namun, melalui asas kepatutan (doelmatigheid) dan keadilan
(billijkheid) sebagai hukum utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa

suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan



melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian.

Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan
pengurus harus dipertanggungjawabkan kepada badan hukum karena pengurus
dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi
atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian, badan
hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan
pengurus. Kesengajaan (dolus) atau kelalalan (culpa) dari pengurus harus
dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri. Cara
berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.

Perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang
sebagai perwujudan dan pendirian organisasi tersebut ialah perbuatan dan sikap
batin dari korporasi. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran pandangan tentang
kepelakuan korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana pandangan Muladi
bahwa doktrin universitas de/inquere non potest sudah mengalami perubahan
dengan menerima konsep pelaku fungsional (functioneel daderschap). Pelaku
tindak pidana tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana secara
fisik. Dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai untuk dan atas nama
suatu korporasi, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan oleh perbuatan
manusia. Oleh karena itu, pelimpahan pertanggungjawaban dan perbuatan
manusia ini menjadi perbuatan korporasi. Inilah yang dikenal dalam pustaka
hukum pidana sebagai “pelaku fungsional” (finctionele dader).

Berdasarkan  konstruksi  kepelakuan fungsional tersebut, maka
sebenarnya tidak perlu ada keraguan lagi atau tidak ada permasalahan hukum
lagi bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengajukan korporasi
sebagai tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,
sejauh hal ini dibenarkan oleh hukum positif sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang yang bersangkutan, karena Buku I KUHP Kita sebagai ketentuan
umum hukum pidana belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Berdasarkan teori-teori dasar perbuatan korporasi tersebut, pada
prinsipnya ada pengakuan bahwa ada subjek hukum yang dapat menjadi
pendukung hak dan kewajiban selain manusia alamiah, yang kemudian disebut

badan hukum atau dalam pengertian yang luas disebut dengan korporasi.



Adapun teori yang juga sering disebut dalam teori hukum perusahaan namun
tidak mengakui adanya subjek hukum selain manusia alamiah, seperti teori
individualisme tidak dimasukkan dalam pengelompokan teoriteori korporasi
sebagai subjek hukum (pidana).

Menurut teori individualisme, hanyalah manusia alamiah yang secara
hukum menjadi pendukung hak dan kewajiban sehingga hanya manusia jugalah
yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau hubungan-hubungan
hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya teori-teori korporasi
sebagai subjek hukum tersebut juga tidak lepas same sekali dari pemikiran
sebelumnya bahwa hanya manusialah yang menjadi pendukung hak kewajiban.
Teori fiksi dan teori-teori yang masuk dalam kelompok the symbolist theory
merupakan teori.-teori yang konsep-konsep pemikirannya masih dekat dengan
teori individulialisme, namun secara prinsip sudah dapat dikategorikan sebagai
teori-teori korporasi sebagai subjek hukum.

Lompatan konsep-konsep pemikiran terjadi pada teori-teori yang masuk
dalam kelompok the realist theory. Dalam kelompok the realist theory,
korporasi sebagai subjek hukum bukan hanya merupakan khayalan, bayangan,
anggapan dari subjek hukum manusia atau subjek hukum yang diciptakan oleh
hukum atau negara saja, melainkan sesuatu yang konkret ada dalam lalu lintas
hukum.

Teori-teori korporasi sebagai subjek hukum ini dipergunakan untuk
menjelaskan bagaimana korponasi itu melakukan perbuatanperbuatan hukum,
baik perbuatan yang menurut hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum,
termasuk perbuatan-perbuatan yang dapatdipidana. Hal ini sangat penting
diketahui karena nampak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
berlaku di indenesia sangat beragam, bagaimana pembentuk undang undang
merumuskan kriteria suatu korporasi sebagai subjek hukum melakukan suatu
perbuatan yang dapat dipidana. Suatu contoh, menurut teori organ, perbuatan
organ adalah perbuatan korporasi. Apabila organ dari suatu korporasi melakukan
pelanggaran hukum, termasuk melakukan tindak pidana, maka perbuatan
melanggar hukum atau tindak pidana itu adalah perbuatan melanggar hukum

atau tindak pidana yang dilakukan korporasi. Oleh karena itu, tindak pidana



yang dilakukan korporasi ini dipakai sebagai dasar pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi.



BAB I11
KONSEP KARAKTERISTIK, SANKSI PIDANA,
KETENAGAKERJAAN, DAN KORPORASI

A. Karakteristik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “karakteristik™ berasal dari
kata “karakter” yang berarti “tabiat; perangai; sifatsifat seseorang”. Karakter
apabila ditambah awalan ber- menjadi “berkarakter yang berarti mempunyai
arti “kepribadian sendiri”’. Contoh: beiiau seorang yang berkarakter, artinya
“pbeliau orang yang kuat tak mudah dipengaruhi’. Istilah “karakter”, apabila
diberi akhiran “istik” menjadi karakteristik, artinya mempunyai karakter; atau
sifat khas sendiri atau bisa berarti menyelidiki benda-benda itu satu persatu.
Sehingga apabila kata “karakteristik” diberi akhiran “istik” dalam kaitanhya
dengan pidana, maka akan mempunyai arti sifat-sifat yang menentukan
perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut. Di samping itu, juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa
kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, serta menentukan dengan cara
bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang
disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istialh “karakteristik” apabila dikaitkan dengan bidang ketenagakerjaan
berarti hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara tenaga
kerja dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang per orang.
Atas itulah maka hukum ketenagakerjaan bersifat privat. Di samping itu, dalam
pelaksanaan kerja untuk masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan
pemerintah. Karenanya, hukum ketenagakerjaan bersifat publik, baik yang
terkait dengan aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana.

Konsepsi karakteristik dalam buku ini, yaitu hukum ketenagakerjaan
yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam konteks majikan dan buruh serta
bentuk sanksi pidana yang bersifat alternatif. Lebih lanjut, Budiono membagi

sifat hukum ketenagakerjaan menjadi dua, yaitu:



Bersifat imperatif dan bersifat fakultatif. Hukum bersifat imperatif atau
dwingenreh (hukum memaksa). Artinya, hukum yang harus ditaati secara
mutlak tidak boleh dilanggar. Contohnya, setiap pemberi kerja yang
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin dari menteri atau
pejabat yang ditunjuk (pasal 42 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun

2003 tentang ketenagakerjaan).

Sedangkan hukum bersifat fakultatif atau regelendretch/ aanvullendrecth

(hukum yang mengatur/melengkapi). Artinya, hukum yang dapat

dikesampingkan pelaksanaannya. Contoh: perjanjian kerja dibuat secara

tertulis/lisan (pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003

tentang ketenagakerjaan )”.

Mengaitkan dengan pembagian hukum yang dikemukakan oleh Budiono
tersebut, maka hukum ketenagakerjaan Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di samping dapat dikategorikan
ke dalam hukum yang mengatur (aanvulenrecht), juga adakalanya bersifat
memaksa (dwingenrecht), sebab Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan memuat sanksi sebagai pemaksa ditaatinya norma-norma yang
terdapat di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan tersebut.

B. Sanksi Pidana

Istilah pidana memang akrab di telinga setiap orang, namun tidak setiap
orang memiliki persepsi yang sama, bahkan tidak mengerti tentang konsep
pidana tersebut. Untuk itu, di sini dikemukakan mengenaai pengertian konsep
pidana tersebut. Menurut Mulyatno, pengertian pidana dapat dijelaskan sebagai
berikut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi, yang berupa pidana tertentu
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut..

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah

melanggar iarangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana



sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang
berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah hukum perdata, hukum tata
negara, dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum
intergentil, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua
jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan
dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dari
perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya, hukum privat
mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan
perseorangan.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang
perorang atau badan hukum, yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh
norma-norma hukum positif yang mengaturnya. Sanksi pidana dapat berupa
pidana penjara, pidana kurungan, maupun denda sebagai pidana pengganti yang
pada umumnya dijatuhkan pada badan hukum. Tujuan dijatuhkannya sanksi
pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dan tidak
diulang untuk yang lain di masa-masa yang akan datang.

C. Ketenagakerjaan

Batasan pengertian hukum ketenagakerjaan, dahulu disebut hukum
perburuhan atau 'dalam bahasa Belanda disebut aarbeidrechts, jugs sama dengan
pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut
pandang masing-masing ahli hukum Tidak satu pun batasan pengertian itu dapat
memuaskan karena masing-masing ahli hukum memiliki sudut pandang yang
berbeda. Akibatnya, pengertian yang dibuatnya tentu berbeda antara pendapat
yang satu dengan pendapat yang lainnya.

Sebagai perbandingan, berikut pendapat beberapa ahli hukum mengenai
pengertian hukum ketenagakerjaan. Moienaar dalam Asikin menyebutkan bahwa
“Hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya

mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan



tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha”. Senada dengan pendapat
tersebut, Soepomo dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuhan
adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang
berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan
menerima upah. Sedangkan Daliyo menyebutkan bahwa, “Hukum perburuhan
adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Buruh bekerja pada dan di
bawah majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasanya.”

Memperhatikan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
ketenagakerjaan merupakan konsep yang menggambarkan adanya hubungan
kerja antara seseorang, yang dalam hal ini tenaga kerja, dengan seseorang yang
memberi kerja. Pekerja berkewajiban mengerjakan apa yang diperintahkan
pemberi kerja, sedangkan pekerja berhak menerima upah atas pekerjaannya.
Sementara itu, pemberi kerja atau yang lazim disebut pengusaha adalah orang
yang memberi perintah dan berkewajiban memberikan imbalan terhadap pekerja
yang mengerjakan perintah tersebut. Untuk memperkuat hubungan kerja mereka,
maka dibuatlah kesepakatan kerja yang nemuat hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

D. Korporasi

Berbicara tentang korporasi, maka tidak bisa melepaskan pengertian
tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab, korporasi merupakan terminologi
yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtspersoon), dart badan hukum itu
sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum
perdata. Secara etimologi, tentang kata korporasi (Belanda: corporatie, Inggris:
corporation, Jarman: korporation) berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa
Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tie” maka
corporatio sebagai kata benda (substantivum) berasal dan kata kerja corporare,
yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu.
corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia = badan), yang berarti
memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “corporatie itu
berarti hasil dan pekerjaan membadankan. Dengan perkataan lain, badan yang

dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan



terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam”.

BAB IV
KARAKTERISTIK SANKSI PIDANA DALAM
BIDANG KETENAGAKERJAAN
A. Subjek Hukum Bidang Ketenagakerjaan
1. Subjek Hukum Orang

Dalam dunia hukum, perkataan orang (persoon) diberikan pengertian
sebagai pembawa hak atau “wewenang” yang diberikan oleh hukum objektif
kepada subjek hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan
kewajiban tertentu. Setiap orang dengan tak memandang agama atau
kebudayaannya adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum dan sebagai
pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk
melakukan suatu tindakan hukum. la dapat mengadakan persetujuan-
persetujuan, membuat wasiat, dan sebagainya.

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia
dilahirkan dan berakhir pasa saat is meningal dunia, malah seorang anak yang
masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap
telah lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris).
Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-
hak, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang diperbolehkan bertindak
sendiri dalam melakukan hak-haknya itu.

Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum, terutama di bidang
pertanggungan jawaban korporasi dalam hukum pidana. Ada beberapa kriteria
subjek hukum ketenagakerjaan di perusahaan atau korporasi. Pertama. karyawan
atau tenaga kerja digolongkan menjadi karyawan lepas, artinya karyawan yang
cara pembayarannya tidak dibayar secara bulanan, tetapi dibayar setiap minggu
berdasarkan jumlah hari mereka masuk kerja. Jadi, kalau tidak masuk, mereka
tidak akan mendapatkan upah. Kedua, karyawan borongan upah, mereka dibayar
berdasarkan hasil pekerjaan borongan yang mereka peroleh. Ketiga, pegawai
tetap dan pegawai tidak tetap, pegawai tetap dibagi menjadi pegawai staf dan

bukan staf. Pegawai staf terdiri dari kepala-kepala bagian. Keempat, wakil



manajer (pimpinan) dan ada pimpinan (manajer) perusahaan. Apabila terjadi
persoalan hukum yang ada keterkaitannya dengan perusahaan yang bertanggung
jawab adalah pimpinan (manajer) dengan direksi.

Pasal 59 KUHAP yang menentukan bahwa subjek atau adresit) hukum
pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah manusia
alamiah (naturalyke personil), dalam teori vikariusliebelite yang menekankan
bahwa semua perbuatan bawahan (subardinite) akan dikaitkan dengan atau
menjadi tanggung jawab atasanikorporasi sedang teori aglegation, teori yang
menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan seorang
karyawan dan kesalahan dari seseorang atau lebih karyawan yang bersifat
komulatif, tetapi bukan individual, memenuhi persyaratan yang dilarang (aktus
reus) dan kesalahan (mens rea) kejahatan. Teori atau alternatif egio teori yang
menenggakkan anggota manajer korporasi, yang menempati kedudukan tinggi
yang cukup dianggap mewakili kehendak kekuasaan korporasi. Delegation teory
atas dasar delegasi kewenangan yang diberikan pimpinan cabang korporasi
semakin besar sehingga pusat kekuasaan memberikan delegasi wewenang pada
cabang-cabang perusahaan.

2. Subjek Hukum Korporasi

Berbicara tentang korporasi, maka pengertian tersebut tidak bisa
dilepaskan dari bidang hukum perdata sebab korporasi merupakan terminologi
yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtspersoon) dan badan hukum itu
sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum
perdata. Secara etimologi tentang kata korporasi, (Belanda: corporatie, Inggris
corporation, Jarman: korporation) berasal dari kata corporation dalam bahasa
Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan tio, maka
corporatio sebagai kata benda (substantivum) berasal dari kata kerja corporare,
yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu.
Corporare sendiri berasal dari kata corpus (Indonesia: badan), yang berarti
memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “Corporatio itu
berarti hasil dan pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain, badan yang
dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan

terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.



Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk
menjadikan badan itu di samping manusia, yang mana is disamakan, maka itu
berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai
sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapal atau amat susah untuk
dicapai. Begitu pun manusia itu menggunakan iluminasi, bila lumen (cahaya)
dan bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut, korporasi adalah suatu badan hasil cipta
hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya
dan ke dalamnya, hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu
mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan
hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh
hukum.

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang Kita terima dari regime
lama. Pasal 8 ayat (2) dan Reglement op de burgerlke rechtsvordering, yang
lama memuat istilah korporasi, di mana dikatakan Indien de eischende of
verwerende parttj eene corporatie maatschap of handelsvereeniging is. zal hare
benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt, tetapi
Pasal ini dalam tahun 1938 diubah menjadi “Indien de eischende of verwerende
partij een rechtsoersoon of vennooischap is zal Naar benaming dan sebagainya.
Apabila mengacu pada ketentuan pasal 8 kedua ayat (2) dan Reglement op de
burgerlijke rechtsvordering, bahwa yang dimaksud dengan corporatie adalah
sesuatu yang dapat disamakan dengan “persoon’ yakni rechtspersoon.

Menurut Utrecht dalam Moh. Soleh Djindang, korporasi ialah suatu
gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai
suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan
hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari
hak kewajiban anggota masing-masing.

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai reality
sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan
pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, yang
dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang

merupakan badan hukum. Yan Pramadya Puspa menyatakan, yang dimaksud



dengan korporasi adalah:

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan
di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang
oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah
sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak
menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum
itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (namloze vennootschap), dan
yayasan (stichting); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

Mengenai pengertian korporasi dalam Ensikiopedia Ekonomi, Keuangan
dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan:

Corporatio (korporasi:perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum
atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu
negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan
lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau
untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas
yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan,
dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan
melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat
melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi
lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang
suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu
organisasi pemerintah, setengah pemerintah, .atau partikelir.

Sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, Rudi Prasetyo
menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan
pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain,
khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa
Belanda disebut sebagai rechtspersoon, atau dalam bahasa Inggris disebut legal
entities atau corporation.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan
orang. Dalam korporasi, biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-
orang yang merupakan anggota dan korporasi itu. Anggota manapun mempunyai

kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat



kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.” Korporasi sebagai badan

hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara

mendirikan dan peraturan, perundang-undangan sendiri, yaitu:

1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan
para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan
terbatas, serikat sekerja.

2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan
kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan
nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung,
penderita cacat, taman siswa, Muhamadiyah, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, ternyata dalam hukum perdata
(dagang) bahwa korporasi adalah badan hukum. Menurut Utrecht, badan hukum
(rechtspersoon) adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang)
menjadi pendukung hak. Selanjutnya, dijelaskan bahwa badan hukum setiap
pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan
hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah sesuatu yang nil, merupakan fakta
yang sebenarnya dalam pergaulan hukum, walaupun tidak berwujud manusia
atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya, yang menjadi penting
bagi pergaulan hukum adalah badan hukum ini mempunyai kekayaan
(vermogen) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam
hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama
sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian,
terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.13 Adapun menurut R.
Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan
yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia serta
memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengenai istilah badan
hukum berpendapat:

Dalam menerjemahkan zedelijk lichaam menjadi badan hukum, maka lichaam

itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan zedelijk itu

salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena istilah zedelijk lichaam dewasa

ini sinonim dengan rechtspersoon, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu



dengan terjemahan pribadi hukum.

Dalam perundang-undangan Indonesia sekarang sebagai kelanjutan dan
ketentuan-ketentuan Hindia Belanda dahulu, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal
Il UUD 1945, maka ketentuan badan hukum yang masih dualistis dikala itu
sampai sekarang masih tetap berlaku walaupun keadaan perundang-undangan
yang bersangkutan sudah tidak memadai lagi.

Perundang-undangan tentang badan hukum yang dapat dibagi dalam dua
kelompok, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada
hukum perdata menurut KUH Perdata (B.W. INDONESIA):

a. BAB IX Buku KUH Perdata dimulai dan Pasal 1653 yang
mengatur tentang zedelijke lichaam, yaitu badan-badan susila dan
sekarang disebut badan hukum.

b. Stb. 1870 No. 64: Rechtspersoonlijkheid van Vereniging
(kepribadian hukum dan perkumpulan, artinya badan hukum itu

mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum).

C. Stb. 1927 No. 156, Regeling van de Rechtspositie der
Kerkgenootschappen.
d. Bab 1l bagian 3 KUH Dagang (Wv.K) menurut Stb. 1938 No. 276

tentang Perseroan Terbatas.

e. Pasal 286 KUH Dagang tentang Perusahaan Asuransi yang
merupakan badan hukum.

f. Stb. 1926 No. 377 tentang Dana Buruh.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang
tunduk, baik pada hukum adat maupun KUH Perdata (B.W. INDONESIA):
a. Stb. 1939 No. 569, Ordonnantie op de Inlandsche Maatschapij op
Aandelen (tentang I.M.A).

b. Stb. 1938 No. 570, Ordonnantie op de Inlandsche Vereniging
(tentang Perhimpunan Bumiputra).

c. Stb. f939, No. 571, Ordonnantie op de Gerechtelijke Vereniging van
Inlandsche Rechtspersonen.

Di samping bentuk badan hukum di atas, masih terdapat badan usaha



yang mempunyai status sebagai badan hukum, yaitu koperasi. Dalam Undang-
Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonorrti rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
(pasal 1 angka 1). Berdasarkan pasal 9 UU no. 25 tahun 1992, koperasi
memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh
pemerintah. Demikian juga yayasan (Stichting), merupakan badan hukum
berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.

Beberapa bentuk badan hukum tersebut di dalam literatur sering disebut

sebagai badan hukum perdata (badan hukum privat). Di samping itu, dikenal
pula badan hukum publik, yaitu jika terhadap badan hukum ini di samping
hukum perdata berlaku pula hukum publik (hukum administrasi negara),
termasuk dalam hal ini misalnya badan-badan negara, provinsi, atau kabupaten
dan kota. Jika terhadap badan ini berlaku hukum publik (hukum administrasi
negara), maka berlakunya pun hanya intern. Secara intern, menyangkut
pengaturan mengenai organisasi dan kewenangannya, sedangkan secara ekstern,
dalam hubungannya dengan pihak ketiga sepanjang perbuatan yang menyangkut
kedudukan badan tersebut sebagai penguasa yang mengatur administrasi negara,
maka secara ekstern apakah badan hukum publik atau perdata kedudukannya
sederajat sebagai para pihak. Misalnya, dalam hal badan hukum publik sebagai
pemberi kerja terhadap pemborong (kontraktor), wajib bagi badan hukum publik
ini memenuhi kewajibannya atas segala janji-janji (bedingen), yang ditentukan
dalam kontrak.
Perseroan terbatas atau korporasi merupakan badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya (lihat pasal 1 angka 1, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas).

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai ius constituendum



dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku | 2004 - 2005 pasal
182 yang menyatakan, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan orang
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Pengertian korporasi dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP 2004 - 2005
tersebut hampir sama dengan pengertian korporasi di negara Belanda,
sebagaimana terdapat dalam buku Van Bemmelen yang berjudul Ons Strafrecht:
| Het Materieie Strafrecht Algemeen deel, antara lain menyatakan: ... Dalam
naskah dan bab ini selalu dipakai dalil umum, bahwa korporasi yang mana
termasuk semua badan hukum khusus dan umum (maksudnya badan hukum
privat dan badan hukum publik-penulis), perkumpulan, yayasan, pendeknya
semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.

Ketentuan tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 51 W.v.S. Belanda,
yang dirumuskan:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.

2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan
tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu, dapat dijatuhkan pidana dan
tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:

a. badan hukum; atau.

b. terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian
pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan
tindakan yang dilarang itu; atau

c. terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.

3. Bagi pemakaian ayat seiebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan
tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian
korporasi dalam hukum pidana lebih luas biia dibandingkan dengan pengertian
korporasi dalam hukum perdata. Sebab, korporasi dalam hukum pidana bisa
berbentuk badan hukum atau nonbadan hukum, sedangkari menurut hukum
perdata, korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

Apabila melihat ke belakang tentang pengertian korporasi dalam
perundang-undangan khusus di luar KUH Pidana, seperti dalam pasal 15

Undang-Undang nomor 7 Drt tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, di



dalam pasal 15 ayat (1) Undangundang tersebut menyatakan bahwa: “Jika suatu
tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu
perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka .... dan seterusnya”.
Selanjutnya dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 11 PNPS tahun 1963
tentang tindak pidana subversi, sebagai catatan Undang-Undang ini teiah dicabut
dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999). Di dalam
Undang-Undang nomor 26 tahun 1999, di dalam salah satu pasalnya dinyatakan
bahwa: jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama suatu
badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan, atau organisasi lainnya,
maka tindakan peradilan dilakukan baik terhadap ... dan seterusnya.

Selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: “Jika suatu tindak pidana mengenal
narkotika ditakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan,
suatu perserikatan orang yang lainnya, atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana
... dan seterusnya. Perkembangan perundang-undangan khusus di luar KUH
Pidana, khususnya tentang subjek hukum pidana, yaitu korporasi perumusannya
lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi nuioit hukum perdata.
Menurut hukum pidana, pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau
tidak. Misalnya, dalam tindak pidana subversi dikatakan perserikatan orang
adalah maatschap (pasal 16, 18, dan seterusnya KUH Perdata), firma (pasal 16
dan seterusnya KUH Dagang), dan perseroan komanditer/CV (pasal 19 dan
seterusnya dalam KUH Dagang) merupakan bentuk badan usaha yang bukan
badan hukum.

Apabila dalam tindak pidana subversi (catatan: UU Subversi sudah
dicabut) dikenal sebagai subjek hukum “organisasi lainnya’, ini pun tidak jelas
apakah organisasi tersebut berbadan hukum atau tidak. Dengan demikian, hal ini
membuktikan bahwa subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas
pengertiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal di
luar KUH Pidana, khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai
produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan pasal 59 KUH
Pidana, subjek hukum pidana korporasi tidak dikenal karena menurut hukum

pidana umum, subjek hukumnya adalah manusia.



a. Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Pidana

Sebelum membahas mengenai perkembangan korporasi sebagai subjek
hukum dalam hukum pidana, terlebih dulu dikemukakan mengenai konsepsi
hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada
barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan
perbuatan pidana atau delik.

Di dalam sistem KUHP yang berlaku di Indonesia, perbuatan pidana itu
dalam sejarahnya terbagi dalam dua jenis, yang menurut anggapan pembuat
undang-undangnya di Nederland dahulu + 1880 masing-masing berlainan
sifatnya secara kualitatif, yaitu kejahatan (misdrijven); misalnya pencurian
(pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 378), penganiayaan (pasal 351),
pembunuhan (pasal 338)," dan pelanggaran (overtredingen), kenakalan (pasal
489), pengemisan (pasal 504), dan pergelandangan (pasal 505).

Sehubungan dengan itu, dalam Seminar Hukum Nasional | tahun 1963,
disarankan agar dalam KUHP nasional nantinya dicantumkan tujuan hukum
pidana Indonesia sebagai demikian: Untuk mencegah penghambatan atau
penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa
Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang
pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan
kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu....”.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya
bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Mereka
adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Secara tegas, dapat
dikatakan bahwa pelaku perbuatan pidana itu telah merugikan masyarakat,
dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam
pergaulan masyarakat yang baik dan adii. Dapat pula dikatakan bahwa
perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi antisosial.
Karenanya, perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.
Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud di atas, dapat
disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi penbuatan pantang (pandangan)

atau pemali, yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak



zaman nenek moyang Kita.

Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan
masyarakat diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, di sini tidak dijadikan
perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak
dilarang dan diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan
pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat,
tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan
juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan. Mungkin di negara-negara lain,
telah ada rumusan yang demikian, tetapi belum diketahui bagaimana hasilnya
dalam praktik. Di sini, yang dapat dituntut ialah misalnya orang yang
menyediakan tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencarian
atau kebiasaan (lihat pasal 296 KUHP). Begitu pula perbuatan tidak menetapi
janji (break of trust), tidak membayar utang dan sebagainya, walaupun sudah
nyata bahwa perbuatan-perbuatan ini bersifat melawan hukum dan merugikan
masyarakat.

Perbuatan yang disebut belakangan ini tidak dapat dituntut menurut
hukum pidana, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian
kerugian menurut hukum perdata (tentang hal ini, Mr. Wirjono Prodjodikoro
menyatakan merupakan perbuatan melanggar hukum dipandang dan sudut
hukum perdata). Adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana
yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk
kebijaksanaan pemerintah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya,
perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam
masyarakat diberi sanksi pidana, akan tetapi juga tidak dapat dikatakan bahwa
perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja (jadi menurut
kualitasnya) yang dijadikan perbuatan pidana. Sebab di satu pihak, pencurian
yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan di lain pihak, tidak
semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (beberapa macam korupsi)
telah dimasukkan dalam halaman hukum pidana. Hal ini mungkin atas
pertimbangan bahwa pencurian yang kecil banyak sekali terjadi (jadi menurut
kuantitasnya).

Selain dari kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan



apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang
hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan,
apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jaian yang utama untuk
mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Kedua faktor ini satu sama
lain saling pengaruh-mempengaruhi. Bertalian dengan hal ini, penting juga
kenyataan, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang
bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman
pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.

Jikalau 'pelanggaran atau larangan-larangan yang diancam dengan
pidana, tidak segera ditangani dan diajukan ke muka pengadilan serta kalau
pelaku berdasarkan perbuatan dan kesalahannya tidak di pidana, maka akibatnya
ialah larangan dan sanksi pidana tadi hanya merupakan tulisan belaka, tanpa
mempunyai pengaruh sebagaimana mestinya dalam pergaulan masyarakat.
Menurut sebagian pendapat, bahwa kebanyakan perbuatan melawan hukum
dijadikan perbuatan pidana sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
masyarakat menurut perasaan hukum masyarakat yang hidup di dalamnya.
Akibatnya, timbullah innasi pidana, sehingga penghargaan terhadapnya tidak
sebagaimana mestinya lagi.

Berdasarkan uraian mengenai hukum pidana di atas, dapat dikatakan
bahwa pidana merupakan terminologi atau istilah u.ntuk menggambarkan bentuk
sanksi terhadap pelanggar hukum pidana. Pelanggaran dimaksud merupakan
pelanggaran norma-norma hukum publik yang melarang seseorang melakukan
atau tidak melakukan perbuatan tertentu dan terhadap pelanggarnya dibebani
sanksi-sanksi tertentu, baik dalam bentuk sanksi fisik maupun dalam bentuk
denda sejumlah uang, maupun kewajiban-kewajiban lainya.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan
pidana, tergantung pada asas yang dinamakan asas legalitas (principle of
legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus
ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1
KUHP) atau setidaktidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan
berlaku bagi terdakwa (pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat

dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.



Barang siapa melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana, akan
tetapi tidak berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan pidana
selalu dipidana. Sebab, untuk memidana seseorang di samping melakukan
perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi: “Tidak dipidana jika tidak
ada kesalahan”, dalam bahasa Belanda “teen stmf zonder schuld”, Jerman:
“Keine Strafthone Schuld”. Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam
bahasa Latin yang berbunyi: Actus non facit, nisi mens sit rea. (An act does not
make a person guilty, unless the mind is guilty). Asas tersebut tidak dapat
ditemukan dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas, juga tidak
terdapat di dalam perundang-undangan lain.

Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis, yang hidup
dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada
asas yang tertulis dalam perundangan, yang lazim disebut dengan asas
culpabilitas. Buktinya ialah, andaikata ada orang yang dipidana tanpa
mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan perbuatan yang dia tidak tahu,
bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa perbuatan itu merupakan
perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan. Seyogianya
dalam hal yang demikian, si pelanggar diberi peringatan dahulu. Hal ini telah
dijalankan oleh alat-alat negara kita, misalnya oleh Kepolisian Lalu-Lintas
(Polantas), di mana bila baru saja diadakan aturan jalan yang baru sehingga
banyak orang mungkin tidak tahu lebih dahuiu, pelanggar-peianggar aturan
tersebut kemudian hanya diberi peringatan atas kekeliruannya tanpa membuat
catatan tentang pelanggaran ini dalam SIM (surat izin mengemudi) yang
bersangkutan.

Dalam KUHP sendiri, ada beberapa aturan mengenai tidak dipidananya
orang yang telah melakukan perbuatan pidana, misalnya pasal 44 (mengenai
orang yang tidak mampu bertanggung jawab), pasal 48 mengenai orang yang
melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa (overmacht) ini adalah
beberapa perwujudan daripada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan tadi.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa untuk seseorang yang dapat dijatuhi
pidana, tidak cukup terdakwa hanya melanggar larangannya, namun di samping

itu juga harus mengetahui setidaktidaknya mungkin untuk mengetahui adanya



larangan. Seseorang itu juga harus orang yang mampu bertanggung jawab
menurut hukum pidana dan harus melakukan perbuatan pidana dimaksud tanpa
ada tekanan batin dari luar (daya paksa).

Apabila yang disebut dalam ke-1 dan rumusan hukum pidana di atas
adalah mengenai perbuatan pidana (criminal act), maka yang disebut dalam ke-2
adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau
criminal responsibility). Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas
merupakan apa yang dinamakan hukum pidana material (substantive criminal
law) oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Sebaliknya, yang disebut
dalam ke-3 adalah mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut
ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana.
Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini, dinamakan hukum pidana formal
(criminal procedure, hukum acara pidana). Lazimnya jika disebut hukum pidana
saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana material.

Rumusan makna hukum pidana yang disebut di atas adalah berbeda
dengan rumusan-rumusan yang biasa dipakai. Sebagai contoh, Mezger,
Munchen Jarman, dalam bukunya Strafrecht Ailgemeniner Tell 4e aun (1952: 4).
Di situ dikatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum (die
jenige Rechtsnormen) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai
akibat hukum (rechtfolge) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.

Mencermati definisi tersebut, meskipun secara teoretis benar, tetapi oleh
karena tidak memberi gambaran tentang isi hukum pidana secara jelas, bahkan
hanya menyebut akibat hukumnya saja, maka definisi tersebut tidak memuaskan.
Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan definisi dari Pompe, Utrecht,
Nederland dalam Handboek Nederlands Strafrecht 4e dr. 1953, selanjutnya
dikatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang
menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana
dan apakah macamnya pidana itu.

Definisi lain yang juga tidak memuaskan karena tidak memberi
gambaran tentang isinya adalah definisi yang diberikan oleh , Perkins dalam
Elements of Police Science, Chicago (1942) sebagai berikut. Criminal law oftern

used to include all that is involved in the administration of criminal fusttc.



Selanjutnya, Simons almarhum dari Utrecht University, dalam bukunya
Leerboek Nederlands Strafrecht (1937) memberikan definisi sebagai berikut.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-
larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu
nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-
aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan
kesemuanya aturanaturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan
menjaiankan pidana tersebut.

Terkait dengan pendapaat di atas, kiranya perlu dikemukakan catatan
terkait dengan terminologi negara yang mengadakan larangan-larangan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebab, di Indonesia khususnya, untuk
beberapa daerah-daerah tertentu di Indonesia, masih berlaku hukum pidana adat
yang tidak ditentukan oleh negara, bahkan hukum pidana adat ini dibentuk oleh
masyarakat adat sendiri.

Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat satu definisi yang lebih
memuaskan, yaitu definisi dari Van Hamel, dalam bukunya Inleding Studie
Nederlands Strafrecht (1927), yang dirumuskan bahwa “Hukum pidana adalah
semua dasar-dasar dan aturanaturan yang dianut oleh suatu negara dalam
menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde), yaitu dengan melarang apa
yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang
melanggar larangan-larangan tersebut.

Berdasarkan definisi-definis di atas, terdapat dua hal yang perlu
ditegaskan dalam hal ini sebagai catatan yang perlu mendapat perhatian dari
semua pemerhati hukum pidana, bahwa hukum pidana adalah bagian dan
keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini, ditolak pendapat bahwa
hukum pidana adalah bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya
memberi sanksi pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-
bagian hukum lainnya itu.

Dalam buku Van Kan yang beriudui /Melding Rectswetenschap (1931:
86), pendapat seperti ini dinyatakan bahwa hukum pidana tidak mengadakan
norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya

belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu



dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana
memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-
norma hukum yang telah ada. Akan tetapi, mengadakan norma baru, ini tidak.
Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (het strafrecht is wezenlijk
sanctie-recht).

Pandangan seperti di atas memang sesuai dengan anggapan bahwa
pikiran primer mengenai straf baar felt adalah dapat dipidananya orang yang
melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual
liberal, di mana pada pokoknya diajarkan bahwa tiap orang bebas dalam
mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas
ditolak oleh rakyat kita yang memiiih bukannya menuju kebahagiaan masing-
masing orang tetapi kebahagian seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat
yang adil dan makmur dengan keridaan Tuhan yang Mahaesa. Di sini, sifat yang
primer dari hukum pidana adalah bahwa di situ dengan tegas ditentukan
perbuatan-perbuatan mana yang dilarang karena merugikan atau membahayakan
keselamatan seluruh masyarakat.

Jika dipikirkan demikian, maka pandangan bahwa hukum pidana adalah
hukum sanksi belaka, tetapi tidak menentukan norma sendiri, sesungguhnya
merupakan pandangan dilihat dan segi masyarakat dalam mana perbuatan itu
terjadi. Pandangan ini akan tampak kebenarannya manakala ditentukan aturan
pidana yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu, yang pada pertamanya tidak
terasa sebagai perbuatan yang keliru. Seperti misalnya, larangan mengenai
devisa, pengendalian harga, perburuhan, dan sebagainya, hal mana belum diatur.

Di samping itu, sehubungan dengan definisi-definisi tersebut, maka yang
penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi
sebelum sampai kepada itu, terlebih dulu harus ditetapkan apakah terdakwa
benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Aspek atau segi dari hukum
pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan
pidana atau bukan, kemudian menentukan apakah orang yang melakukan
perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan
tersebut atau tidak. Hal itu jangan dicampuradukkan, sebab masing-masing ini

sifatnya berlainan. Adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas tidak ada



perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu
ketentuan undang-undang, yang dalam bahasa Latin disebut “nullum delicturn,
nulla poena sine praevea lege poenali”, sedangkan penanggung jawab dalam
hukum pidana berdasarkan atas asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pertama untuk sebagian besar, adanya dalam alam lahir (alam sein)
sedang yang kedua sesudah ada perbuatan pidana, adanya dalam batin (alam
sollen). Oleh karena itu, meskipun terhadap orangnya, karena tidak ada
kesalahan tidak dapat dipidana, masih perlu juga untuk diketahui oleh umum,
bahwa dia melakukan perbuatan pidana. Hal ini umpamanya menjadi penting
berhubung dengan ajaran penyertaan (deelneming), yaitu antara lain dalam hal
turut serta melakukan, menganjurkan, dan membantu melakukan perbuatan
pidana. Lagi pula, dan inilah yang penting, dengan dinyatakan oleh hakim,
bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana, maka umum
menjadi lebih tahu bahwa perbuatan tersebut adalah masuk larangan negara dan
hal ini merupakan ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari
hukum, yaitu hukum pidana.

Objek hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di
suatu negara, yang dalam hal ini adalah hukum pidana Indonesia. Hukum pidana
yang berlaku dinamakan hukum pidana positif. Mengenai tujuan hukum pidana
ialah  menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif.
Rechtswissenschaft 1st die Wissenschaft vom obyektivert sinn des positiven
Recht, demikian Radbruch dalam Vorschule der Rechtsfilosofie (1948).

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dalam
hukum pidana tidak serta merta atau seketika, namun melalui proses yang
panjang. Sebagai gambaran mengenai perkembangan korporasi sebagai subjek
hukum pidana, secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama,
ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi
pada perorangan (natuurlijk persoon). Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam
lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan oleh pengurus
korporasi tersebut. Dalam tahap ini, membebankan “tugas mengurus”
(zorgplicht) kepada pengurus.21 Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi

penerapan pasal 51 Wv.Sr Ned (pasal 59 KUHP), yang sangat dipengaruhi oleh



asas societas delinquere nonpotest, yaitu badan-badan hukum tidak dapat
melakukan tindak pidana.

Tahap kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan
tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para
pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut dan hal ini
dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang hal tersebut. Dalam tahap ini, pertanggungjawaban pidana korporasi
secara langsung masih belum muncul. Contoh peraturan perundang-undangan
dalam tahap ini dapat dilihat pada paparan di bawah ini.

Undang-Undang nomor 12/Drt./1951, LN 1951-78 tentang senjata api
pasal 4 ayat (1): Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut
undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum,
maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada
pengurus atau kepada wakilnya setempat; ayat (2): Ketentuan pada ayat (1) di
muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum yang bertindak selaku
pengurus atau wakil dan suatu badan hukum lain.

Tahap ketiga, ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung
dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia Il. Dalam
tahap ini, dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta
pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Peraturan perundang-undangan
yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang nomor 7
Drt. tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana
ekonomi, yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang tentang tindak
pidana ekonomi. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang
pos, pasal 19 ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 20 ayat (1) tentang tindak pidana korupsi,
pasal 4 ayat (1), Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang
nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana
berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan,



yaitu terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi:

1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung
jawab.

2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

b. Perkembangan Teori-teori Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di
negara Eropa Kontinental, terutama di negeri Belanda adalah teori yang
dikemukakan olen Remmelink Ter Heide, dan Ter Harr. Ajaran yang
bertendensi psikologis dari J. Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum
pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (redelijk
zedelijk wezen).23 Remmelink memilih cara pendekatan atas hukum pidana
yang bersifat psikologis, maka hampir tidak mungkin dapat dirumuskan aturan-
aturan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menggariskan batas-batas
penetapan badan hukum sebagai pelaku. Hal ini terjadi karena dengan
pendekatan psikologis, permasalahan dapat atau tidaknya badan hukum dipidana
tidak murigkin ditempatkan dalam rangka dogmatika hukum pidana yang
berlaku.

Hal ini juga menimbulkan permasalahan bahwa menurut pandangan ini,
pemidanaan harus didasarkan pada unsur kehendak manusia. Hal ini dapat
menimbulkan masalah apabila yang harus dipidana adalah badan hukum. Dapat
ditemukan penulis-penulis yang mencoba menempatkan pemidanaan badan
hukum dalam konteks pendekatan hukum pidana yang psikologis ini dengan
cara ‘'memanusiakan’ badan hukum. Namun demikian, usaha memanusiakan
badan hukum hanya mengakibatkan timbulnya konstruksi pemikiran yang
janggal.

Pandangan Ter Heide memilih pendekatan hukum pidana yang lebih
bernuansa sosiologis di dalam bukunya yang berjudul Vrijheid, over de ziin van
de strat, menyatakan “bahwa terdapat suatu kecenderungan di mana hukum
pidana semakin lama semakin dilepaskan dari konteks manusia. Karena hukum
pidana telah terlepas dan konteks manusia, maka dapat disimpulkan bahwa

hanya manusia yang pada prinsipnya dapat diperlakukan sebagai subjek hukum



dapat disimpangi. Alasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek
hukum adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan
dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai
pelaku tindak pidana secara fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan
hukum dapat dinyatakan bersalah (unsur kesalahan di sini diartikan bertindak
secara sistematis).

Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila hukum pidana
dilepaskan dari konteks manusia, maka hal itu mengimplikasikan dapat
dipidananya badan hukum. Berbeda dengan pendekatan psikologis dan
Remmelink, dalam pendekatan sosiologis Ter Heide, pandangan bahwa badan
hukum dapat dipidana dapat ditempatkan di dalam keseluruhan sistem hukum
pidana. Meskipun Ter Heide tidak memerinci lebih lanjut tentang persyaratan
penetapan badan hukum sebagai pelaku harus ditempatkan, cukup jelas bahwa
berdasarkan wawasannya penentuan batas harus dilakukan dengan
memerhatikan makna sosial dan tindak badan hukum yang bersangkutan.

Ter Heide selanjutnya menyatakan bahwa hukum (pidana) harus dilihat
sebagai suatu bentuk penyaluran pengejawantahan kekuasaan, yang
dikarakteristikkan oleh aspek-aspek instrumen tujuan rasional dan aspek-aspek
pembatas kekuasaan yang kritis. Kedua aspek ini satu sama lain saling terkait
dengan erat. Di dalam persoalan penegakan hukum, maka yang perlu
diperhatikan adalah penciptaan keseimbangan antara kedua aspek di atas yang
tidak dapat dilepaskan dari aspek iainnya. Berbeda dengan pendekatan klasik,
pandangan Ter Hart tidak menutup kemungkinan ditempatkannya pemidanaan
badan hukum di dalam sistem hukum pidana.

Sesuai dengan pandangan Ter Harr tentang manusia di dalam hukum
pidana, maka manusia lebih diartikan sebagai keberadaan yuridis dan manusia
sebagai subjek hukum. Keberadaan yuridis ini tidak sama dengan pengertian
manusia sebagai makhluk yang terdiri dan daging dan darah. Menurut Ter Harr,
hal ini akan memberikan ruang cukup untuk juga menerima konstruksi person
lain selain dari manusia sebagai subjek hukum di dalam hukum (pidana).
Berkaitan dengan hal di atas, Ter Hiede kemudian juga memperingatkan bahwa

teori dasar yang dikembangkannya tidak berpretensi mampu memberikan



jawaban siap pakai untuk masalah-masalah yang ada saat ini. Namun demikian,
teorinya sangat berpengaruh terhadap penentuan batas-batas (Syarat) penetapan
badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Di Jerman juga berkembang suatu teori untuk memidana badan hukum
tanpa mensyaratkan kesalahan, yang berasal dan Schunemann. Menurut
Schunemann, badan hukum tidak mungkin dinyatakan bersalah. Namun,
pemidanaan terhadap badan hukum dapat dilakukan. Menurut pandangannya,
schuldgrundsatz dapat digantikan oleh prinsip legitimasi lainnya, yaitu apa yang
dinamakan rechtsguternotstand.

Rechtsguternotstand mempunyai pengertian "yaitu bilamana ada
kemungkinan  objek-objek  hukum  penting tertentu terancam dan
perlindungannya hanya dapat diberikan dengan cara menjatuhkan pidana pada
badan hukum”. Jika penjatuhan pidana hendak didasarkan pada suatu
rechtsguternotstand, maka menurut Schunemann masih harus dipenuhi beberapa
syarat tertentu. Syarat-syarat yang terpenting sebagai berikut.

1. Pidana harus punya daya kerja preventif.

2. Kepentingan daya kerja preventif harus lebih besar dibanding
kepentingan integritas finansial dan perusahaan.

3. Tidak mungkin untuk menghukum subjek hukum manusia karena dalam
kenyataan, tindak pidana dilakukan dalam suatu ikatan perusahaan.

Poin a dan b merupakan ukuran asas proporsionalitas, sedangkan poin ¢
merupakan ukuran yang berlandaskan asas subsidiaritas. Selanjutnya, Roling
mengajukan kriteria tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan
delik fungsional. Menurut Rolling, badan hukum dapat diperlakukan sebagai
pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang,
pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, diiakukan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan delik fungsional adalah
delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi di mana
dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu
harus dilaksanakan dan yang terarah/ditujukan pada kelompok-kelompok

fungsionaris tertentu. Berikut ini dikemukakan mengenai delik-delik fungsional,



misalnya:

1) Delik-delik pelanggaran atas syarat-syarat yang terkait dengan
pemberian izin/lisensi yang merupakan perbuatan yang dilarang.

2) Ketentuan-ketentuan tidak dipenuhinya kewajiban lapor atau registrasi
dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3) Ketentuan-ketentuan yang beriaku terhadap fungsionaris/ pejabat
tertentu dibebankan kewajiban “memaafkan' suatu hal atau untuk
bekerja sama.

Sanksi yang dijatuhkan dalam delik fungsional bersifat reparateir,
dengan tujuan utama mengembalikan ke dalam kedaan semula atau perbaikan
dan keadaan yang onrechtmatig (melawan hukum). Menurut teori ini, korporasi
memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugiaan apabila akibat
perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Di negara-negara
Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika, dalam hal pertanggung jawaban
pidana, pada umumnya menganut beberapa teori, di antaranya teori
identifikasi/direct corporate criminal liability,*® atau yang juga dikenal dengan
doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan
(korporasi) dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-
orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai
perusahaan itu sendiri. Perbuatan/kesalahan pejabat senior (senior officer)
diidentifikasi sebagai perbuatan /kesalahan korporasi. Disebut juga teori/doktrin
alter ego atau teori organ:

1) arti sempit (Inggris): hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

2) arti luas (USA): tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di
bawahnya.

Berkaitaan dengan teori identifikasi ini, terdapat beberapa nendapat atau
beberapa cara, diantaranya senior officer. Menurut Leori ini, pada umumnya
pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri
maupun bersama-sama; Dada umumnya pengendali perusahaan adalah para
direktur dan manajer sehingga yang bertanggung jawab secara pidana adalah

Dara menajer atau seniornya. Sementara itu, menurut hakim Reid Jaiam perkara



Tesco Supermarket Ltd., mendasarkan pada tujuan iukum, para pejabat senior
biasanya terdiri dan “dewan direktur, lirektur pelaksana, dan pejabat-pejabat
tinggi lainnya yang inelaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat
Jntuk perusahaan. Pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan
yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat inggi perusahaan.

Senada dengan pendapat di atas, Lord Morris mnenyatakan )ahwa
pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya newakiii/melambangkan
pelaksana dan the directing mind and vill of the company. Sementara itu,
Viscount Dilhorne menyatakan bahwa pejabat senior adalah seseorang yang
dalam kenyataannya nengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan
bagian iari para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang ain
dalam perusahaan itu. Lord Diplock menyatakan bahwa nereka yang
berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan ‘ayasan atau hasil
keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya
melaksanakan kekuasaan rerusahaan.

Sementara itu, dari kalangan parlemen di Inggris, di antaranya louse of
Lord, menyatakan bawa manajer dan salah satu toko/ supermarket berantai tidak
dipandang sebagai pejabat senior; ia tidak berfungsi sebagai the directing mind
and will of the company. la merupakan salah seorang yang diarahkan, ia
merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan/delegasi
perusahaan yang diserahi tanggung jawab.

Di kalangan praktisi peradilan, memaknai mengenai korporasi atau yang
bertanggung jawab dalam korporasi, menurut Hakim Bowen C.J. dan Franki J.
dari Australia adalah manajer penjualan (the sales manager) dan perusahaan
yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah ‘“senior officer. Sedangkan
Hakim Nimmo J., hakim ke-3 dalam perkara Universal Telecasters,
menyatakaan bahwa:

1) Manajer penjualan dapat diidentifikasikan sebagai perusahaan, yaitu sebagai
senior officer.

2) Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan
manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial

(managerial discretion) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan



yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam
pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi senior officer dalam
bidang yang relevan walaupun tidak untuk semua tujuan.

Sementara itu, Supreme Court Queenslands menyatakan bahwa manajer
perusahaan penjual motor (motor dealer) dapat dipandang sebagai “senior
officer dapat juga sebagai the sales manager yang kepadanya manajer
mendelegasikan pengendalian bisnis selama manajer absen. Selanjutnya,
Supreme Court di Australia Selatan (merefleksikan pandangan Nirnmo di atas,
menyatakan dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer yang
bertanggung jawab pada pengawasan kendaraan dan sopir dapat dipandang
sebagai senior officer. Putusan ini merefleksikan pandangan Nimmo J. di atas,
bahwa seorang pejabat dapat menjadi “senior officer” untuk tujuan-tujuan yang
relevan, walaupun pejabat senior itu tidak mempunyai kekuasaan manajemen
yang umum (a general power of management).

Ajaran identifikasi atau identification doctrine dianggap tidak cukup
untuk dapat digunakan dalam mengatasi realitas proses pengambilan keputusan
dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, telah disarankan beberapa
metode alternatif untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada
suatu korporasi. Salah satu metode itu adalah memberlakukan aggregation
doctrine atau ajaran agresi. Asas agregation ini adalah asli Amerika.31 Ajaran
ini juga memungkinkan agresi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang
untuk diatributkan keOada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani
pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur
mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam
lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.32
Walaupun di beberapa negara, .termasuk di Inggris, untuk beberapa kasus, teori
ini ditolak.

Doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious Liability bertolak dari doktrin
respondent superior, (catatan: arti dan adagium/maxim ini ialah: a master is
liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principalfor
those of his agents). Di samping itu, juga didasarkan pada employment principle

bahwa majikan (employer) adalah penanggung jawab utama dan perbuatan para



buruh/karyawan; jadi, the servant's act is the master's act in law, dan juga bisa
didasarkan the delegation principle. Jadi, a guilty mind dan buruh/karyawan
dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan
kewajiban yang relevan (harus ada a relevan delegation ofpowers and duties)
menurut undang-undang.

Di samping doktrin pertanggungjawaban pengganti, juga dikenal doktrin
pertanggungjawaban yang ketat menurut undangundang (strict liability).
Pertanggungjawaban secara langsung bagi korporasi dapat juga semata-mata
berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin sebagaimana disebutkan di
atas (doktrin identification dan doktrin vicarious liability), yaitu dalam hal
korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisilsituasi tertentu
yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara langsung harus bertanggung
jawab atas perbuatan yang merugikan orang lain. Pelanggaran
kewajiban/kondisi/situasi tertentu oheh korporasi ini dikenal dengan istilah
companies offence, situational offence atau strict liability offence. misalnya
undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:

1) korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.

2) korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi)
yang ditentukan dalam izin itu.

3) korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan
umum.

Terhadap perbuatan-perbuatan demikian, korporasi tersebut apabila
terjadi kerugian dari pihak lain, maka terhadap korporasi tersebut secara
langsung harus mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan tersebut.

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum
pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain,
khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa
Belanda disebut rechtpersoon atau dalam bahasa Inggris dengan istilah legal
person atau legal body. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah
manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat,

yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang



kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Definisi tentang kejahatan, menurut
Subekti adalah: “Tindak pidana yang tergolong berat, KUHP membagi tindak
pidana ini dalam kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing terdapat dalam
Buku Il dan Buku Il KUHP.” Secara khusus, KUHP tidak memberikan
ketentuan/syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran.

Kedua jenis tindak pidana tersebut hanya berbeda dari pemberian ancaman serta

sanksi yang dijatuhkan terhadap keduanya karena kejahatan pada umumnya
sanksi yang dijatuhkan lebih berat di bandingkan sanksi peianggaran.

Kejahatan adalah sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang
yang melanggar kewajiban-kewajibannya terhadap suatu dan atas pelanggaran-
pelanggaran tersebut hukum telah menentukan bahwa pelaku harus
mempertangungjawabkannya kepada publik. Pelanggaran suatu norma hukum,
hak, kewajiban, ikatan, tugas, baik dengan penambahan atau penghapusan
terjadi ketika suatu pihak dalam kontrak gagal untuk melaksanakan ketentuan,
janji atau kondisi dalam kontrak. Namun bila pelanggaran tersebut menimbulkan
konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran
tersebut merupakan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban korporasi di Indonesia merupakan permasalahan
yang menarik untuk dilakukan analisis, sebab pertanggungjawaban ini terkait
erat dengan perbuatan korporasi (perusahaan) yang sexing merugikaan pihak
lain. Dalam hal ini adalah permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam bidang ketenagakerjaan, tidak sedikit
korporasi yang memperlakukan karyawan atau pekerjanya sewenang-wenang,
seperti penentuan persyaratan kerja atau penentuan hak dan kewajiban antara
pelaku usaha/pengusaha dengan karyawannya yang dituangkan di dalam
perjanjian kerja bersama.

Sebagaimana disinggung di muka bahwa tidak sedikit pekerja yang
terpaksa harus menerima persyaratan Kerja, hak dan kewajiban yang sebenarnya
tidak sesuai dengan norma-norma yang tertuang di dalam Undang-Undang
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk itu, Kkiranya perlu
dilakukan anaalisis pertanggunngjawaban korporasi di Indonesia secara ilmiah

dengan harapan dapat memberikan pencerahan terhadap pihak-pihak yang



memerukan.

Secara teoretis, masalah pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu
tindak pidana yang dilakukannya merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan
(verwijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang
dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Peter Gillies mengatakan
“bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum
dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan
manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak,
sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana
yang dilakukannya. Muladi juga mengatakan bahwa dengan diterimanya
korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam
lalu lintas hukum, maka dapat dikatakan doktrin universitas delinquere non
potest atau societal delinquere non potest yang selama ini dianut telah mulai
ditinggalkan. Lebih lanjut, dikatakan olehnya bahwa melalui penerapan teori
identifikasi dan teori fungsi sosiai terhadap korporasi adalah sangat mendukung
bagi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana38 sehingga dapat
dipahami bahwa pemidanaan terhadap korporasi sudah tidak dipermasalahkan
lagi.

Pertanggungjawaban pidana bukan sesuatu yang berdiri sendiri karena di
samping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai
pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, undang-undang harus terlebih
dahulu  menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat
mempertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-
undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat
dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut agar korporasi dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas
dasar kesalahan (liability based on fault). Teori ini pada prinsipnya mengatakan
bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila

terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal



dengan istilah mensrea (guilty mind) dengan mengindentifikasi suatu kesalahan
yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengkaitkan perbuatan mens rea
para individu yang mewakili korporasi selaku directing mind atau alter ego.

Doktrin identifikasi pada prinsipnya mengatakan bahwa: Those who
control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as
embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a
company are in law those of the company it self. s9 (mereka yang
mengendalikan korporasi untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana,
diperlakukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap
batin (states of mind) dan mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan
menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu
sendiri).

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila individu diberi wewenang untuk
bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka
unsur mens rea yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur
mens rea bagi perusahaan. Dengan demikian, korporasi harus bertanggung
jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan
sepanjang is melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan
transaksi perusahaan.

Peter Gullies sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, mengatakan bahwa :

More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer

may be treated as being the company's own act or state of mind, so as to

create criminal liability in the company. The elements ofan offence may
be collectedfrom the conduct and mental states ofseveral of its senior
officers, in appropriate circumstances."

(Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior

dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri,

(sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggungjawaban pidana

perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan

dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam
lingkup keadaan yang layak.)

Senada dengan pendapat tersebut, Djoko Sarwoko mengemukakan



bahwa jikalau di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum perdata terdapat
kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan ultra Mires, yang
dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, demikian pula jika terjadi
penyimpanan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum
pidana. Selanjutnya, Roeslan Saleh berpandangan bahwa:

Membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya
orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana
dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang
seluas-luasnya. Asas geen strafzonder schuld tidak mutlak berlaku.
Artinya, untuk mempertanggungjawabkan, korporasi tidak selalu harus
memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup mendasarkan adagium
res ipsa loquitur (fakta sudah bicara sendiri). Karena realitas dalam
masyarakat menunjukkan, bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan
oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang
bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (social cost). Di samping itu,
yang menjadi korban bukan hanya orang perorangan, melainkan juga
masyarakat dan negara.

Michael J. Allen yang juga dikutip oleh Dwidja Priyatno, dalam hal ini
menyatakan bahwa: The corporation will only be liable where the person
identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for
acts which he did in his personal capacity. (Korporasi hanya akan bertanggung
jawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup
jabatannya; korporasi tidak akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang
dilakukannya dalam kapasitas pribadinya).

Berdasarkan pendapat Michael J. Allen tersebut, maka dapat disarikan
bahwa berdasarkan doktrin identifikasi, untuk mempei-tanggungjawabkan suatu
korporasi harus memanuhi dua elemen, yaitu adanya orang yang diidentifikasi
dengan korporasi dan bahwa perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup
jabatannya. Sehubungan dengan hat ini, Denning mengatakan:

A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain

an a nerve centre which controls what it does. It also has hands which

holds the tools and act in accordance with directions from the centre.



Some of the people in the company are mere servants and agents who are
nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the
mind or will. Others are directors and managers who represent the
directing mind and will of the company, and control what it does. The
state of mind of these managers is the state of mind of the company and
is treated by the law as such.

(Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah

tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang

mengendalikan apa yang diperbuatnya. la juga memiliki tangan yang
memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari
pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan itu adalah
semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dari
sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan
merepresentasikan maksud pikiran atau kehendak (perusahaan).

Sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan para manejer yang

merepresentasikan maksud tujuan dan kehendak dan perusahaan dan

diperlakukan oleh hukum seperti itu).

Berdasarkan pendapat Denning tersebut, dapat disimpulkan bahwa
orang-orang dalam suatu perusahaan dapat dibedakan atas orang-orang yang
tidak dapat dikatakan merepresentasikan maksud dan kehendak perusahaan,
yaitu orang-orang yang bertindak sebagai karyawan yang mendapat arahan dan
atasannya dan orang-orang yang oleh hukum dianggap merepresentasikan
maksud tujuan dan kehendak perusahaan, mereka itu adalah para direktur dan
para manajer.

Pendapat tersebut merupakan penerapan teori identifikasi dalam
kerangka penelusuran elemen mens rea (kesalahan) yang dilandaskan pada
maxim actus non est reus nisi menszt rea, yang berarti “suatu perbuatan tidak
mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Untuk
itulah, perlu dibuktikan ada dan tidak adanya niat dari si pelaku dan hal ini
tentunya tidak mudah, sebab niat itu ada di dalam diri seseorang, dalam hal ini
pelaku kejahatan, dan mengingat itu ada di dalam hati, maka perlu metode. Ada

cara tersendiri untuk membuktikan ada dan tidaknya niat seseorang untuk



melakukan perbuatan itu.

Mengacu pada pembedaan yang dijelaskan oleh Lord Denning antara
brains and nerve centre (otak dan pusat syaraf) dan suatu perusahaan dengan its
hand's (tangannya),46 Lord Diplock menyatakan pandangannya bahwa kiasan
hidup (vivid metaphors) yang disebutkan oleh Lord Denning tidak dapat
dipergunakan sebagai dasar untuk memperluas suatu perbuatan dari perbuatan
sekelompok orang yang bekerja dalam suatu korporasi sebagai perbuatan
korporasi sendiri di luar mereka yang diberi hak di bawah. Anggaran dasar
untuk melaksanakan kekuasaan/ kewenangan perusahaan.

Walaupun diktum Lord Denning tersebut telah diterima di Inggris
khususnya oleh House of Lords dalam menyelesaikan kasus Tesco Supermarket
Ltd vs Nattras,47 namun dalam praktik-praktik selanjutnya, penerapan diktum
tersebut masih memperlihatkan adanya variasi-variasi dalam menentukan siapa
yang seharusnya dapat digolongkan sebagai pejabat pengendali dalam korporasi.
Senada dengan pendapat tersebut, Lord Pearson memberi pandangan bahwa
seorang manajer cabang tidak dipandang sebagai seorang pejabat pengendali
karena pengawasan rincianrincian operasi secara normal adalah bukan sebuah
fungsi dari manajemen tingkat tinggi dan biasanya dilaksanakan oleh para
karyawan di tingkatan pimpinan kelompok (foreman), mandor (chargehands),
inspektur (over,'ookers), para manajer toko di tingkat tertentu (floor managers)
dan “para manajer toko” (dalam pengertian toko (shop) perpabrikan).

Lord Reid mengatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dinyatakan
bertanggung jawab secara pidana hanya atas tindakantindakan dan Board of
Director (BOD) yang melakukan fungsi manajemen dan bertindak sebagai
perusahaan.49 Demikian pula Lord Diplock, berpandangan “bahwa dasar yang
harus dipergunakan untuk mengidentifikasi para pribadi yang dapat dianggap
sebagai orang yang mewakili korporasi adalah akta pendirian dan anggaran
dasar korporasi atau hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dipercayakan untuk melaksanakan kewenangankewenangan perusahaan.

Prinsip-prinsip umum identifikasi tentang perbuatan yang dapat
dipandang sebagai perbuatan korporasi, tidak hanya dapat didasarkan atas

pertimbangan akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan atau hasil Rapat



Umum Pemegang Saham, tetapi harus juga mempertimbangkan Standard
Operational Procedure dan uraian tugas (job description) yang telah ditetapkan
oleh perusahaan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, ada
pula pandangan yang mengatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pidana atas setiap tindakan dari pegawai dan
pengurusnya yang dikenal dengan vicarious liability.

Menurut Black's Law Dictionary, vicarious liability adalah liability that
a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct
ofsub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship
between' the two parties 5' (Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor
(seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau
asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah
pihak).

Doktrin ini juga dikenal sebagai doktrin Respondeat Superior, yang

menurut Black's Law Dictionary adalah: The doctrine holding an employer or
principal liable for the employee's or agent's wrongfid act committed within the
scope of the employment or agency. (Doktrin yang menetapkan bahwa seorang
majikan atau prinsipal bertanggung jawab atas tindakan dan pegawai atau
agennya yang dilakukan di dalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan
keagenan).
Menurut Barda Nawawi Arief, vicarious liability diartikan sebagai
pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang
dilakukan oleh orang lain (the legal responsibility of one person for the
wrongflil acts of another). Secara singkat, sering diartikan sebagai
pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban, misalnya terjadi dalam
hal perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang
lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-
kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau
bawahannya.

Sehubungan dengan hal ini, maka dalam pengertian vicarious liability
ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak

mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, is masih tetap dapat



dipertanggungjawabkan. Prinsip pertanggungjawaban pengganti (vicarious
liability) telah lama ditetapkan sebagai suatu prinsip umum dalam sistem hukum
common law. Dalam sistem hukum pidana di Inggris, prinsip tersebut dapat
dilihat dalam beberapa ketentuan yang mengatur masalah tindak pidana yang
berhubungan dengan pelanggaran publik (public nuisance), serta tindak pidana
fitnah (libel), serta yang berhubungan dengan tindak pidana perundang-
undangan (statutory offences).

Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah mempergunakan
prinsip  vicarious liability sebagai suatu pedoman dalam masalah
pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah
ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang “objek yang diatur dalam
undang-undang, kata.-kata yang digunakan, sifat tugas yang dibebankan kepada
majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya
melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman dapat dikenakan.

Pengaturan tentang prinsip-prinsip vicarious liability, telah pula diatur
dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004 (RKUHP-
2004), sebagaimana terlihat dalam rumusan pasal 35 ayat (3) yang menetapkan,
bahwa: Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu
undang-undang.

Di dalam penjelasan pasal demi pasal (Penjelasan pasal 35 ayat (3)
RKUHP-2004) dikemukakan, bahwa: Ketentuan ayat ini merupakan
pengecualian dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini
merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif, dan yuridis moral, yaitu
dalam haihal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas
sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan
untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun
seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam
rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika
perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu
merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini

penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan



secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-
wenang. Atas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini, dikenal
sebagai asas tanggung jawab mutlak atau vicarious liability.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat pula
pandangan yang  mengatakan  bahwa  korporasi  dapat  dimintai
pertanggungjawaban tanpa membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan,
yang dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak atau strict liability.
Selanjutnya, terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, E. Saefullah
Wiradipraja, menyatakan:

Prinsip tanggung jawab mutlak (no fault or liability without fault) di

dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan absolute liability

atau strict liability. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan
tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.

Dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang

kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan

apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

Di dalam Black's Law Dictionary: Strict liability Liability that does not
depend on actual negligence or intent to harm, but that it based on the breach
ofan absolute duty to make something safe. Strict liability most often applies
either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term
absolute liability; liability without fault. (Pertanggungjawaban mutlak (adalah)
pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud
yang disengaja melukai atau  mengakibatkan  Kkerugian, = namun
pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak
untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban mutlak
seeing diterapkan, baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau
dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi).

Istilah ini juga diartikan sebagai absolute liability, liability without fault
(pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Mengenai pengertian ini, Christopher
Ryan menyatakan: The factors in favour of imposing strict liability are:

1) that the offence is quasi-criminal;

2) that the offence related to prevention ofpublic nuisance;



3) that the offence is once which seeks to prevent the occurence ofgrave social
danger;

4) that the imposition of strict liability will encourage of enforcement of the
offence.

Dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan: Faktor-faktor untuk
mendukung pengenaan pertanggungjawaban mutlak, antara lain:

1) bahwa tindak pidana tersebut bersifat quasi pidana;

2) bahwa tindak pidana ters.ebut berhubungan dengan prevensi terhadap
gangguan umum;

3) bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dicegah agar tidak
mengakibatkan bahaya sosial yang besar;

4) bahwa pengenaan terhadap pertanggungjawaban mutlak akan mendorong
penegakan (penanggulangan terhadap) tindak pidana.

Mengenai pengertian strict liability, Barda Nawawi Arief mengatakan
bahwa, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang
itu tidak ada mens rea untuk tindak-tindak pidana tertentu. Dengan mengutip
pendapat Curzon, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa “strict liability
didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut:

1) Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturanperaturan penting
tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

2) Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-
pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.

3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang
bersangkutan

Sehubungan dengan pandangan tentang strict liability ini, Romli
Atmasasmita mengatakan, hukum pidana Inggris selain menganut asas actus non
facit reum nisi mens sit rea (a harmfid act without a blameworthy mental state is
not punishable), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak
tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku
tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai
strict liability crimes.65 Dikemukakan pula bahwa pembentuk undang-undang

telah menetapkan bila aturan tentang strict liability crimes adalah sebagai



berikut.

1) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.

2) Ancaman.hukuman yang berlaku adalah ringan.

3) Syarat adanya mens rea akan menghambat tujuan perundangan.

4) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap
hak-hak orang lain.

5) Menurut undang-undang yang berlaku mens rea secara kasuistis tidak perlu
dibuktikan.

Prinsip-prinsip strictliabilityyang diaturdalam Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Tahun 2004 (R-KUHP-2004) dapat dilihat dan beberapa
ketentuan, antara lain dalam pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) R-KUHP-2004
menetapkan: Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan
bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-
unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.67 Di
dalam penjelasan pasal demi pasal (penjelasan pasal 35 ayat (2) R-KUHP-2004)
dikemukakan bahwa ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu
perkecualian seperti halnya ayat (2). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi

semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang

ditetapkan oleh undang-undang.

Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah
dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh
perbuatannya. Di sini, kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan
perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas strict
liability.

Dapat dikatakan bahwa walaupun prinsip strict liability dan vicarious
liability dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi
adalah konsep sistem hukum common law, namun di dalam menetapkan
kebijakan hukum pidana, khususnya dalam kebijakan faktual mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia, telah mengadopsi
kedua doktrin atau prinsip tersebut, Kkhususnya penerapan prinsip
“pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yang

masih menjadi prinsip mutlak yang dapat dilihat dan ketentuan yang terdapat di



luar KUHP dan R-KUHP-2004 sebagai rancangan KUHP yang diharapkan
menggatikan KUHP yang sekarang masih berlaku.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004 (RKUHP-2004)
dapat ditemukan dalam berbagai pasal yang antara lain adalah pasal 46, yang
dirumuskan: Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban
pidana dikenakan terhadap korporasi danlatau pengurusnya. Di dalam penjelasan
pasal demi pasal, mengenai ketentuan ini cukup dinyatakan dengan kata “cukup
jeals”, yang berarti masyarakat atau subjek yang dikenai peraturan tersebut
dianggap cukup memahami dan mengerti tentang apa yang dimaksud oleh
ketentuan pasal ini.

Selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 47 RKUHP-2004 ditentukan
bahwa: Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana terhadap
suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi, jika
perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan
dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang
bersangkutan. Di dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa kedudukan
sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari
korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut.

1) Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu
penguruslah yang bertanggung jawab.

2) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan penguruslah yang
bertanggung jawab.

3) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai Yyang
bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal itu, maka jika suatu tindak pidana dilakukan oleh
dan untuk “suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya
dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya,
atau pengurusnya saja. Hal ini sangat tergantung pada kesalahan yang dilakukan,
apabila kesalahan itu murni dari orang yang menjalankan perusahaan, maka
menjadi tanggung jawab mutlak orang tersebut.

Pasal 48 RKUHP-2004, d!rumuskan: Pertanggungjawaban pidana



pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan
fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Selanjutnya, di dalam penjelasan
pasal ini disebutkan bahwa: Sebagaimana ditentukan dalam pasal 44, tanggung
jawab korporasi dalam hukum pidana diterima sebagai suatu prinsip hukum.
Namun, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum
pidana terhadap semua objek, kecuali jika secara khusus telah ditentukan bahwa
perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya. Hal ini harus secara tegas
diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku sebagai anggaran
dasar dari korporasi yang bersangkutan.

Pasal 49 RKUHP-2004.

1) Dalam pertimbangan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan
apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih
berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.

2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan
dalam putusan hakim.

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu dipandang sebagai
ultimum remedium, dalam pengertian sebagai sanksi terakhir manakala sanksi-
sanksi yang sudah tidak efektif lagi digunakan untuk mengakhiri perbuatan yang
dilarang. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi, harus dipertimbangkan
apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna
dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada
bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna,
maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.
Pengesampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada
motif atau alasan yang jelas.

Pasal 50 RKU H P-2004

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat
yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh
korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan
yang didakwakan kepada korporasi. Dalam penjelasan pasal ini, hanya
disebutkan cukup jelas, meskipun sesungguhnya masih memerlukan penjelasan

lebih lanjut.



Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan mengenai penggunaan teori ini di

Amerika Serikat, teori identifikasi yang dikembangkan di Inggris ini mendapat

perluasan, yaitu tidak hanya tindakan pejabat senior atau direktur yang bertindak

dalam lingkup jabatannya yang diidentifikasikan sebagai tindakan atau
kehendak perusahaan, namun juga para agen di bawahnya. Amerika Serikat
mendasarkan pertanggungjawaban korporasi atas American Model Penal Code

(MPC) dalam Section 2.07 di bawah titel Liability of Corporations,

UnincorporatedAssociations and Persons Acting, or Undera Duty to Act, in

TheirBehalfsebagai berikut. Selengkapnya dalam Section 2.07 (1), dirumuskan

sebagai berikut:

A corporation may be convicted of the commission ofan offenceif:

(a) the offense is a violation or the offences defined by a statute other than the
Code in which a legislativepurpose to impose liability on
corporationsplainly appears and the conduct is performed by an agent of the
corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office
or employment, except that f the law defining the offence designates the
agents for whose conduct the corporation is accountable or the
circumstancOs under which it is accountable, such provisions shall apply;

(b) the offence consist ofan omission to discharge a spegflc duty of affirmative
performance imposed on corporations by law;

(c) the commission of the offence was authorized, requested, commanded,
performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high
managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his
office or employment.

Sebuah korporasi dapat dipidana dan pelaksanaan (delik komisi) dan suatu

tindak pidana apabila:

(a) tindak pidana tersebut adalah sebuah pelanggaran atau tindak pidana yang
dirumuskan oleh sebuah undangundang di luar dan MPC di mana
dimaksudkan dan badan legislatif tampak secara jelas ditujukan untuk
mengenakan pertanggungjawaban terhadap korporasi, dan perbuatan
tersebut dilakukan oleh seorang agen korporasi yang bertindak atas nama

korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya, terkecuali jika



UU yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa para age,n-agen
yang melakukan perbuatan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan atau
suatu ketentuan-ketentuan seperti itu dapat diterapkan atas keadaan-keadaan
(tertentu) di mana mereka dapat dipertanggungjawabkan;

(b) tindak pidana merupakan suatu delik omisi (atas tidak dilakukannya) atas
suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada korporasi yang diwajibkan
oleh Undang-Undang;

(c) pelaksanaan dilakukannya tindak pidana itu diotorisasi, diminta,
diperintahkan, baik secara sepenuhnya atau serampangan teiah ditoleransi
oleh BOD (Dewan Direksi) atau oleh Manajemen Tingkat Tinggi (Pejabat
Tinggi Forporasi) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup
jabatannya atau hubungan kerjanya.

Telaah terhadap ketentuan dalam Section 2.07 (1) huruf a tersebut
maknanya dapat disimpulkan  bahwa  korporasi  dapat  dimintai
pertanggungjawaban pidananya atas suatu delik komisi apabila dipenuhi secara
kumulatif hal-hal sebagai berikut.

1) Bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu
undang-undang, bukan di dalam MPC.

2) Bahwa maksud pembuat undang-undang secara jelas menyatakan bahwa
korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya.

3) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus yang bertindak atas
nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Selanjutnya, ketentuan Section 2.07 (1) huruf b adalah berkenaan dengan
tidak dilakukannya kewajiban khusus yang diamanatkan oleh undang-undang,
maka korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Section 2.07
(1) huruf ¢ dinyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana
apabila dilakukan delik komisi atas dasar adanya otorisasi, permintaan, perintah
dan Dewan Direksi atau Pejabat Tinggi Korporasi. Selengkapnya, ketentuan
Section 2.07 (2), dirumuskan: When absolute liability is imposed for the
commission of an offence, a legislative purpose to impose liability on a
corporation shall be assumed, unless the contra ry plainly appears. (Apabila

pertanggungjawaban mutlak dikenakan atas suatu delik komisi, maka maksud



tujuan dari badan legislatif untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana

tersebut kepada sebuah korporasi harus dapat diperkirakan (secara nyata),

terkecuali jikalau hal terjadi adalah sebaliknya).

Di dalam Section 2.07 (3), selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

An unincorporated association may be convicted of the commission ofan

offense if :

(a)

(b)

the offense is defined by a statute other than the Code that expressly
providesfor the liability of such an association and the conduct is performed
by an agent of the association acting in behalf of the association within the
scope of this office or employment, except that is the law defining the
offense designates the agents for whose conduct the association is
accountable or the circumstances under which it is accountable, such
provisions shall apply; or

the offense consists ofan omission to discharge a specfic duty ofaffirmative
performance imposed on associations by law.

Sebuah asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum, dapat dipidana atas

pelaksanaan deiik komisi dan suatu tindak pidana apabila:

(a)

(b)

tindak pidana itu dirumuskan oleh sebuah UU di luar MPC yaig secara jelas
memberikan pertanggungjawaban kepada sebuah asosiasi seperti itu dan
perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pengurus asosiasi yang bertindak
atas nama asosiasi dalam lingkup jabatan atau hubungan kerjanya,
terkecuali jika UU yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa
para agen-agen yang melakukan perbuatan asosiasi itu dapat
dipertanggungjawabkan atau suatu ketentuan-ketentuan seperti itu dapat
diterapkan atas keadaan-keadaan (tertentu) di mana mereka dapat
dipertanggungjawabkan.

tindak pidana merupakan suatu delik omisi (atas tidak dilakukannya) atas
suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada asosiasi yang diwajibkan oleh
Undang-Undang).

Ketentuan ini sama dengan Section 2.07 (1) huruf a dan b, hanya saja

subjek hukumnya adalah berupa asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum

(unincorjorated association), yang selengkapnya dirumuskan:



“as used in this section” dalam Section 2.07 (4), sebagai berikut:

(a) corporation does not include an entity organized as or by a governmental
agency for the execution of a governmental program;

(b) agent means any director, officer, servant, employee or other person
authorized to act in behalf of the corporation or association and, in the case
ofan unincorporated association, a member of such association;

(c) high managerial agent means an officer of a corporation or an
unincorporated association, or, in the case ofapartnershry, a partner, or any
other agent of a corporation or association having duties of such
responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy
of the corporation or association.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

(a) corporation (korporasi) tidak termasuk sebuah organisasi berbadan hukum
seperti sebuah badan pemerintahan untuk pelaksanaan suatu program
pemerintahan;

(b) agent (pengurus) berarti setiap direktur, pejabat, pembantu, karyawan atau
orang lain yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama korporasi
atau asosiasi dan dalam hal asosiasi tidak berbadan hukum adalah seorang
anggota dan asosiasi dimaksud;

(c) high managerial agent (pejabat tinggi korporasi' berarti seorang pejabat dan
sebuah korporasi atau sebuah asosiasi tidak berbadan hukum, atau, dalam
hal sebuah “partnership (persekutuan perdata)”, adalah seorang partner,
atau pengurus lainnya dan sebuah korporasi atau asosiasi yang mempunyai
tugas-tugas pertanggungjawaban sedemikian rupa di mana perbuatannya
dapat secara wajar dipandang merepresentasikan kebijakan dan korporasi
atau asosiasi.

Dalam Section 2.07 (4) huruf ¢, yang dimaksud dengan high managerial
agent adalah pejabat yang dianggap mewakili sikap dan perbuatan korporasi dan
asosiasi. Selanjutnya, di dalam Section 2.07 (5), selengkapnya dirumuskan:

In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for

the commission of an gff'ense included within the terms of Sub section (1)

(a) or Subsection (3) (a) of this Section, other than an offense for which



absolute liability has been imposed, it shall be a defense f the deft ndant
proves by a preponderance of evidence that the high managerial agent
having supervisory responsibility over the subject matter of the gifense
employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall
not apply fit is plainly inconsistent with the legislative purpose in
defining the part/ cular offense.

Setiap penuntutan terhadap korporasi atau asosiasi yang tidak berbadan
hukum atas delik komisi yang dilakukan sebagaimana dimaksud oleh subsection
1 (a) atau 3 (a) dan ketentuan ini, selain dari tindak pidana yang dikenakan
pertanggungjawaban mutiak, maka dapat dijadikan alasan pembelaan apabila
tersangka korporasi dalam membela dirinya dapat membuktikan dirinya dengan
suatu bukti yang cukup bahwa pejabat tinggi korporasi telah melakukan
pertanggungjawaban perigawasannya terhadap hal-hal yang dipermasaiahkan
dalam pelanggaran itu dengan menerapkan kehati-hatian yang pantas untuk
mencegah terjadinya perbuatan itu. Ayat ini tidak dapat diterapkan apabila
secara jelas tidak konsisten dengan maksud dari badan legislatif dalam
merumuskan tindak pidana tertentu.

Berdasarkan ketentuan di atas, MPC memperkenankan diajukannya
alasan pembelaan berdasarkan due deligence oleh korporasi untuk menghindari
pertanggungjawaban asalkan korporasi dapat membuktikan bahwa seorang high
managerial agent yangememiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pokok
masalah yang menjadi perkara telah melakukan tindakan kehatihatian yang
pantas untuk mencegah terjadinya delik tersebut.

Dalam Section 2.07 (6), selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

(@) A person is legally accountable for any conduct he performs or causes to be
performed in the name of the corporation or an unincorporated association
or in its behalf to the same extent as fit were performed in his own name or
behalf

(b) Whenever a duty to act imposed by law upon a corporation or an
unincorporated association, any agent of the corporation or association
having primary responsibility for the discharge of the duty is legally

accountable for the reckless omission to perform the required act to the



(©)

same extent as f the duty were imposed by law directly upon himself
When a person is convicted ofan offense by reason of his legal
accountability for the conduct of a corporation or an unincorporated
association, he is subject to the sentence authorized by law when a natural
person is convicted ofan offense of the grade and the degree involved.

Dalam terjemahan bebas, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

(a) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk setiap

perbuatan (apapun) yang dia lakukan atau disebabkan oleh perbuatannya
atas nama korporasi atau asosiasi yang tidak berbadan hukum atau untuk
kepentingan mereka terhadap suatu hal yang sama seolah-olah hal itu
dilaksanakan atas namanya atau untuk kepentingannya.

(b) Apabila sebuah tugas untuk bertindak diwajibkan kepada korporasi atau

(©)

asosiasi tidak berbadan hukum oleh undang-undang, maka setiap pengurus
dan mereka yang mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan
kewajiban tersebut, adalah bertanggung jawab secara hukum dalam lingkup
yang sama atas kesembronoan dengan tidak dilaksanakannya tindakan yang
diharuskan seolah-olah tugas kewajiban itu dikenakan oleh undangundang
secara langsung kepada dirinya.
Apabila seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana atas
pertimbangan pertanggungjawaban hukumnya terhadap perbuatan yang
dilakukan oleh sebuah korporasi atau sebuah asosiasi tidak berbadan
hukum, maka is dapat dikenakan sanksi pidana yang ditetapkan oleh
undangundang sebagaimana seorang pribadi kodrati dituduh atau didakwa
melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan tingkat dan derajat
keterlibatannya.

Bagian 2 pasal 07 dan Model Penal Code (Model Penal Code, MPC,

Sect. 2.07 USC) memberikan batasan terhadap pertanggungjawaban pidana atas

dasar vicarious liability, maka pertanggungjawaban korporasi hanya dapat

ditemukan satu dan tiga hal sebagai berikut:.

1)

Pelanggaran (pelanggaran ringan yang tidak tergolong tindak pidana dan
hanya dikenakan denda) atau tindak pidana yang diatur di luar hukum

pidana di mana pembuat undang-undang secara jelas menyebutkan



pertanggungan jawab ada pada korporasi di many perbuatan tersebut
dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama korporasi di dalam
kewenangannya sebagai pegawai.

2) Kelalaian terhadap tugas tertentu yang ditentukan harus dilakukan korporasi
oleh hukum.

3) Pelanggaran yang disetujui, dilakukan, atau secara sembrono disetujui oleh
dewan komisaris atau manajemen tingkat tinggi yang bertindak atas nama
korporasi dalam kewenangannya sebagai pegawai.

Secara normatif, dapat dikatakan bahwa aturan ini membatasi tanggung
jawab kepada tiga kategori, yang berarti tidak membatasi pertanggungjawaban
hanya kepada tindak pidana oleh korporasi, bahkan meluas kepada perkumpulan
yang bukan merupakan Kkorporasi. Suatu perkumpulan dapat dimintai
pertanggungjawaban ketika terdapat suatu kewajiban yang ditentukan oleh
hukum atas suatu pelanggaran yang diatur oleh undang-undang di luar hukum
pidana dan'pembuat undang-undang secara jelas membebankan tanggung jawab
tersebut kepada suatu perkumpulan dan tindakan tersebutdilakukan oleh wakil
yang bertindak atas nama perkumpulan dengan kewenangannya sebagai
pegawai. Pengecualian pertanggungjawaban dalam hal ini adalah baik korporasi
atau perkumpulan, di mana pembuat undang-undang telah mengatur dan
menentukan  tentang pegawai dan keadaan mana yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Sebagian besar dari Pengadilan Federal menerapkan peraturan sistem
Common Law tentang pertanggungjawaban pimpinan atau Rule of Respondeat
Superior(RRS) di dalam menguji apakah terdapat hubungan antara tindakan
yang dilakukan oleh orang yang mewakili korporasi. Menurut Romli
Atmasasmita, Rule of Respondeat Superior menguji apakah wakil korporasi
tersebut bertindak di lingkup kewenangannya dan atas nama korporasi “(Rule of
Respondeat Superior examine whether the agent was acting within the scope of
his or her authority and on behalf of the corporation). Rules of Respondeat
Superior memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan dan
pegawai . dalam lingkup pekerjaannya untuk kepentingan korporasi (Rules of

Respondeat Superior extended criminal liability of the corporation to the



employee acting within the scope of employment in behalf of the corporation.)

Perbedaan yang sangat mencolok dengan model Penal Code yang
menitikberatkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh manajer tingkat tinggi,
pengadilan menggunakan pertanggungjawaban pimpinan hanya untuk menguji
apakah orang yang mewakili tersebut bertindak di dalam kewenangannya dan
mengatasnamakan korporasi. Doktrin tentang pertanggungjawaban pimpinan
tidak membatasi pertanggungjawaban korporasi hanya kepada eselon atas dan
korporasi, tetapi lebih kepada mencari apakah suatu tindak pidana yang terjadi
dilakukan pegawai yang bertindak di dalam kewenangannya dan
mengatasnamakan korporasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada
prinsipnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang
memiliki dasar-dasar yang kuat, yang dapat dibuktikan melalui teori-teori
pemidanaan korporasi. Walaupun korporasi diakui sebagai subjek yang lahir
oleh hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dan dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana, namun menurut Barda Nawawi Arief terdapat
beberapa pengecualian, yaitu:

1) dalam perkara yang menurut kodrat tidak dapat dilakukan oleh korporasi,
seperti perkosaan dan sumpah palsu atau bigami;

2) dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak
mungkin dikenakan kepada korporasi seperti pidana penjara atau pidana
mati.

Penting untuk dicatat bahwa suatu perkembangan yang relatif progresif
telah terjadi di Inggris, yaitu bahwa pemerintah Inggris telah mengesahkan
Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007' pada tanggal 26
Juli 2007. Undang-undang ini secara tegas telah menetapkan suatu tindak pidana
baru, yaitu jika di wilayah England, Wales, dan Irlandia Utara (Nothern Ireland)
disebut dengan corporate manslaughter dan jika di wilayah Skotlandia
(Scotland) disebut dengan corporate homicide. Dalam pasal 1 ayat (1)
dinyatakan: An organisation to which this section applies is guilty of an offence f
the way in which its activities are managed or organised causes a person's

death, and amounts to a gross breach ofa relevant duty ofcare owed by the



organisation to the deceased (Sebuah organisasi diberlakukan berdasarkan pasal

ini dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana (corporate manslaughter

atau corporate homicide) adaiah bila aktivitasaktivitasnya yang dikelola atau

diorganisasi.

1) menyebabkan kematian seseorang, dan

2) mencapai pada suatu pelanggaran berat atas suatu tugas kepedulian yang
relevan (relevant duty of care) yang menjadi kewajiban dari organisasi
dimaksud terhadap orang yang telah meninggal itu.

Di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
tersebut, ditentukan bahwa bagi organisasi atau korporasi yang melakukan
tindak pidana ini, sanksi pidana yang dikenakan terhadapnya hanyalah sanksi
pidana yang berupa denda.75 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa
pada prinsipnya perumusan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi telah
diatur dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Namun, penetapan
tentang pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sangat beragam karena
ternyata setiap undang-undang menetapkan secara sendiri-sendiri tentang jenis
tindak pidana yang dilarang dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidananya atau dengan kata lain, sekalipun semua perundang-undangan
menyebutkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi pihak yang
akan dibebankan pemidanaannya ditentukan secara berbeda-beda.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban
pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut.

1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung

jawab.
2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggung jawab, kepada pengurus Kkorporasi dibebankan kewajiban-
kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah
kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam
dengan pidana sehingga dalam sistem ini, terdapat alasan yang menghapuskan

pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah “korporasi itu sendiri tidak dapat



dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu

penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya, penguruslah yang

diancam pidana dan dipidana.”

Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut oleh KUHP, seperti pasal
169 KUHP, pasal 398 dan 399 KUHP. Selanjutnya, ketentuan pasal 169 KUHP
selengkapnya dirumuskan:

1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau
turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Tindak pidana dalam pasal 169 KUHP merupakan tindak pidana
kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku Il KUHP), yaitu turut serta
dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dikukukan oleh pengurus atau
pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pemidanaan,
yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu
tindak pidana, yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya
lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan
demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah
orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

Pasal 398 KUHP dirumuskan bahwa: Seorang pengurus atau komisaris
perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang
dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh
pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
1) Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga oleh karena itu
seluruh atau sebagian besar kerugian diderita oleh perseroan maskapai atau
perkumpulan.

2) Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan

atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan turut membantu



atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan,
padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya.

3) Jika yang bersangkutan dapatdipersalahkan tidak memenuhi kewajiban
yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang dan pasal 27 ayat pertama Ordonansi tentang Maskapai Andil
Indonesia, atau “bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan dan
tulusan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam
keadaan tak diubah.

Pasal tersebut pun tidak membebankan tanggung jawab pidana pada
korporasinya, akan tetapi kepada pengurus atau komisarisnya. Hal serupa juga
terdapat dalam ketentuan pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang
menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang
dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum
pidana adalah orang. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan
pasal 59 KUHP. Kalau penulis hubungkan dengan tahap perkembangan
korporasi merupakan tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum
dikenal karena pengaruh yang sangat kuat asas societes delinquere non potest,
yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas
universitas delinquere non potest, artinya badan hukum (korporasi) tidak dapat
dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab,
maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk
sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi
adalah apa yang dilakukan oleh alai perlengkapan korporasi menurut wewenang

berdasarkan angqaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

adalah tindak pidana yang diiakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dan
badan hukum tersebut. Sifat dan perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu
adalah onpersoanlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab
pidana, terlepas dan apakah is tahu ataukah tidak tentang dilakukannya
perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk

pelanggaran.8o



Mengenai contoh peraturan perundang-undangan tersebut, sudah dikemukakan
dalam pembahasan tentang pengaturan kedudukan korporasi dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, antara lain terdapat di dalam pasal 19
Undang-Undang nomor 1 tahun 1951, tentang berlakunya Undang-Undang
nomor 16 tahun 1948 untuk seluruh Indonesia, pasal 30 Undang-Undang nomor
2 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang tahun 1947 nomor
33 dan RI untuk seluruh Indonesia, pasal 4 Undang-Undang nomor 12 Drt. tahun
1951 tentang senjata api, pasal 34 Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang
metrologi legal, dan sebagainya.

Korporasi sebagai pembuatdan juga sebagai yang bertanggung jawab,
motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri,
yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja
sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi, bukan
mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus
dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan
melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat,
atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/ atau kerugian itu adalah
lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya
pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali
lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.
Dipidanakannya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap
delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya, diperlukan pula untuk
dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja.81
Sehubungan dengan hat tersebut, maka akan dikemukakan alasan pembentukan
undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 tentang pengusutan,
penuntutan, dan perhdilan Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dapat dipidananya
suatu korporasi seperti yang diungkapkan dalam penjelasan pasal 15 Tindak
Pidana Ekonomi, yang antara lain merumuskan:

Pasal 15 menetapkan bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan

juga terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, dan yayasan. Dalam

hukum pidana ekonomi, aturan itu sangat dibutuhkan, “oleh karena

banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. limu



hukum pidana modern telah mengakul ajaran bahwa hukum dapat

diucapkan terhadap suatu badan hukum?”

Sehubungan dengan hal tersebut, Oemar Seno Adji, Guru Besar Hukum
Pidana Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI
menyatakan: ... kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, is
didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, tetapi atas dasar-dasar yang
teoretis dapat dibenarkan. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka korporasi
tersebut dapat diminta pertanggungjawabanya secara pidana. Dalam hal ini,
yang perlu memperoleh perhatian dan analisis yang mendalam mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, sebab korporasi bukanlah person
atau natuurlijke person yang secara kasat mata, secara konkret dapat dilihat.
Dengan demikian, perilaku, termasuk perilaku pelanggaran hukumnya mudah
diidentifikasi. Namun tidak demikian mudah bagi korporasi, mengingat
korporasi sebagai recht person yang dijalankan oleh manusia (orang), namun
ketika melakukan kesalahan, maka badan hukumnya yang harus
mempertahankannya.

Permasalahan yang manarik terkait dengan pertanggungjawaban badan
hukum ini adalah menyangkut batas mana yang merupakan tanggung jawab

orang yang menjalankan badan hukum, dengan tanggung jawab badan hukum

sebagai subjek hukum. Mengenai hal ini, tentunya harus dapat dibedakan
mengingat antara orang yang menjalankan badan hukum dengan badan hukum
yang dijalankan tersebut secara yuridis berbeda dalam kedudukannya sebagai
subjek hukum.

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka buku ini akan menghubungkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menganut prinsip
bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara iangsung. Dalam hal ini,
dapat dikemukakan contoh ketentuan yang menempatkan korporasi sebagai
subjek- hukum pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya.

1) Undang-Undang nomor 7 Drt. tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
(pasal 15).

2) .Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang pos (pasal 19 ayat (3)).

3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (pasal 5 ayat (3))



4) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (pasal 20).

5) Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 Jo. Undang-Undang nomor 25 tahun
2003 tentang tindak pidana pencucian uang (pasal 4 ayat (1)).

Permasalahan selanjutnya, vyaitu kapankah suatu korporasi dapat
dikatakan melakukan suatu tindak pidana? Untuk menjawab pertanyaan ini,
maka untuk Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam pasal 15 ayat (2), yang
dirumuskan:

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atas nama suatu badan
hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan,
jika tindakan dilakukan oleh orangorang, baik berdasarkan hubungan
kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu tidak peduli
apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak
pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir
tindak pidana tersebut.

Rumusan tersebut menurut hemat penulis kurang jelas sebab tidak
ditentukan secara tegas kapan suatu badan hukum itu telah melakukan suatu
tindak pidana. Sehubungan perumusan tersebut, Barda Nawawi Arief
mengatakan di dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana
Ekonomi, memang ada perumusan yang seolah-olah menjelaskan kapan suatu
badan hukum itu dikatakan telah meiakukan suatu tindak pidana. Perumusan
tersebut berbunyi: suatu tindak pidana .... dilakukan juga oleh atau atas nama
suatu badan hukum ... dan seterusnya. Dengan adanya kata-kata “dilakukan”,
maka jelas bahwa rumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang
memperluas bentuk tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh badan
hukum, tetapi dianggap telah dilakukan juga oleh badan hukum. Jadi, perumusan
di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan
melakukan (sebagai pembuat tindak pidana). Hal tersebut terlihat pula
dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE),
yang antara lain berbunyi: ayat (2) menentukan dalam hal-hal maria suatu tindak

pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum ... dan seterusnya.



Setelah melihat rumusan pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya, ternyata
belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk
menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh suatu badan hukum
atau korporasi. Hanya saja dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan, yaitu:
1) berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; atau
2) berdasarkan bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja”, Suprapto
dalam disertasinya yang berjudul Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam
Rangka Pembangunan Nasional, menyatakan: “ini adalah suatu fiksi, yaitu
dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya,
tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu”

Selanjutnya, Suprapto mengatakan lagi tentang adanya “hubungan lain”:
Keganjilan lebih menonjol, bilamana digunakan dasar “hubungan lain” yang
disebut dalam pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan
atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat perseroan
terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barangbarangnya,
yang hanya mendapat komisi (commissie agent), jadi tidak dalam hubungan
kerja dengan badan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Z. Abidin menyatakan, apakah yang
dimaksudkan dengan “orang bertindak dalam hubungan lain? Apabila diartikan
secara luas, maka orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan
badan hukum pun dapat menyeret badan hukum dan korporasi masukjaringan
hukum pidana”. Selanjutnya menurut A.Z. Abidin, pembuat Undang-Undang
Indonesia salah menerjemahkan pasal 15 lid 2 Wet Economjsche Delichten,
yaitu yang perlu diperhatikan ialah kalimat “Uit'andere hoofde handelen in de
sfeer van de rechtsperson. Jadi, orang yang bersangkutan harus bertindak dalam
hubungan kerja atau dalam susunan badan hukum itu sehingga dapat menyeret
badan hukum itu dalam jaringan hukum pidana ekonomi. Pembuat delik yang
merupakan korporasi oleh Roling dimasukkan functio. nee/ daderschap, oleh
karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam
kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, yaitu pemberi Kkerja,

produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan sebagainya”.



Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, negara-negara yang paling
maju'dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut “hubungan
lain-lain”. Dalam hubungan ini, L. B. Curson, dalam bukunya yang berjudul
Criminal Lavv mengemukakan sebagai berikut: “The general rule today is that a
corporation maybe responsible for affences commited by its agents or servants
in the course of carrying on the affairs of the corporation. ” Jadi, dibatasi pada
agen, wakil, kuasa, atau pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam
pelaksanaan urusan korporasi.

Sehubungan dengan orang yang bertindak dalam hubungan lain-lain, A.
Z. Abidin memberikan jalan keluarnya untuk menghindari pengertian yang luas,
yaitu terhadap orang melakukan kejahatan dalam hubungan lain dengan
korporasi perlu dibatasi, sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan
ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan
korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (in the course of carrying on
the affairs of the corporation).

Senada dengan pendapat .di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan
apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjeiaskan hal tersebut, maka
kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut. “Suatu tindak pidana ...
dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila (misalnya:
dilakukan o'eh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama
pengurusianggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan
hukum yang bersangkutan).

Adapun kedua adalah tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh orang-
orang yang masih di dalam badan hukum, hal ini berarti bahwa tindak pidana
ekonomi tersebut dilakukan masih dalam kaitan dan aktivitas badan hukum
tersebut. Sehubungan dengan kapan tindak pidana, daiam Undang-Undang
Tindak Pidana Ekonomi nomor 7 Drt. tahun 1955, sebagaimana disebutkan
dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tersebut.

Permasalahan selanjutnya ialah siapakah yang harus mempertanggung
jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam persidangan
atau siapa yang mewakili badan hukum di persidangan, dalam hat badan hukum

tersebut melakukan tindak pidana. Mengenai hal ini, dapat dilihat dalam tindak



pindak pidana ekonomi yang diatur di dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
nomor 7 Drt. tahun 1955, yang selengkapnya dirumuskan:

Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu

perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum,

perseroan, perserikatan, atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili
oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh
salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap

sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu

dibawa ke muka hakim.

Berdasarkan  paparan  rumusan/pengaturan  beberapa  peraturan
perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana terhadap korporasi, maka
dapat dikemukakan sebuah argumentasi bahwa yang dapat mewakili korporasi
dalam persidangan adalah:

1) Pengurus.
2) Salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dan seorang pengurus.
3) Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu.

Adapun ketentuan yang lainnya tidak mengatur secara jelas siapa yang
dapat mewakili di persidangan (tindak pidana yang menyangkut pengawasan
pendidikan dan pengajaran asing atau dalam ketentuan pidana dalam Undang-
Undang Pos). Namun demikian, dalaam praktik sebagaimana telah dikemukakan
di atas, bahwa pengurus untuk tampil di pengadilan dapat diwakili oleh orang
lain, dalam hal ini misalnya oleh kuasa hukumnya.

Permasalahan selanjutnya ialah kepada siapa sanksi pidana harus
dijatuhkan, dalam hal ini subjek yang dikenai sanksi pidana, Untuk tindak
pidana ekonomi, diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Drt
tahun 1955, sedangkan pasal 16 dalam Undang-undang Pengawasan Pendidikan
dan Pengajaran Asing serta pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Pos.

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan
hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau yayasan, maka tuntutan
pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik

terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik terhadap



mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang
bertindak Sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelaiafan itu, maupun
terhadap kedua-duanya.

Untuk rumusan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang nomor 48/ Prp/tahun
1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing, pasal 19 ayat (3)
Undang-Undang Pos, mirip dengan pasal 15 ayat (1) tersebut. Dengan demikian,
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hal tindak pidana ekonomi
itu dilakukan oleh suatu korporasi, maka pidananya dijatuhkan kepada.

1) Korporasi itu sendiri.

2) Yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak
sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu.

3) Kedua-duanya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa memang korporasi dapat dijadikan
subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan).
Namun, peraturan perundang-undangan yang ada pun tidak jelas mengatur,
seperti kapan suatu korporasi dapatdikatakan melakukan tindak pidana.
Ketentuan yang mengatur tersebut dan semua peraturan yang agak lengkap,
terdapat dalam tindak pidana ekonomi atas dasar kenyataan tersebut, maka
proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam
praktik sulit sekali ditemukan. Dalam beberapa putusan pengadilan, seharusnya
korporasi dapat dituntut, akan tetapi yang dituntut dan dipidana adalah pengurus
dari korporasi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi sulitnya ditemukan
yurisprudensi tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Sebagai  perbandingan, dapat dikemukakan mengenai  sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi di negara Anglo Saxon, yang pada
asasnya dapat diminta pertanggungjawaban sama dengan orang pribadi
berdasarkan asas ideritifikasi. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian seperti
yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:

1) Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh
korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2) Dalam perkara yang satu-satunya pidana dapat dikenakan kepada korporasi,

misalnya pidana penjara atau pidana mati.



Hal tersebut didukung oleh pendapat A. Z. Abidin, yang menyatakan
bahwa pada umumnya di Amerika Serikat dianut pendapat bahwa korporasi
tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik-delik yang menyangkut
personal violence. Seperti assault and battery “(melakukan kekerasan terhadap
orang lain) atau manslaughter (karena kelaiaian menyebabkan matinya orang
lain) dan delik-delik yang menyangkut actual malice atau evil intent (semacam
doiuspremiditatus) .96
Selanjutnya tentang stelsel pidana pada korporasi, dikemukakan dalam
pembahasan tentang “stelsel pidana pada korporasi”. Hampir senada tentang
delik-delik yang tidak dapat dilakukan korporasi, maka Sudarto menyatakan
bahwa dalam sistem hukum inggris, korporasi dapat mempertanggungjawabkan
setiap perbuatannya secara umum. Secara teori, korporasi dapat melakukan delik
apa saja, akan tetapi tentu ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat
dilakukan oleh korporasi adalah delikdelik sebagai berikut.

1) Delik yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan
kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (murder, manslaughter);

2) Delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnyabigami,
perkosaan.

Sehubungan dengan hal ini, Andi Hamzah menyatakan bahwa, “patut
pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana. Oleh karena itu, jika
ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, delik itu
harus ada ancaman pidana alternatif dendanya”98. Apabila korporasi dapat
dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan
delik di dalam KUH harus ada pidana alternatif denda sebagaimana hanya
dengan Wv.S. Belanda sekarang ini”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disetujui kiranya pendapat bahwa
korporasi tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh macam delik seperti di
negeri Belanda, akan tetapi harus ada pembatasan, yaitu delik-delik yang
bersifat personal yang menurut sifat-sifat tertentu yang merupakan person itu
adalah pertama, manusia sebagai person dapat hadir atau tidak pada suatu
tempat dan waktu tertentu; kedua, manusia sebagai person mempunyai tempat

tinggal atau domisiii; ketiga, manusia dilahirkan dari manusia lain dan kelahiran



itu merupakan nasionalitasnya; keempat, manusia itu mempunyai sifat
kerohanian (geestelijk vermogen); kelima, dalam perjanjian, ada syarat-syarat
sahnya suatu yang sangat melekat pada diri manusia alamiah sebagai person;
keenam, di dalam sifat manusia, ada juga kepentingan yang dirasakan untuk
kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri. Hal ini semua menjadi
persoalan bagi korporasi. Mungkin masalah nasionalitas dan domisili bisa
diatasi, akan tetapi bagaimana dengan masalah kekhawatiran, kerohanian, atau
kejiwaan. Hal ini tidak bisa dipikirkan keberadaannya dalam korporasi,
mengingat korporasi merupakan recht person yang dikonsepsikan sebagai
subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan individu
perseorangan (natuurlijke person).

Memperhatikan rumusan dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-
Undang nomor 7 Drt. tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi tersebut, jelas
bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi menganutteori vicarious liability
atau pertanggungjawaban pengganti, bahwa tanggungjawab korporasi diambil
alih oleh pengurus atau orang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan
koporasi tersebut, namun semua itu untuk dan atas nama korporasi. Demikian
juga halnya pertanggungjawaban korporasi dalam bidang ketenagakerjaan
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, bahwa apabila korporasi terbukti melanggar peraturan
perundang-undangan yang terhadap perbuatan tersebut diancam pidana, maka
yang bertanggung jawab adalah orang yang menjalankaan korporasi tersebut,
kecuali untuk sartksi pidana denda yang dapat diganti dengan sejumlah uang

tertentu.

B. Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan 1. Tindak Pidana
Kejahataa
Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan
(misdri,/ven) dan pelanggaran (overtredengin). Kejahatan atau rechetsdelicten,
yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam udang-undang
sebagai perbuatan pidana, tapi telah dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah westdelicten, yaitu

perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui



setelah ada wet yang menentukan demikian.

Garis antara rechts dan westdelicten itu sangat sukar untuk ditentukan.
Keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undangundang untuk menentukan bahwa
suatu perbuatan pidana tertentu dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran.
Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih
berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

b. Jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan

(kesengajaan/kealpaan) yang diperlukan di situ harus

dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi

pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu, kejahatan dibedakan pula
dalam kejahatan yang do/us dan cu/pa.

c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana juga
pembantuan pada pelanggaran tidak dapat dipidana.

d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk menentukan maupun hak penjalananan
pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut
masing-masing adalah satu tahun atau dua tahun.

e. Dalam hal perbarengan (concursus) cara pemidanaan berbeda buat
pelanggaran dan kejahatan. Komulasi pidana yang ringan lebih mudah
daripada pidana berat.

Kejahatan di bidang ketenagakerjaan yang diancam pidana bagi
korporasi yang melanggarnya, dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan
oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam sturuktur
organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Orang-orang
yang melakukan tindak kejahatan tersebut didasarkan atas hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi, baik secara sediri-
sendiri atau bersama-sama (crime for corporation).

Kejahatan yang dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersamasama pada
umumnya untuk kejahatan/victim of crime bersifat multidimensional, seperti
negara atau tindak pidana penggelapan pajakdan cukai, korupsi; pencucian uang;
konsumen produk barang/ makanan serta obat-obatan yang cacat atau beracun;

masyarakat (perusakan dan pencemaran lingkungan); generasi manusia



(narkoba); perusahaan saingan (pelanggaran hak kekayaan intelektual, spionase
industri,  persaingan  usaha, pemegang saham  (sebagai  akibat
penipuan/pemalsuan akutansi); sistem ekonomi (tindak pidana pasar modal,
perbankan yang mempengaruhi daya saing negara); pelanggaran HAM (korupsi
di sektor-sektor strategi, seperti sektor kesehatan, pendidikan, pemukiman,
bahan pokok keamanan/pertahanan, antara lain terorisme ciber attack);
karyawan/buruh sistem perlindungan tenaga kerja yang minim, jaminan sosial
tenaga kerja yang lemah, refresi terhadap serikat kerja.

Konstruksi hukum pidana dalam bidang ketenagakerjaan adalah setiap
perbuatan kejahatan pidana dirumuskan dengan satu peraturan berbentuk bangun
yuridis yang terdiri atas unsur tertentu dengan tujuan agar apa yang tercantum
dalam bentuk atau bangun itu merupakan pengertian yang jelas dan terang batas-
batasnya untuk membedakan antara bangun yuridis satu dengan yang lain.
Rumusan delik atas konstruksi yuridis dari perbuatan yang dilarang, misalnya:
Pasal 183 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
dirumuskan:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74,
yang berbunyi:
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1)

meliputi:
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memantaatkan, menyediakan, atau

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian;

C. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,



atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d
ditetapkan dengan Keputusan Menteri dikenakan sanksi pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.
Rumusan tersebut berbentuk perbuatan yang disengaja dengan rumusan
mempekerjakan anak di tempat yang terburuk, yang perlu dibuktikan adalah
tempat terburuk dan bagaimana cara merekrut anak (memperoleh anak).
Pasal184
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167
ayat (5), yang dirumuskan: dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia
pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada
pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat
(2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dikenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.

Rumusan tersebut berbentuk perbuatan yang disengaja dengan rumusan
pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun. Yang
perlu dibuktikan. program pensiun itu memakai uang buruh atau tidak. Sebab-
sebab pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apabila
rumusan delik itu terpenuhi, maka setiap orang yang melakukan dapat dijatuhi
sanksi pidana sesuai pasal yang mengatur.

Pasal 185
(4) Barang siapa melanggar ketentuan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 42

ayat (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib



memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk; dan ayat (2)
Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja
asing.

Rumusan tersebut berbentuk perbuatan yang disengaja dengan rumusan
mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin. Yang perlu dibuktikan, antara
lain: kewarganegaraan orang tersebut melalui paspor dan surat-surat lain, apakah
perusahaan yang mempekerjakan orang asing tersebut perusahaan atau
perseorangan, sehingga perusahaan atau perseorangan yang memenuhi unsur-
unsur delik tersebut dapat dijatuhi pidana.

Pasal 68, berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69 ayat (2) berbunyi pengusaha mempekerjakan anak pada

pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi

persyaratan berikut.

Izin tertulis dari orang tua/wali;

S

Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

o o

Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

@

Keselamatan dan kesehatan kerja;

=h

Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumusan tersebut berbentuk perbuatan yang disengaja dengan rumusan
mempekerjakan anak-anak harus memenuhi syarat. Yang perlu dibuktikan
dalam mempekerjakan anak-anak, antara lain: umur anak, izin dari pemerintah
dan tempat kerja. Pengusaha yang memenuhi unsur-unsur delik dapat dikenakan
sanksi pidana sesuai dengan pasal yang dijatuhkan.

Pasal 80, dirumuskan: Pengusaha wajib memberikan kesempatarl yang
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan
oleh agamanya. Rumusan delik tersebut berbentuk perbuatan yang disengaja
oleh pengusaha, wajib memberi kesempatan ibadah. Namun, yang perlu
dibuktikan, yaitu kewajiban pengusaha; kesempatan ibadah, sehingga apabila
terbukti pengusaha tidak memberi kesempatan beribadah kepada karyawannya,

maka pengusaha melakukan tindak pidana kejahatan dan dijatuhi pidana.



Pasal 82 ayat (1) dirumuskan bahwa: Pekerja perempuan berhak
memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 bulan (satu setengah) bulan sesudah melahirkan
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; (2) Pekerja perempuan yang
mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu
setengah) bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.

Rumusan delik tersebut berbentuk perbuatan yang disengaja oleh
pengusaha, perempuan memperoleh hak istirahat; hamil, hanya saja yang perlu
dibuktikan, pengusaha tidak memberi cuti, perempuan hamil, keterangan dokter
kandungan atau bidan. . Selanjutnya, apabila unsur-unsur tersebut dapat
dibuktikan dan buruh perempuan memang hamil, maka pengusaha melakukan
tindak pidana kejahatan dan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 185.

Pasal 90 ayat (1), berbunyi: Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Rumusan
delik tersebut berbentuk perbuatan yang sistemnya pengusaha tidak membayar
upah lebih rendah dari upah minimum. Dalam hal ini, yang perlu dibuktikan
mampu atau tidak mampu pengusaha membayar upah minimum yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Apabila ternyata
pengusaha memenuhi rmusan dan unsur delik, maka pengusaha dijatuhi sanksi
pidana sebagaimana ditentukan oleh pasal 185.

Pasal 143 ayat (1) dirumuskan: Siapapun tidak dapat menghalang-
halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak
mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai; (2) Siapapun dilarang
melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan
pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah,
tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan deliknya adalah perbuatan yang disengaja oleh pengusaha
menghalang-halangi pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh hak mogok
secara sah dan tertib. Hal ini perlu dibuktikan dengan izin dari
Pemerintah/Kepolisian; dilakukan dengan tertib dan damai. Apabila ternyata
pelaksanaan mogok tidak dilakukan dengan tertib dan damai, maka unsur-unsur

tindak pidana tidak terpenuhi sehingga pengusaha tidak dikenakan sanksi



pidana; sebaliknya, apabila unsur pidana terpenuhi dilakukan oleh pengusaha,
artinya mogok dilaksanakan dengan tertib dan damai, maka pengusaha yang
menghalang-halangi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal yang
mengaturnya dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 4 (empat)
tahun dengan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 160 ayat (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana, sebelum
masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhirdan
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh
yang bersangkutan; dan ayat (7) Pengusaha wajib membayar kepada
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam
pasal 156 ayat (4).

Rumusan deliknya adalah perbuatan yang disengaja, unsurunsur deliknya
perkara pidana tenggang waktu 6 bulan dinyatakan bersalah, persetujuan uang
pesangon. Hal yang perlu dibuktikan, antara lain: apakah karyawan/buruh
tersandung pidana; keputusan pengadilan; bersalah; tenggang waktu 6 (enam)
bulan; masa kerja. Apabila unsur-unsur terpenuhi, maka pengusaha tidak akan
membayar uang pesangon, sebaliknya apabila unsur-unsur pidana tidak
terpenuhi, maka pengusaha wajib membayar uang penghargaan masa kerja
sebagaimana disebutkan dalam pasal 185. Selanjutnya, ditentukan bahwa
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun danlatau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah), dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Selanjutnya, dalam ayat (5) disebutkan bahwa: “Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”.

Uraian di atas merupakan jenis delik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi,
yang terhadapnya dapat dijatuhkan putusan pidana dalam bentuk pidana penjara,
kurungan, maupun pidana denda. Pengaturan ancaman sanksi terhadap pelaku
usaha demikian diharapkan dapat memberikan efek psikologis kepada

pengusaha untuk memperhatikan hak-hak pekerja dalam rangka memberikan



perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang diputuskan hubungan
kerjanya sehingga pekerja merasa terlindungi hak-hak normatifnya.
2.Tindak Pidana Pelanggaran

Pelanggaran atau wet delicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang
menentukan pelanggaran pidananya lebih ringan dibanding dengan kejahatan,
karena kejahatan pidananya adalah penjara, percobaan untuk melakukan
pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUH-Pidana) juga pembantuan pada
pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUH-Pidana) tenggang waktu
kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi
pelanggaran agar lebih pendek daripada kejahatan masing-masing adalah 1
tahun dan 2 tahun. Di dalam hukum ketenagakerjaan, pelanggaran diatur dalam
pasal 186 dan pasal 187
Konstruksi hukum pidana dalam bidang ketenagakerjaan, setiap pelanggaran
pidana dirumuskan dengan satu peraturan berbentuk bangunan yuridis yang
terdiri atas unsur tertentu dengan tujuan agar apa yang tercantum dalam
bentukan atau bangunan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang batas-
batasnya untuk membedakan antara bangunan yuridis satu dengan yang lain.
Rumusan delik atas konstruksi yuridis dari perbuatan yang dilarang, selanjutnya
mengenai rumusan delik adalah perbuatan yang disengaja lembaga penepatan
tenaga kerja swasta wajib memiliki izin dari menteri. Unsur deliknya:

Tenaga kerja asing

o o

Jabatan dan standar kompetensi

Tenaga penyandang cacat

o o

Unsur pekerja penempatan
Waktu kerja buruh
Cuti dan waktu istirahat

Hari libur

> @ - oo

Hak mogok karyawan
Sehubungan dengan itu, perlu dibuktikan unsur-unsur delik apakah
tenaga kerja asing, buruh bekerja sesuai dengan peraturan, jabatan standar

kompetensi, atau pekerja penyandang cacat atau difabel sudah mendapatkan



pelayanan sesuai dengan cacatfisiknya. Demikian pula pekerja perempuan, apa

sudah mendapatkan hak cuti hamil dan haid dan waktu kerjanya juga

diperhatikan demi keselamatan; juga apakah buruh/tenaga kerja pada hari libur

dipekerjakan atau tidak; apakah hak mogok dilaksanakan. Hak-hak ini tentunya

harus memperoleh perhatian serius sehingga apabila hak:hak tersebut terpenuhi

dan tidak dilanggar, maka pengusaha tidak akan dikenakan sanksi karena sifat

pelangarannya ringan, maka sanksinya pun ringan. Rumusan delik adalah

perbuatan pelanggaran, unsur deliknya:

a. melakukan pekerjaan yang telah disepakati

b. hak istirahat buruh

c. serikat pekerja

d. togas pendidikan.

Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35
ayat (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai
penempatan tenaga kerja; dan ayat (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja, wajib memberikan
perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan,
baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Rumusan delik pelanggaran, setiap pengusaha yang menerima tenaga
kerja baru, maka pengusaha wajib melindungi dan mengarahkan tenaga kerja
tersebut. Hal ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap orang mempunyai
kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal-usul, warna kulit, agama,
ras, dan sebagainya. Prinsip ini juga sebagai konsekuensi dari prinsip negara
hukum yang dianut oleh hampir semua negara di dunia ini dan prinsip ini juga
dikenal dengan istilah equality before the law.

Pasal 93 ayat (2), dirumuskan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a. pekerja/buruh sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;



c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh  menikah,
menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau
keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua
atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan
ibadah yang diperintahkan agamanya,

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas
persetujuan pengusaha; dan i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan
dari perusahaan.

Rumusan delik tersebut di atas merupakan delik pelanggaran. Dalam hal
terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal di atas, maka pengusaha wajib
membayar upah kepada buruh/tenaga kerjanya apabila buruh/tenaga kerja
mengalami sakit dengan keterangan direktur, tenaga kerja mempunyai kerja dan
tenaga Kkerja/buruh orang tuanya meninggal dunia tenaga, kerja sedang
melaksanakan tugas negara.

Pasal 137 dirumuskan balawa: “Mogok kerja sebagai hak dasar
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan
damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.

Rumusan delik adalah perbuatan delik pelanggaran mogok kerja. Yang
perlu dibuktikan mogok kerja setiap buruh/tenaga kerja diberi hak mogok kerja
apabila muncul perselisihan antara buruh/tenaga kerja atau serikat pekerja
karena musyawarah yang diadakan antara pengusaha dengan buruh/tenaga kerja
tidak ada keesuaian pendapat.

Pasal 138

Di dalam ayat (1) ditentukan bahwa, Pekerja/bunch dan/atau serikat

pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/ buruh lain untuk



mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak
melanggar hukum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan
dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah), sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 187
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
ayat (2), berbunyi Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan
tenaga kerja, wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
Rumusan delik tersebut adalah perbuatan yang disengaja unsur deliknya
lembaga penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin, maka yang harus
dibuktikan lembaga penempatan kerja adalah izin. Apabila kedua unsur
dipenuhi, maka pengurus lembaga dapat dikenakan sanksi.
Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa, Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib
menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa, Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:
a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga
pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih
keahlian dari tenaga kerja asing; dan
b. IVlelaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga Kkerja
Indonesia sebagaimana dimaksud pada hurut a yang sesuai dengan kualifikasi
jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
Rumusan deliknya adalah perbuatan yang disengaja, unsur deliknya tenaga kerja
pendamping harus dibuktikan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi
jabatan. Selanjutnya apabila terbukti maka bisa dikenakan sanksi pidana.

Pasal 67 ayat (1) menentukan bahwa: Pengusaha yang mempekerjakan
tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan
jenis dan derajat kecacatannya.

Rumusan deliknya adalah perbuatan delik kesengajaan, unsur deliknya



adalah mempekerjakan buruh/tenaga kerja cacat. Adapun yang perlu dibuktikan

macam perlindungan; hal yang perlu dibuktikan tenaga kerja cacat.

Pasal 71 ayat (2) berbunyi: Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:

a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu pekerjaan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.

Rumusan deliknya adalah perbuatan kesengajaan memperkejakan anak,
wali. Adapun yang perlu dibuktikan unsur kesengajaan dan memperkjakan
anaklwali.

Pasal 76 dirumuskan:

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dan 18 (delapan belas) tahun
dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
kandungannya maupun dirinya apabila bekeria antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07 00

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul
2300 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar-jemput bagi pekerja/buruh
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 05.00.

(5) Ketentuan sebagaitmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Rumusan deliknya adalah perbuatan yang disengaja dengan rumusan
anak di bawah 18 tahun, perempuan hamil, keterangan dokter, jaminan makan.
Yang perlu dibuktikan: anak di bawah umur, keterangan dokter, jaminan makan,
angkutan. Sehingga apabila dalam pembuktian ini benar bahwa pengusaha

memenuhi unsurunsur delik, maka pengusaha dapat dijatuhi sanksi pidana.



Pasal 78 ayat (2), berbunyi: Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
membayar upah kerja lembur. Pasal 79 ayat (1) Pengusaha wajib memberi waktu
istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh; dan ayat (2) Waktu istirahat dan cuti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak
termasuk jam kerja;

b. Istirahat mingguan 1 (satu) untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara
terus-menerus; dan

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada
tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi
pekerja/buruh yang teiah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-
menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/ buruh
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun
berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam)
tahun.

Rumusan delik adalah perbuatan yang disengaja dengan rumusan delik
waktu istirahat yang harus diberikan kepada tenaga kerja/buruh perlu dibuktikan
apakah para tenaga kerja/buruh benar diberi waktu istirahat cuti serta jam kerja
sesuai dengan aturan. Sehingga apabila tenaga kerja/buruh tidak diberi hak cuti
dan waktu istirahat, maka pengusaha akan bisa dikenakan sanksi pidana.

Pasal 85 ayat (3), berbunyi: Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat
pekerjaan tersebut 'harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau
pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/ buruh dengan
pengusaha. Selanjutnya, dalam pasal 144 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, dirumuskan bahwa terhadap mogok kerja yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140,



pengusaha dilarang:

a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/ buruh lain dari
luar perusahaan; atau

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/ buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh berhak
mendapatkan upah.

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dari/atau denda paling sedikit Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.00
(seratus juta rupiah). Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimna dimakaud dalam basal 14
ayat (2) berbunyi Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Pasal 38 ayat (2) berbunyi: Lembaga penempatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya
penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja
golongan dan jabatan tertentu.

Pasal 63 ayat (1), berbunyi: Dalam hal perjanjian kerja, waktu tidak
tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan
bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 78 ayat (1), berbunyi: Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat
(2) memenubhi syarat:

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.
b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3(tiga) jam dalam 1
(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 108 ayat (1), berbunyi (a) Pengusaha yang mempekerjakan

pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan

perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang



ditunjuk; (b) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian

kerja bersama.

Pasal 111 ayat (3), berbunyi: Masa berlaku peraturan perusahaan paling
lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

Pasal 114, berbunyi: Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan
isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada
pekerja/buruh.

Setiap perusahaan wajib membuat peraturan perusahaan yang wajib
diberitahukan kepada buruh/tenaga kerja, peraturan perusahaan berlaku dua
tahun dan harus diganti dengan yang baru sesuai kondisi perusahaan dan apabila
perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan, maka pengusaha bisa
dikenakan sanksi pidana.

Pasal 148, dirumuskan:

(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan;

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

a. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan
perusahaan (lock out); dan

b. Alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock
out)

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh
pengusaha dan/ atau pimpinan peruahaan yang bersangkutan. Dikenakan
sanksi pidana, denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana pelanggaran.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 tentang pelanggaran,

sanksi pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua betas) bulan.



Peraturan perusahaan sangat penting artinya bagi jaminan kepastian hukum bagi
pekerja dan pengusaha sebab dengan kepastian hak kewajiban ini, diharapkan
dapat menghindarkan persengketaan antara pekerja dengan pengusaha.



C. Karakteristik Sanksi Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan
1. Bentuk Sanksi Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan

Di dalam uraian sebelumnya, telah disinggung bahwa yang dimaksud
karakteristik merupakan ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh sebuah konsep
yang membedakan dirinya dengan sesuatu konsep lain yang sejenis. Dalam hal
karakterisitk sanksi pidana daiam bidang ketenagakerjaan, dapat dijelaskan
sebagai ciriciri atau sifat khas sanksi pidana dalam bidang ketenagakerjaan yang
membedakannya dengan sanksi pidana pada bidang yang lain, seperti dalam
tindak pidana lingkungan, tindak pidana ekonomi, tindak pidana kelistrikan,
tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

Dalam bidang ketenagakerjaan, pemidanaan sebetulnya tidak ditujukan
pada upaya pembalasan atau pengekangan kebebasan fisik sebagaimana hainya
yang dikenakan pada subjek hukum perorangan (individu), tetapi tujuan
pemidanaan bidang korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tujuan
pemidanaan, yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan
khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan
pengimbalan.

Dalam kaitannya dengan pemidanaan terhadap korporasi, harus diingat
bahwa pemidanaan korporasi adalah sebagian besar dari bentuk kejahatan
korporasi banyak terdapat dalam ruang lingkup administratief penal law,
meskipun kadang-kadang pemidanaannya cukup berat, sehingga terdapat
kecenderungan untuk menggunakan asas subsidieritas, yaitu menempatkan
sanksi pidana pada kedudukannya sebagai “ultimum remedium” atau dikenal
sebagai sanksi pamungkas atau sanksi yang diterapkan paling akhir101, dengan
mendahulukan sanksi perdata dan sanksi administratif. Oleh karena itu, perlu
dipertimbangkan penerapan sanksi pidana menempatkannya pada kedudukan
“premium remedium”dalam rangka memberikan efek jera terhadap korporasi
yang melanggar norma-norma hukum yang terhadapnya dapat dikenakan sanksi
pidana.

Sebelum membahas mengenai karakteristik sanksi pidana dalam bidang
ketenagakerjaan, perlu dikemukakan mengenai bentuk sanksi pidana dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana kitab undang-



undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang menjadi acuan penentuan
dan penetapan sanksi pidana bagi bidang-bidang hukum yang lain. Bahkan,
KUHP ini sering menjadi acuan dalam penetapan sanksi pidana dalam bidang-
bidang hukum lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di dalam KUHP,
mengenal bentuk sanksi pidana dijelaskan pada uraian di bawabh ini.
a. Pidana Penjara

Mengenai bentuk sanksi pidana dalam KUHP, dapat dilihat di dalam
ketentuan pasal 10 KUHP, yang terdiri atas Pidana Pokok dan pidana pokok ini
selanjutnya dibagi lagi ke dalam:
1) Pidana Mati
2) Pidana Penjara
3) Pidana Kurungan
4) Pidana Denda

Di samping memuat pidana pokok, di dalam KUHP juga diatur mengenai
Pidana Tambahan, sedangkan mengenai pidana tambahan ini terdiri atas sanksi:
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hukum

Memperhatikan susunan dan jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut,
dapat dikenakan bahwa sanksi pidana menurut KUHP dibedakan ke dalam
pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana tersebut didasarkan atas berat
ringannya perbuatan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.
Untuk pelaku perbuatan pidana yang cukup berat, maka terhadapnya dapat
dikenakan pidana mati, urutan kedua adalah pidana penjara demikian
selanjutnya urutan yang paling akhir adalah pidana denda. Sedang pidana
tambahan paling akhir adalah pengumuman putusan hakim. Hal ini tentunya
didasarkan pada adanya rasa keadilan dan memperhatikan aspek kepentingan si
terpidana itu sendiri, memang tujuan akhir dari pemidanaan diharapkan tidak
akan terulang kembali perbuatan serupa di masa yang akan datang.

Selanjutnya mengenai sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, yang secara rinci mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat



dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana diatur secara tersebar di dalam

berbagai ketentuan pasalnya sebagai berikut.

Pasal 183

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74,
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.

Pasal 184

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167
ayat (5) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 42
ayat (1) dan ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2) pasal 80, pasal 82, pasal 90
ayat (1), pasal 143, pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.

Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35
ayat (2); dan ayat (3), pasal 93 ayat (2), pasal 137, pasal 138 ayat (1),
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah).
@) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak

pidana.

b. Kurungan
Pidana kurungan tatarannya di bawah pidana penjara urutan ketiga

pidana pokok, sanksi pidana kurungan yang ada di dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan diatur dalam 187 KUHP, yang di dalamnya memuat ketentuan

sebagai berikut:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat
(2), pasal 76, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat
(3) dan pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu)
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dari/atau denda paling sedikit
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak

pidana pelanggaran.

c. Denda

Pidana denda tingkatnya adalah pidana pokok yang menduduki ranking
terakhir setelah pidana kurungan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,
justru pidana denda berada di semua jenis perbuatan, baik itu pada tingkat
kejahatan, maupun pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Hal ini diatur di dalam ketentuan-ketentuan pasal 183, pasal 184, pasal 185,
pasal 186, pasai 187, pasal 188.

Memperhatikan pencantuman sanksi-sanksi dalam bidang
ketenagakerjaan, dalam hai ini yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis
sanksi daiam bidang ketenagakerjaan terdiri atas pidana dan juga denda, dengan

jenis perbuatan yang dikelompokkan ke dalam perbuatan pidana kejahatan dan



pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

2. Pola Pemidanaan dalam Bidang Ketenagakerjaan

Selanjutnya mengenai pola pemidanaan dalam bidang ketenagakerjaan,
dapat dikemukakan ke dalam beberapa alternatif, yang terdiri atas:

a. Alternatif Komulatif

Mengenai karakter sanksi bidang ketenagakerjaan yang bersifat alternatif
komulatif, dapat dilhat pada jenis sanksi yang terdapat atau sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 183, dengan redaksi yanag berbunyi: “Barang siapa
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74. Apabila ditelaah
lebih jauh mengenai isi ketentuan pasal tersebut di atas, dapatlah dirinci unsur-
unsurnya, sebagai berikut:

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk;

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan
anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau
perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan
anak untuk produksi dan perdagangan minuman Kkeras, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau
moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau
moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diterapkan
dengan Keputusan Menteri.

Terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan ke dalam jenis-jenis
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diseburtkan di atas,
tentunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta



rupiah). Dengan demikian, sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat dijatuhkan kepada korporasi yang
melakukan perbuatan pidana, dapat berupa pidana penjara atau dapat berupa
sanksi pidana denda, bahkan dapat diterapkan secara bersama-sama, baik sanksi
pidana penjara maupun pidana denda. Penjatuhan bentuk-bentuk pidana
demikian tentunya sangat tergantung pada jenis dan berat ringannya perbuatan
pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut.
Selanjutnya, mengenai pidana minimal ini dapat dilihat pada beberapa
ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 183
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74,
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak

pidana kejahatan.

Pasal 184

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167
ayat (5) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42
ayat (1) dan ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2) pasal 80, pasal 82, pasai 90
ayat (1), pasal 143, pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.

Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35
ayat (2); dan ayat (3), pasal 93 ayat (2), pasal 137, pasal 138 ayat (1),
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana.

Pasal 187

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat
(2), pasal 76, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat
(3) dan pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu)
bulan dan paling lama 12 (dua betas) bulan dari/atau denda paling sedikit
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak
pidana pelanggaran.

Berdasarkan pengaturannya semua sanksi yang terdapat dalam pasal-
pasal Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut,
baik yang bersifat kejahatan ataupun pelanggaran, semuanya mencantumkan
pidana alternatif, yaitu pidana penjara atau denda yang lamanya pidana penjara
dan dendanya telah ditentukan. Sanksi alternatif ini dimaksudkan untuk
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis-jenis tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi. Hal ini tentunya juga memperhatikan rasa keadilan
dalam masyarakat, bahwa berat ringannya sanksi harus pula disesuikan dengan
berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan. Sebagaimana dikatakan oleh
Aristoteles yang lebih menekankan pada aspek moralitas. Menurutnya, keadilan

bagi masyarakat hanya akan terwujud manakala masyarakat menaati kaidah-



kaidah umum yang berlaku terhadapnya. Selanjutnya dikatakan, keadilan itu
akan tercapai apabila: pertama, seseorang menaati norma-norma hukum yang
berlaku, bahwa hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus ditaati;
dan kedua, seseorang tidak bolen mengambil lebih dari haknya sehingga
keadilan berarti persamaan hak (equal). Equal atau equally, artinya bahwa tolok
ukur keadilan adalah persamaan hak bagi setiap orang, apa yang diterima dan
dirasakan oleh seorang anggota masyarakat yang satu akan dirasakan oleh
anggota masyarakat yang lainya”.

Pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah
fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi
tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya.
Walaupun demikian, haruslah diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi
kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai
kebajikan yang paling utama sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan
nilai apapun. Dalam perspektif teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan
hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum,
seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja,
maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum.t03 Secara etimologis, keadiiarl merupakan terminologi atau istilah yang
berasal dap kata “justice”, yang dipergunakan dalam kaitannya dengan sesuatu
yang bersifat langgeng untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya
(the constant and perpetual disposition to render every man his du).

Keadilan merupakan istilah yang dipergunakan dalam kaitannya dengan
sesuatu yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan setiap orang apa
yang menjadi haknya (the constant and perpetual disposition to render every
man his due)”. “Keadilan merupakan istilah yang dipergunakan dalam
hubungannya antara rakyat dan pemerintah”. Keadilan itu berbicara mengenai
hak seseorang yang seharusnya diberikan oleh orang atau pihak lain sehingga
ketika seseorang tidak menerima apa yang seharusnya diterima, maka dianggap
tidak adil atau kurang adil.

Menurut Plato, keadilan dapat memberikan kebahagiaan. Dalam

pendapatnya, Plato mengemukakan bahwa keadilan sebenarnya merupakan



masalah “kesenangan” (convenience), yang berbeda-beda atau saling
bertentangan antara satu orang dengan orang lainnya, akhirnya keadilan
hanyalah suatu bentuk kompromi”. Bagi Plato, keadilan merjupakan kebajikan
yang mengandung keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui
atau dijelaskan dengan argumentasi rasional. Selanjutnya, Plato membagi
kebajikan sebagai berikut: a) kebijaksanaan atau kearifan; b) keberanian atau
keteguhan hati; c) kedisiplinan; serta keadilan.

Konsep bernegara, siapapun yang memegang kekuasaan harus
mewujudkan keempat kebajikan ke dalam berbagai produk hukum perundang-
undangan, dengan harapan substansi perafi.iran perundang-undangan benar-
benar mengakomodasikan empatjenis kebajikan untuk memperoleh dukungan
dari masyarakat. Undang-Undang yang adil akan menghasilkan masyarakat yang
stabil dan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang.

Aristoteles lebih menekankan pada aspek moralitas, menurutnya keadilan
bagi masyarakat hanya akan terwujud manakala masyarakat menaati kaidah-
kaidah umum yang berlaku terhadapnya. Selanjutnya dikatakan, keadilan itu
akan tercapai apabila: pertama, seseorang menaati norma-norma hukum yang
berlaku, bahwa hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus ditaati;
dan kedua, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga
keadilan berarti persamaan hak (equal). Equal atau equalty, artinya bahwa tolok
ukur keadilan adalah persamaan hak bagi setiap orang, apa yang diterima dan
dirasakan oleh seorang anggota masyarakat yang satu akan dirasakan oleh
anggota masyarakat yang lainya.

Dalam perjanjan, dikatakan adil bagi kedua belah pihak manakala
perjanjian itu seimbang atau setara antara pihak-pihak yang mengadakannya,
tetapi perjanjian itu menjadi tidak adil dan tidak seimbang manakala perjanjian
itu meletakkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, dan di sinilah
ketidakadilan mulai muncul.

Menurut paham utilitarian dengan tokoh utama Jeremias Bentham,
keadilan akan didapatkan jika terjadi maksimum penggunaan barang bagi suatu
komunitas sehingga akan diperoleh suatu the greatest happiness of the greatest

number.” Namun yang perlu diketahui terhadap utility teori ini, bahwa



kebahagiaan itu bersifat relatif, kebahagiaan itu bersifat outopis, bahwa
kebahagiaan yang diperoleh seseorang itu hanya dapat tercapai manakala ada
orang yang tidak bahagia. Pada akhirnya kebahagian itu menjadi semu dan
banyak mengandung keiemahan-kelemahan mendasar. Bertolak dari pemikiran
Thomas Aquinas, John Rawis selanjutnya menyatakan:

Bahwa semua niiai-nilai sosial yang berhubungan dengan kebebasan dan
kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar dan harga diri harus
didistribusikan secara merata kecuali kalau pendistribusian yang tidak seimbang
dani beberapa atau semua nilai tersebut memberikan keuntungan yang sama lagi
semua orang.

Bertolak pada pemikiran Thomas Aquinas dan John Rawis, seharusnya
kebijakan pemerintah dan kebijakan hukum didistribusikan secara proporsional
atas dasar harkat dan martabat manusia demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa hasrat dan kehendak dari pihak
yang berwenang membentuk hukum dalam bentuk peraturan perundang-
undangan bukan merupakan dasar yang eksklusif dan sebuah tertib hukum.
Legislasi hukum positif mengandung dua pengertian keadilan, yaitu keadilan
substantif dan keadilan procedural. Keadilan substantive berkaitan dengan obyek
legislasi hukum positif.

Keadilan prosedural berkaitan dengan prosedur yang jujur dan benar
dalam melaksanakan hukum. Suatu prosedur hukum yang jujur dan benar harus
memenuhi syarat-syarat, semua hukum yang dinyatakan berlaku harus
dibandingkan akibat hukum tidak boleh mencerminkan sebuah upaya
pembalasan, isi hukum harus koheren dan secara substansial tidak boleh ada
pertentangan dan harus memiliki kontinuitas. Berkaitan dengan hal ini, Arif
Gosita mengatakan bahwa: “keadilan merupakan suatu kondisi di mana setiap
orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung
jawab, dan bermanfaat”.14
Dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai subjek hukum dalam perjanjian
kerja karyawan, dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka
seyogianya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat

menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara



perusahaan pembiayaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan
perundangan-undangan tentang ketenagakerjaan seharusnya memuat aspek
perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama yang menjadi karyawan.
Selanjutriya, Arif Gosita, menyatakan:

Bahwa keadilan merupakan suatu kondisi di mana setiap orang dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab,

dan bermanfaat. Di Indonesia, konsep keadilan tidak dapat dilepaskan
dari nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa Indonesia, yaitu

Pancasila yang dalam sila kelima dirumuskan: Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari teori-teori keadilan yang ada sebagaimana terurai di atas,
nampakya konsep keadilan yang ingin dicapai Indonesia adalah keadilan yang
merata bagi seluruh rakyat Indonesia, namun tidak dalam pengertian sama rata.
Keadilan harus benar-benar tercermin pada setiap produk hukum yang
bersentuhan langsung dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, misalnya
produk peraturan di bidang ketenagakerjaan, yang dipandang sepihak dan
kurang mencerminkan rasa keadilan yang benar-benar dapat dirasakan setiap
orang. Khusus keterikatannya dengan perjaniian kerja karyawan, bahwa kondisi
tenaga kerja tidak selamanya mencukupi sementara kebutuhan terhadap hidup
yang menjadi objek para tenaga kerja tidak atau belum mampu dilakukan karena
keterbaasan kemampuan.

Kondisi-kondisi demikranlah yang menyebabkan tenaga kerja tidak
jarang terpaksa menerima persyaratan yang sebenarnya tidak menguntungkan
atau justru merugikan. Keterpaksaan menerima persyaratan yang ditawarkan
oleh pelaku usaha tidak jarang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi pelaku
usaha. Tuntutan hidup harus makan, bertempat tinggal layak, serta untuk
memenuhi derajat kesehatan diri dan keluarga, memaksa mereka harus bekerja
dengan syarat apapun dan dengan risiko apapun sebab tidak ada pilihan baginya.
Sementara itu, tingkat kompetisi semakin tinggi dan untuk memperoleh
kesempatan bekerja semakin terbatas.

Keterpaksaan menerima persyaratan yang kurang menguntungkan bagi

pekerja, maka perjanjian kerja yang disepakati antara pelaku usaha dengan



pekerja dalam praktik ketenagakerjaan dapat dikatakan bukan merupakan
perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian rid. Memang
secara formal terjadi kesepakatan, namun kesepakatan itu secara materiil dibuat
dengan bayang-bayang gagalnya tercipta kesepakatan kerja antara pekerja
dengan pelaku usaha, dan secara otomatis, hilanglah kesempatan untuk bekerja
di tempat tersebut.

Kesesuaian antara berat ringannya sanksi ini tidak sematamata untuk
menjaga keseimbangan di dalam masyarakat, namun akan lebih dapat
menempatkan derajat yang sama dalam hukum bagi siapapun di Indonesia.
Konsepsi sanksi yang mendasarkan pada berat ringannya perbuatan yang
dilakukan ini sesuai dengan konsep hukum yang bersaranakan sendi-sendi
Pancasila. Hukum yang berdasarkan Pancasila bersifat responsif, mengayomi,
dan melindungi dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman
dan tentram terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terhadap rakyat
secara keseluruhan. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi
rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusak rasa aman, ketentraman, dan
hak-hak asasi.

Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan
yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang menekankan
pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak untuk menikmati hasil
pembangunan dengan kewajiban darma baktinya. Dengan adanya rumusan
keadilan ini, maka pembangunan hukum nasional dalam negara hukum
Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: “(1) segenap
bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-vita dan tujuan
bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan individu-individu, (5) jiwa,
kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya, (6) pelaksanaan
pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan
modernsasi dan pembangunan yang menyeluruh).

Hukum yang menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang
mampu memanusiakan manusia, artinya bahwa hukum yang memperlakukan
dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan

hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai



ciptaan Tuhan yang Mahaesa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2
Pancasila, yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai
pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan
kewajibannya, serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia,
terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.”

Pola pemidanaan atau pengaturan sanksi pidana dalam sebuah undang-
undang, khususnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan memang seharusnya mendasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga
pemidanaan tidak sekadar menjatuhkan sanksi pada pelaku pelanggaran hukum,
tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaanya. Dalam pengertian
bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana, tidak sekadar membuat orang menjadi
jera, akan tetapi pemidanaan itu harus tetap menjujung martabat manusia
sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perlu juga disadari bahwa tidak setiap orang
yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum selalu didasari oleh niat

buruk dengan maksud menimbulkan derita bagi si korban.

b. Pidana Minimal Khasus

Sanksi pidana minimal khusus merupakana sanksi yang penjatuhannya
dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi pembebasan terhadap
korporasai yang telah melakukan perubuatan pidana dengan harapan korporasi
tersebut m.emiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Sanksi pidana dalam ketenagakerjaan, baik itu bersifat kejahatan
maupun peianggaran mengandung unsur minimal dalam menjatuhkan pidana
khusus untuk tingkat kejahatan yang dampaknya sangat luas pengaruhnya di
masyarakat minimal, khususnya untuk penjara 2 (dua) tahun, sedangkan untuk
dendanya paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah). Untuk pidana
pelangaran dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk
pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling sedikit denda
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pidana denda paling sedikit Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Sanksi Pidana di Bidang Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teori

Pemidanaan



Secara eksplisit, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang
dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal ini dapat
dicermati dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1)
dihubungkan dengan subjek hukum pengusaha, yang terdapat dalam pasal 167
ayat (5) dan pengertian atau konsep hukum pengusaha yang terdapat dalam pasal
1 angka 5.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: “Barang siapa melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (5); dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Memperhatikan rumusan subjek hukum/pelaku tindak pidana adalah
pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (5) Undang-
Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan rumusan kata
“barang siapa”, maka rumusan ketentuan pasal tersebut menimbulkan
pertanyaan tersendiri, terutama terkait dengan pengertian terminelogi “barang
siapa”. Dalam hal ini, kata barang siapa tersebut hanya menunjuk orang
perseorangan atau juga termasuk korporasi. Untuk dapat mengetahui maksud
ketentuan pasal tersebut, harus dilihat lebih jauh mengenai apa yang diatur di
dalam pasai 167 ayat (5) yang ditunjuk oleh pasal 184 ayat (1) tersebut. Pasal
167 ayat (5) Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban pengusaha.

Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program
pension, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Di dalam ketentuan pasal 167 ayat (5) Undang-Undang 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang kewajiban pengusaha yang tidak

mengikutsertakan pekerjalburuh yang mengalami pemutusan hubungan kerja



wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (2), (3) dan (4).

Apabila pengusaha tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 167 ayat
(5), maka pengusaha tersebut dapat diancam dengan pidana berdasarkan
ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan.

Selanjutnya, mengenaai apa yang dimaksud dengan pengusaha, hal ini dapat

dipahami melalui ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan

tersebut menentukan bahwa, Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
yang berkedudukan di Luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan definisi atau pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pengusaha itu berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian,
Undang-Undang ketenagakerjaan ini secara implisit telah menerima korporasi
sebagai subjek hukum pidana, yaitu subjek yang dapat melakukan tindak pidana
dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Memperhatikan uraian di atas, maka secara garis besar mengenai
karakteristik sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, dapat dikemukakan beberapa simpulan sebegai berikut.
Pertama, bahwa undang-undang ini membedakan perbuatan pidana di bidang
ketenagakerjaan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara
kedua jenis perbuatan ini didasarkan atas tingkat keksalahan yang dilakukan
oleh pengusaha, sedangkan pelanggaran pada dasarnya dikualifikasikan bagi
perbuatan pekerja. Namun demikian, juga dapat dijumpai delik pidana yang
dikategorikan delik pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.

Kedua, bentuk sanksi yang diatur di dalam undang-undang ini dibedakan

ke dalam sanksi pidana penjara atau kurungan dan juga pidana denda.



Pengategorian bentuk pidana ini sangat tergantung jenis perbuatan pidana yang
dilakukan oleh pengusaha maupun pekerja. Ketiga, penerapannya dapat
dilakukan secara alternatif, dalam pengertian bahwa terhadap pelaku tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan ini dapat diterapkan salah satu sanksi,
misalnya pidana penjara saja atau denda saja. Namun demikian, juga
dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan secara bersama-sama antara pidana
penjara dengan pidana denda.

Satu hal yang menarik dari sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah diterapkan/digunakannya sanksi
minimal dan sanksi minimal khusus. Perlunya penetapan sanksi yang demikian
ini digunakan untuk jenis-jenis kejahatan di bidang ketenagakerjaan yang
memiliki dampak merugikan terhadap masyarakat secara masif. Oleh karenanya,
diperlukan adanya sanksi khusus dengan harapan perbuatan itu tidak akan

pernah dilakukan.



BAB V
KONSEP PIDANA DALAM BIDANG
KETENAGAKERJAAN

A. Konsep Sanksi Pidana bagi Subjek Hukum Orang dan Korporasi

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu
sanksi, karena keberadaan sanksi akan memberikan arah dan pertimbangan
mengenai apa yang seharusnya dijadikan balasan dalam suatu tindak pidana
untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri
merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena
melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan jugs

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam
pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana in abstracto adalah
menetapkan stelsei sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-
undang. Sedangkan pemberian pidana in concerto, menyangkut berbagai badan,
yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana
itu.
Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G. P. Hoefnagels bahkan memberikan arti
secara luas. Dikatakannya bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua
reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai
dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan
vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang
keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana.

Berdasarkan pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, hendak ditegaskan
bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu
rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem,
tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat
berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait, bahkan tidak dapat dipisahkan sama
sekali.

Sehubungan dengan itu, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem

pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan



beberapa instansi, maka dapat dianalogikan bahwa- jatuhnya tahap pemidanaan
itu dari instansi satu ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang
mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks
penerapan sanksi, “getaran-getaran” di sini sebagai contoh tentang kemungkinan
terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (disparity of sentencing).

Secara umum, sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi
pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dan ide dasar yang berbeda.
Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”.
Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan
pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif
terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif
terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan kesalahan yang dilakukan
seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.
Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada
pelaku agar is berubah. Konsep inilah yang kemudian mendorong pergeseran
dari hakikat pidana yang semula penghukuman untuk menimbulkan efek jera
agar si pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatanya kembali, berubah
menjadi upaya-upaya nyata agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya dan
tidak berbuat jahat kembali.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan
(pengimbalan). la merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar
perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau
seperti dikatakan J. E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana
yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan
mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak
dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan
istimewa (bijzondere leed) kepada pelanggar supaya is merupakan akibat
perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku,

sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan



si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak
pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan,
sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi tindakan merupakan
sanksi yang tidak merupakan pembalasan. la sematamata ditujukan pada
prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dan ancaman yang dapat
merugikan kepentingan masyarakat itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa
sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu
perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan
masyarakat. Mengingat sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan
ide dasar, tujuan, dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut seyogianya
ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan
tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak
dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke
lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman
jenis dan bentuk sanksinya.

Sehubungan dengan keberagaman jenis dan bentuk sanksi hukum pidana,
peran para pemegang kebijakan legislasi sangat urgen untuk menjadikan sanksi
itu sendiri sesederhana mungkin (simple) agar tak terjadi tumpang tindih
(overlapping) antara produk perudang-undangan pidana yang satu dengan yang
lainnya. Di samping akan terjadi masalah susulan lainnya, yakni disparitas
pidana seperti yang telah dikemukakan di atas.

Bagaimanapun pentingnya peran legislator dalam menyensor perangkat-
perangkat sanksi dalam hukum pidana, dikemukakan oleh H.J. Smidt, bahwa:
“The legislator's choice for a simple sanction system was considered to be
advantageous:” The last sanctions, the easier their instrinsic comparability and
without such comparison no meeting out of a sentence in a just proportion to the
relative seriousness of crime is possible™.'

Keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa sanksi
tindakan (treatment) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan

kriminalitas.yang semakin meningkat, lebih canggih, dan berdimensi baru (new



(.1/mention of criminality). Karena itu, dalam hal penetapan sanksinya,
membutuhkan strategi tertentu. Me.nurut Barda Nawawi Arief, strategi
kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru, harus
meniperhatikan hakikat permasalahannya, bila hakikat permasalahannya lebih
dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan
perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan/atau
pidana denda.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, sepintas telah disinggung
bahwa penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui
pendekatan rasional. Di samping itu, berdasarkan konsepsi rasionalitas ini, maka
kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan
tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan .tujuan ini
oleh Karl 0 Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental.
Selanjutnya, dalam masalah ini Barda Nawawi Arief memberikan komentar
demikian: “sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai
tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan
pemidanaannya yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum
tersebut. Barulah kerriudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu,
dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan” .

Mendasarkan pendapat Barda Nawawi Arief di atas, persoalannya
sekarang apakah hukum pidana positif telah merumuskan tujuan pemidanaan
itu? Sebab bila tidak, hal ini akan menyebabkan ketidakkonsistenan
(inconsistency) pada tahap kebijakan legislasi dalam membedakan jenis sanksi
pidana dan sanksi tindakan. Padahal menurut beliau, tujuan pemidanaan inilah
yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu
jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional. Dengan
demikian, apapun jenis bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan
ditetapkan, tujuan pemidanaanlah yang harus menjadi patokan. Oleh karena itu,
harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan
legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/ atau tindakan

itu sendiri.



Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka
menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, menurut istilah Muladi untuk
menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural
(structural synchronization), sinkronisasi subtansial (subtansial
synchronization), dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (cultural
synchronization). Dalam hal sinkronisasi kultural, keserempakan dan
keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the
administration of justice) dalam rangka hubungan antarlembaga penegak
hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi subtansial, maka keserempakan itu
mengandung makna, baik vertikal maupun horizontal, dalam kaitannya dengan
hukum positif yang berlaku. Sementara menyangkut sinkronisasi kultural,
mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-
pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari
jalannya sistem peradilan pidana.

Sekarang ini, terdapat perkembangan sistem pemidanaan dalam hukum
pidana di berbagai negara, baik yang sistem hukumnya menganut “Anglo-
Saxon” maupun “Kontinental”, seperti Amerika, Belanda, Kanada, dan
Norwegia. Memperhatikan perkembangan sistem pemidanaan di negara-negara
lain merupakan suatu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum.
Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak terlepas dari realitas
sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Di lain pihak, sebagai salah
satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari
realitas dari politik hukum internasional. Artinya bahwa kebijakan hukum
pidana di Indonesia harus pula memperhatikan perkembangan konsep maupun
teori pemidanaan yang berkembang di dunia internasional.

Sehubungan dengan hal itu, faktor-faktor yang mempengaruhi politik
hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicitacitakan atau tergantung
kepada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, tetapi
akan ikut ditentukan oleh kenyataan dan perkembangan hukum di lain-lain
negara serta hukum internasionai. Apalagi dicermati bahwa sasaran kajian
politik hukum adalah kebijakan yang digunakan oleh pembuat hukum nasional

kebijakan tersebut menurut Soewoto Moeljosoedarmo dapat berupa pilihan



hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan
pembentukan hukum, termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional
pada asasasas hukum yang berlaku.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk
sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah
tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling
tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan
legislasi ini menurut Barda Nawawi Arief harus merupakan tahap perencanaan
strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-
tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan pidana yang kurang
tepat menurut beliau dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya
kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam
kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi maupun
karakteristik pelaku kejahatan ditentukan, terutama bagaimana hukum pidana itu
(termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.

Bedasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah
antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dan
perumusan tujuan pemidanaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan yang
sangat erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan
aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam
kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan penal (penal policy).
Pernyataan ini juga terlibat dalam pendapat Romli Atmasasmita yang
menegaskan bahwa perumusan empat tujuan pemidanaan dalam Rancangan
KUHP Nasional tersimpul pandangan social defence, pandangan rehabilitasi dan
resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual
berlandaskan Pancasila. Menurutnya, keempat tujuan pemidanaan tersebut
dipertegas kembali dengan mencantumkan pada pasal 50 ayat 2 yang
menyebutkan: “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan martabat manusia”.

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan

pemidanaan?” Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa



diadakan pemidanaan itu”. Sebelumnya, penulis akan mengutarakan sanksi
pidana dan sanksi tindakan, karena sangat mempengaruhi bentuk, berat dan
ringannya sanksi yang akan dibebankan pada pelaku pidana. Sanksi pidana
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi
tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus
sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang melalui pengenaan
penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan
terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada adanya unsur
pembalasan (pengimbalan). la merupakan pendentaan yang sengaja dibebankan
kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan, bersumber dari ide dasar
perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau
seperti dikatakan J. E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana
yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan
mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana
dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana
bertujuan memberi penderitaan istimewa (blzonder lead) kepada pelanggar
supaya is merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan
penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan
pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Sehubungan dengan itu, maka perbedaan prinsip antara sanksi pidana
dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada
ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan, tujuannya lebih
bersifat mendidik. Jika ditinjau dan sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi
tindakan merupakan sanksi yang tidak membaias. la semata-mata ditujukan pada
preverensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat
merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi
pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi
tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut (sanksi
pidana dan sanksi tindakan) sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham

filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber ide



sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber ide sanksi tindakan.
Sebagaimana diketahui, asumsi dasar filsafat indeterminisme adalah bahwa
sejatinya manusia memiliki kehendak bebas, termasuk ketika is melakukan
kejahatan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi pilihan bebasnya, maka setiap
pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan penderitaan
bagi pelaku. Sedangkan determinisme, bertolak dari asumsi bahwa keadaan
hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai
kelompok masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor fisik geografis, biologis,
psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Dengan demikian,
perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu
dan karenanya, setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud
merehabiitasi pelaku.

Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan seperti
tersebut di atas, dapat pula ditemukan dalam teori-teori tentang tujuan
pemidanaan. Substansi teori absolut ataupun teori relatif sesungguhnya berkisar
pada perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan. Teori
absolut (teori retributif) misalnya, memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, berorientasi pada
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif
mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu
memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.
Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori
ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan.
Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu
gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus diihat sebagai suatu
reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus
menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil
bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya. Teori ini disebut juga sebagai
teori proporsionalitas dan demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara moral.
Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori retributif, yakni:

1. The purpose of punishment is just retribution (tujuan pidana hanyalah



sebagai pembalasan);

2. Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other
aim, as for instance social welfare which from this point of view is without
any signfiarnce whatsoever (pembalasan adalah tujuan utama dan di
dalamnya tidak mengandung saranasarana untuk tujuan lain, seperti
kesejahteraan masyarakat);

3. Moral guilt is the only qualification for punishment (kesalahan moral
sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);

4. The Penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender (Pidana
harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);

5. Punishment point into the past, it is pure reproach, and it purpose is not to
improve, correct, educate or resocialize the offender (Pidana melihat ke
belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk
memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).

Sementara itu, Nigel Walker dalam “Sentencing in A Rational Society'
menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah
beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan
oleh pelanggar. Asumsi ini dimaksudkan dalam undang-undang yang memberi
sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak
berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.

Nigel Walker memberikan contoh tentang pelanggaranpelanggaran yang
diiakukan dengan tidak sengaja terkadang dibedakan sanksinya. Ancaman
pidana maksimum untuk mengemudikan dengan cara membahayakan adalah
pidana penjara dua fahun. Tapi untuk mengemudikan dengan cara
membahayakan yang mengakibatkan kematian orang lain, diancam pidana
maksimum lima tahun. Selanjutnya, Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua
golongan penganut teori retribusi. Pertama, penganut teori retributif murni yang
memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Kedua, penganut
teori retributif tidak murni yang dipecah lagi.

Dalam ajaran teori retributif terbatas (The Limiting Retributivist), yang
berparidangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, yang lebih

penting ada'ah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi



dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk
penetapan kesalahan pelanggaran. Teori ini tidak hanya melepaskan gagasan
bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada
pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam
retribusi pada beratnya sanksi.

Penganut aliran restributif ini berpandangan bahwa selama Kita
membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan
pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang
yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsipretribusi yang
menyatakan bahwa masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tak
menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendak, kecuali bila
dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.

Pada akhimya Nigel Walker menjelaskan bahwa hanya penganut teori
retributif murni (the pure retributivist) yang mengemukakan dasar-dasar
pembenaran untuk pemidanaan. Terhadap pertanyaan tentang sejauh mana
pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan
sebagai berikut.

1. Bahwa dengan pidana tersebut, akan memuaskan perasaan baias dendam
si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, dan keluarganya.
Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan
untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut
vindicative.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku
kejahatan dari anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang
merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dan orang lain secara
tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut
fairness.

3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara
apa yang disebut dengan the grafity of the offence dengan pidana yang
dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk
ke dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dan kejahatannya

atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya, baik



yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Tipe retributif yang disebut vindicative di atas termasuk ke dalam teori
pembalasan. Dalam hubungan itu, John Kaplan dalam bukunya Criminal Justice
membagi teori retributif menjadi dua:

1. The Reverange Theory (teori pembalasan)
2. The Expiation Theory (teori penebusan dosa)

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan
kembali' (the criminalis paid back), sedangkan penebusan dosa mengandung arti
bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (the criminal pays back).
Jadi, pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan, tergantung dari
cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya
sanksi itu karena seseorang menghutangkan sesuatu seseorang lainnya ataukah
disebabkan is berhutang sesuatu kepada orang lainnya. Demikian pula Johannes
Andenaes menegaskan bahwa “penebusan” tidak sama dengan ‘“pembaiasan
dendam” (revenge). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari
sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan
penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tipe retributif yang proportionality mendapatkan dukungan dari
pendapat van Bemmelen yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa
ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan (tegemoetkoming aan de
vergeldingsbehoefte) tetap merapakan hal yang penting sekali dalam penerapan
hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri” (vermijding van
eigenrichting). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus
dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, beratnya sanksi tidak
boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi
umum sekalipun.

Sesungguhnya apabila diamati secara mendalam, teori retributif seperti
yang telah diuraikan di atas, tidak lepas dari latar belakang filosofis yang
menjadi landasan pemikiran sistem pemidanaan menurut zamannya. Teori
retributif pada dasamya bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant
(1724 - 2804), yang dikenal dengan sebutan retributivisme atau populer disebut

dengan istilah just desert theory oleh para pakar kniminologi di Amenika



Serikat. Dalam pandangan Kant, pidana yang diterima seseorang sudah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya,
bukan suatu konsekuensi logis dan suatu kontrak sosial. Bahkan, is menolak
pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku
kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan
bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata pelaku yang bersangkutan telah
melakukan kejahatan.” Dari latar belakang filsafat pemidanaan yang
dikembangkan oleh Imanuel Kant itu, lahirlah teori retributif yang mendasari
tujuan pemidanaan yang intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban
pelaku kejahatan terhadap korbannya.

Pada pihak lain, teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan
utama pemidanaan, Vyaitu preventif; deterrence, dan reformatif. Tujuan
prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan
menempatkan pelaku kejahatan tsrpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan
pemidanaan, hal ini disebut incapacition. Tujuan menakuti atau deterrence
dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan.
Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagman, yaitu tujuan yang bersifat individual,
tujuan yang bersifat publik, dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan
deterrence yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk
kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan deterrence yang bersifat
publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk lakukan kejahatan.
Tujuan deterrence bersifat jangka panjang atau long term deterrence adalah agar
dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering
disebut sebagai educative teory atau denunciation theory.

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan
atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujaun yang bemanfaat
untuk melindungi masyarakat menuju ksejahteraan masyarakat. Dari teori ini,
muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan
khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan
pada masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan
bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan

untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau



cenderung melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori relatif lebih melihat ke
depan, dalam pengertian lebih mengedepankan kepentingan perbaikan perilaku
seseorang yang telah melakukan tindak pidana daripada menghukum orang yang
justru dapat menyebabkannya berperilaku lebih jahat lagi.

Teori ini sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan
secara terbatas dan prinsip dasar etika utilataisme (utilitarianisme, pen), yang
menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh
konsekuensikonsekuensinya, baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-
akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan merupakan kriteria
satu-satunya bagi pembenarannya.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat
dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti
bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga orang lain dalam
masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.
Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok dan teori relatif ini,
yaitu:

1. The purpose of punishment is prevention (Tujuan pidana adalah
pencegahan);

2. Prevention is not a final aim, but a means to amore suprems aim, a g.
social welfare (Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai
sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan
masyarakat);

3. Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent
cr negligence quality for punishment (Hanya pelanggaran-pelanggaran
hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya
kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);

4. The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the
prevention of crime (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai
alat pencegahan kejahatan);

5. The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as

element of reproath, but melt her reproath nor retributive elements can



be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or

social welfare. (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; is

mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur
pembalasan, tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan
kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Untuk itu, menurut teori relatif, pidana bukan sekadar untuk melakukan
pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu
pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena
orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan
karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, teori
relatif sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).

Jadi, sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi
terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk
memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relatif, sanksi ditekankan
pada tujuannya. Sanksi dijatunkan bukan karena orang telah melakukan
kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya,
teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat.
Beratnya sanksi dan prosekusi kejahatan dibatasi hanya oleh pengertian
(pemahaman) yang baik dari orang-orang yang menerapkannya. Dengan
demikian, memidana orang yang tidak bersalah dapat memenuhi tujuan dan
sistem sanksi seperti itu sama mudahnya seperti memidana orang yang bersalah.
Penyangkalan yang mudah atas jenis argumentasi ini adalah bahwa pemahaman
yang baik selalu ada dalam hukum yang menetapkan batas-batas pada apa yang
harus dialami oleh seseorang.

Berdasarkan perdebatan para ahli hukum pidana, terungkap
denganjelasbahwasekalipunjenissanksipidanayangbersumberdari teori retributif
memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab si pelaku
kejahatan terhadap perbuatannya, namun retributive tidak mungkin dihilangkan
sama sekali. Kaum retributive justru telah menyumbangkan pikiran tentang
pemidanaan dan perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu

yang matang dan bertanggung jawab sendiri atas penilaku dan tindakan-



tindakannya. Tingkat kematangan dan tangung jawab tersebut menentukan berat
ringannya pemidanaan. Pertimbanganpertimbangan semacam ini tidak menjadi
unsur-unsur esensial dalam teori tujuan (utilitarianisme) tentang pemidanaan.

Gerber dan Mc Anany juga menyatakan hal yang kurang lebih senada
dengan pandangan di atas. Menurut mereka, “kita dapat mulai dengan
mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, is tidak pernah
seluruhnya ‘tersingkirkan'. Bahkan dalam hani-harinya yang paling buruk,
orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak ke arah rehabilitasi
sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat
tanpanya”. Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan
utama dari jenis sanksi tindakan/ treatment). Meskipun cara ini memiliki
keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, diharapkan mampu
memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi
dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat
karena dianggap terlalu memanjakannya. Menurut C. S. Lewis, rehabilitasi yang
pendekatannya melalui treatment justru dapat mengundang tirani individu dan
penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas kesadaran itulah, maka double track system menghendaki agar
unsur pencelaanl penderitaan dan unsur pembinaan samasama diakomodasi
dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan
mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara sanksi
pidana dan sanksi tindakan.

Paham filsafat pada dasarnya mengakui kesetaraan antara punishment
dan treatment seperti tersebut di atas adalah filsafat eksistensialisme dari Albert
Camus. Camus mengakui justifikasi punishment bagi seorang pelanggar, karena
punishment merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan
pelaku kejahatan.

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang human
offender. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap
pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu,
pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu, ia

dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Dalam filsafatnya,



Camus jelas-jelas mengatakan kesetujuannya pada sanksi yang bersifat.
punishment. Meski demikian, pemidanaan dalam menggapai nilai-nilai baru dan
penyesuaian  baru. Pengenaan punishment terhadap seorang yang
menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap
dipertahankan. Namun pada waktu bersamaan, si pelaku harus diarahkan lewat
sanksi yang mendidik (treatment) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh
sebagai manusia.
Jelaslah bahwa filsafat eksistensialisme Camus mengakui justifikasi punishment
di satu pihak dan manfaat treatment di pihak lain. Pengakuan terhadap peran dua
jenis sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep Camus mengenai
human offender di satu sisi dan human power di sisi lain. Human offender
menunjuk pada fakta bahwa seseorang telah menyalahgunakan kebebasannya
untuk melanggar sehingga ia harus dikenai sanksi pidana (punishment) sebagai
imbalannya. Sedangkan human power menunjuk pada arti kebebasan sebagai
kekuatan manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal
ini, seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.
Berdasarkan sudut ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan
sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan
penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab,
kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan),
selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu
menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi
yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa
yang dikatakan oleh H.L.A. Hart, bahwa suatu teori pemidanaan yang secara
moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari
pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip
yang berbeda dan saling bententangan. Untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi
majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam
kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi
retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis)
lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan

sebagai dasar justifikasi pemidanaan.



1. Sanksi Pidana bagi Subjek Hukum Orang

Sehubungan dengan telah diterimanya korporasi sebagai subjek hukum
tindak pidana, maka menurut hemat penulis, perlu adanya pembedaan sanksi
pidana bagi orang dan korporasi karena secara teoretis korporasi tidak bisa
melakukan delik yang menurut kodratnya, ancaman pidananya hanya diiakukan
oleh orang biasa, misalnya: pembunuhan; perkosaan; sumpah palsu; bigamy;
pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; penjara seumur hidup;
perkelahian orang per orang. Apabila dilihat dari uraian tersebut, maka korporasi
sebagai subjek tindak pidana memang berbeda dengan manusia atau orang per
orang. Hal ini secara kodrati terdapat beberapa keterbatasan suatu tindak pidana
yang dapat dilakukan oleh korporasi bila dibandingkan dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh manusia.

Sebelum menjatuhkan pidana untuk korporasi, kita harus memperhatikan
terlebih dahulu tujuan dari pemidanaan, antara lain: mencegah dilakukannya
tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh
tindak pidana; memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dipidananya
pengurus tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak
akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
Pemidanaan korporasi menyangkut pemidanaan integratif yang mencakup
adanya pencegahan individual atau pencegahan khusus bila seorang penjahat
dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari, apabila dia sudah
mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan
baginya. Dalam hal ini, pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan
memperbaiki bentuk pencegahan yang kedua, adalah pencegahan umum yang
mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan pengadilan
dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan agar
korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi-
korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana dengan tujuan demi

pengayoman masyarakat.



Kalau dilihat secara menyeluruh, maka tujuan pemidanaan korporasi
menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integrasif, yang mencakup
pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan demikian, sebab di da'amnya
terdapat pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang
penjahat dapat dicegah untuk tidak melakukan suatu kejahatan di kemudian hari,
apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu
membawa penderitaan baginya, dalam hal ini pidana dianggap mempunyai daya
untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk pencegahan yang lain adalah
pencegahan umum yang mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang
dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain dapat dicegah
untuk melakukan kejahatan. Apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan
korporasi bahwa dengan dipidananya korporasi agar korporasi itu sendiri tidak
akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi-korporasi lainnya tercegah
untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
Di samping itu, tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat,
dalam hal ini perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai
dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental, is merupakan tujuan
semua pemidanaan. Secara sempit, hal ini digambarkan sebagai bahan
kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan
agarmasyarakat terlindungi bahaya pengul.engan tindak pidana. Perlindungan
masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa
yang dinamakan tidak mampu. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan korporasi,
sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
Pemidanaan juga bertujuan untuk melahirkan solidaritas masyarakat.
Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan
adalah untuk mencegah adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam
perorangan atau balas dendam yang tidak resmi (private revenge or unofficial
retaliation). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya
membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar
berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa
masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima

masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (collective cleaning of guilt)



ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para
anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum. Pengertian
solidaritas ini seringkali dibicarakan pula dalam kaitannya dengan masalah
kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Apabila
dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban untuk
memelihara solidaritas sosial dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang diambil
dari kekayaan korporasi sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

Di samping itu, pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan
pengimbalan atau pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dan
pertanggungjawaban individual dan pelaku tindak pidana dengan memerhatikan
pada beberapa faktor. “Penderitaan yang dikaitkan dengan pidana harus dibatasi
dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada
proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari,
dan di samping itu berarti pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa,
bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun”.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dapat dikemukakan argumen
bahwa pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif
tentang tujuan pemidanaan, yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan
(umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas
masyarakat dan pengimbalan.

Selanjutnya, terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan
pemidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari
bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada daiam ruang lingkup administrative
penal law, sekalipun kadangkadang pemidanaarinya cukup berat, maka ada
kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu
hukum pidana di tempat pada posisinya sebagai ultimum remedium dan sanksi
administratif dan perdata banyak diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka
perlu dipertimbangkan sebagai upaya effective deterrent akan dapat dicapai
terhadap pemidanaan korporasi untuk mendudukkan hukum pidana sebagai
primum remedium.

Sehubungan dengan hal itu, kiranya perlu dipertimbangkan fungsi hukum

pidana yang ultimum remedium menjadi premium remedium. Artinya, hukum



pidana tampil ke depan sebab pada kejahatan korporasi dapat merusak sendi-
sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan
kelangsungan hidup suatu bangsa. Namun demikian, perlu diingat sehubungan
dengan penggunaan hukum pidana sebagai premium remedium ini harus
dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif. Langkah tersebut “secara
kasuistis harus selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif yang
berkaitan dengan perbuatannya, halhal subjektif yang berkaitan dengan si
pelaku, kesan masyarakat terhadap tindak pidana dan perangkat tujuan
pemidanaan yang ingin dituju”. 5

Untuk orang dalam korporasi (pengurus) diatur dalam peraturan perusahaan
yang diatur dalam pasal 108a “Pengusaha yang mengerjakan pekerja/buruh
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan
yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”.
Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban
pengusaha, antara lain tentang:

a. Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di lingkungan kerja;

b. Semua alat pengamanan dan pelindung yang digunakan;

c. Caradan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan;

d. Memeriksakan kesehatan, baik fisik maupun mental pekerja yang
bersangkutan;

e. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan Kkecelakaan Kkerja,
penanggulangan kebakaran, peningkatan usaha keselamatan dan
kesehatan kerja pada umumnya, memeriksakan kesehatan pekerja secara
berkala;

f. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan dari yang
diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh
pekerja/buruh;

g. Memasang gambar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja,
serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk pegawai
pengawas atau ahli keselamatan kesehatan kerja;

h. Melapor setiap peristiwa kecelakaan kerja, termasuk peledakan,

kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada



Kantor Depnaker;

I. Membayar biaya pengawasan Kkeselamatan dan kesehatan Kkerja
ke kantor perbendaharaan negara setempat setelah mendapat penetapan
besarnya biaya oleh kantor wilayah departemen tenaga kerja setempat;

J-  Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, baik yang
diatur dalam Undang-Undang maupun yang ditetapkan pegawai
pengawas;

k. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas
atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja;

I.  Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan;

m. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan;

n. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan
semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di
perusahaan yang bersangkutan;

0. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan
kesehatan kerja, serta alat pelindung diri yang diwajibkan tidak dipenuhi,
kecuali dalam toleransi khusus yang ditetapkan lain oleh pegawai
pengawas.

Kewajiban pengusaha dalam pengertian perorangan (pimpinan
perusahaan) sebagaimana tersebut di atas, mencerminkan adanya keinginan dari
pembentuk Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
untuk melindungi kaum pekerja dari kemungkinan perbuatan pengusaha yang
merugikan pekerja khususnya. Dalam konsepsi negara hukum Indonesia, sebagai
negara hukum kesejahteraan, secara konstitusional telah mengamanatkan kepada
pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap
kepentingan rakyatnya, baik itu menyangkut hak-hak publiknya, seperti hak-hak
di bidang politik, bidang pemerintahan, hak asasi, dan juga hakhak privatnya,
seperti kepentingan-kepentingan keperdataannya.

Amanat demikian dapat dilihat di dalam Alinea 1V (Pembukaan UUD
1945, dalam rumusan: “..negara melindungi segenap bangsa, memajukan

kesejahteraan umum....”, yang berarti negara harus memberikan jaminan



perlindungan terhadap rakyatnya dalam semua hat, termasuk melindungi pekerja
dari kemungkinan perlakuan yang tidak adil dan tidak bijaksana dari
pengusaha/pelaku usaha. Di samping itu, di dalam konsepsi negara hukum
kesejahteraan, rakyat harus memperoleh pelayanan yang paling utama dan dapat
dirasakan oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, ras, agama,
kepercayaan, suku, dan agama.

Dalam hubunganya dengan hubungan kerja, khususnya keterikatannya
dengan perjanjian kerja karyawan atau buruh, yang dalam pelaksanaannya
belum semuanya dilaksanakan oleh pengusaha dikarenakan kemampuan dari
perusahaan, yang menyebabkan buruh atau karyawan tidak jarang terpaksa
menerima persyaratan sangat merugikan pihak karyawan, dan apabila negara
melalui pemerintah tidak melakukan upaya pengendalian terhadap perlakuan
demikian, maka tentunya sikap demikian tidak mencerminkan perlindungan
hukum terhadap masyarakat pekerja.

Fakta demikian sebenarnya bertentangan dengan teori yang menyatakan
bahwa sebenarnya perjanjian kerja merupakan upaya nyata yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja, khususnya yang terikat
dengan perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dengan ka,ryawannya. Hal ini
dilakukan semata-mata didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara
pengusaha/pelaku usaha dengan pekerja merupakan hubungan yang tidak
seimbang. Pengusaha/pelaku usaha memiliki kedudukan ekonomi yang lebih
kuat dengan demikian memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Sementara itu,
pekerja memiliki kedudukan ekonomi yang sangat lemah, mereka tidak
memiliki bargaining posisition untuk memperjuangkan hak-hak normatifnya
terhbadap pengusaha sehingga tidak jarang terpaksa menerima syarat yang
sebenarnya merugikan.

Perjanjian kerja sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pekerja
dapat dilihat pada pendapat berikut: “Dalam hubungan dengan perlindungan
hukum terhadap rakyat oleh penguasa, dimaksudkan sebagai bentuk jaminan
atas terlindunginya hak-hak masyarakat dari kemungkinan timbulnya kerugian

akibat tindakan penguasa. Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum ini dapat



dibedakan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan
perlindungan reperesif.

Memperhatikan bentuk perlindungan, yang dapat dibedakan ke dalam
perlindungan hukum preventif, yaitu merupakan perlindungan hukum yang
bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak
masyarakat, maka perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan
hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan
terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.

Mendasarkan pada teori perlindungan hukum preventif yang demikian,
maka dapat dikatakan bahwa pembentukan perjanjian kerja antara
pengusaha/pelaku usaha dengan karyawan merupakan .bentuk perlindungan
hukum preventif, sebab hak-hak pekerja sudah dituangkan dalam perjanjian
kerja berdasarkan kesepakatan dengan pengusaha/pelaku usaha. Mengingat
perjanjian kerja merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), maka masing-masing pihak, pelaku usaha, dan pekerja harus
saling mentaati karena terhadapnya berlaku asas “pacta cunt servanda” bahwa
perjanjian mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.

Perlunya dilakukan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan cara
memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha/ pengusaha manakala telah
terbukti melakukan perbuatan pidana, bertolakdari asumsi bahwa istilah
perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan adanya
pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat, baik yang dilakukan oleh
sesama anggota masyarakat maupun oleh penguasa.

Istilah perlindungan hukum berasal dan istilah asing seperti
“Rechtsbcscherming van de burgers tegen de overheief' dalam bahasa Belanda;
“legal protection of the individual in relation to acts of administrative
authorities” dalam terminologi berbahasa Inggris." Terminologi perlindungan
hukum dapat diartikan sebagai perlindungan masyarakat dengan menggunakan
sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum”. Dalam
hubungannya dengan perlindungan terhadap pekerja dalam hubungan hukum,
sarana hukum yang dipergunakan adalah perjanjian, sebab perjanjian merupakan

perbuatan hukum vyang akibatnya dikehendaki oleh para pihak yang



mengadakannya. Kelalaian terhadap kewajiban dan pengabaian terhadap hak
dari salah satu pihak perjanjian akan melahirkan tuntutan hukum atas dasar
wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak.

Perlindungan hukum pada umumnya, meliputi perlindungan atas hak
masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya sehingga dapat
dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Perlindungan terhadap masyarakat dapat
dipenuhi secara efektif apabila disediakan upaya hukum yudisial dan upaya
hukum nonyudisial. Upaya hukum yudisial dapat berupa upaya yang dilakukan
lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum atau biasa disebut upaya
hukum korektif. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan, upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
dapat dilakukan secara preventif, yaitu dengan dibentuknya perjanjian kerja
antara pengusaha dengan pekerja, yang lazim disebut sebagai Perjanjian Kerja
Bersama, yang memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dengan
harapan apabila masing-masing memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik,
maka perselisihan tidak akan terjadi.

Penyelesaian perselisihan hubungan kerja sebagai wujud perlindungan
hukum terhadap pekerja juga dilakukan dengan cara-cara damai antara
pengusaha dengan pekerja, baik melalui musyawarah mufakat para pihak
maupun menggunakan jasa pihak ketiga netral, seperti jasa arbitrase, mediator,
konsiliator, dan sebagainya. Sedangkan upaya yudisiil, dapat dilakukan dengan
cara melakukan gugatan ke pengadilan dengan segala risikonya.

Upaya yudisiil yang juga dikenal dengan upaya litigasi pada umumnya
ditempuh dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Namun, upaya ini sebenarnya kurang efektif sebab di samping memerlukan
proses yang panjang, tentunya memerlukan biaya dan tenaga yang cukup besar.

Di samping itu, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan juga mengatur mengenai upaya hukum nonyudisial, meliputi
upaya hukum yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukannya pelanggaran
terhadap hak-hak pekerja dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Dalam hal terjadi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan



memberikan peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan terhadap
pengusaha yang telah diduga melanggar hak pekerja, khususnya apabila
pengusaha tidak memenuhi kewajiban yang menjadi hak pekerja. Oleh karena
itu, pekerja diberi hak untuk melakukan koreksi atas setiap pelanggaran yang
dilakukan oleh pengusaha dengan cara mengajukan protes atau keberatan
terhadap pengusaha terkait adanya pelanggaran tersebut.

Upaya demikian dalam bidang pemerintahan merupakan penyelesaian
sengketa melalui jalur intern administratif, yaitu mengajukan keberatan terhadap
perbuatan kepada pihak yang merugikan. Namun apabila tidak berhasil,
selanjutnya mengajukan banding kepada pejabat yang hierarkinya lebih tinggi.
Prosedur ini lazim dikenal dengan sebutan ‘“administrative beroep” atau
prosedur pengajuan upaya banding; “Penyelasaian sengketa yang dilakukan oleh
badan-badan peradilan semu, yang sebetulnya secara struktur organisatoris
merupakan bagian dari pemerintah”.

Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja ini sesuai
dengan pendapat Harjono, yang menyatakan bahwa “upaya hukum yang bersifat
korektif dilakukan untuk memberikan koreksi atas pelanggaran terhadap hak
masyarakat yang dilakukan oleh lembaga nonperadilan, seperti pejabat
administrasi negara”.10 Pejabat administrasi negara dalam ketenagakerjaan
adalah pejabat Departemen Tenaga Kerja yang diberikan wewenang untuk
melakukan pengawasan hubungan kekja antara pengusaha dengan pekerja.

Pemberian sanksi terhadap pengusaha merupakan salah satu bentuk
perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja. Sebagaimana diketahui
bahwa hak untuk memperoleh perlindungan hukum merupakan hak setiap warga
negara, termasuk pekerja yang dijamin oleh konstitusi (PaSal 28D UUD 1945),
yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999
tentang hak asasi manusia. Di dalam pasal 28D UUD 1945, menentukan: “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan hukum
tersebut tidak boleh terlaksana secara sepihak karena akan menimbulkan
ketidakadilan dan tidak sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam
Aienia IV Pembukaan UUD 1945.



Perlindungan hukum terhadap setiap warga negara ini jugs dikemukakan
oleh Philipus M. Hadjon, bahwa prinsip perlindungan bagi rakyat (di Indonesia)
adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia itu bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang
berdasarkan Pancasila.”11 Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap
pekerja melalui penggunaan sanksi bagi pengusaha yang melanggar hak-hak
pekerja merupakan salah satu bentuk perwujudan upaya pemerintah sebagai
manifestasi negara dalam melindungi warga negaranya.

Perlindungan terhadap warga negara diberikan terhadap setiap perbuatan
atau tindakan yang menimbulkan kerugian terhadapnya. Undang-Undang nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan
hukum secara represif, juga menyediakan sarana penyelesaian sengketa melalui
proses litigasi, yang penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.
Penyelesaian oleh badan peradilan dapat berupa peradilan khusus bidang
ketenagakerjaan, yang dalam hal ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI).

2. Sanksi Pidana bagi Subjek Hukum Korporasi

Sebagaimana disinggung di muka bahwa tujuan dari penjatuhan sanksi
pidana terhadap korporasi adalah untuk menyelesaikan konflik, untuk
melindungi masyarakat (pekerja) dari kemungkinan perbuatan pengusaha yang
merugikan bagi pekerja. Untuk itu, perlu juga kiranya dipertimbangkan fungsi
hukum pidana yang bersifat ultimum remidium menjadi premium remidium.
Artinya, sanksi hukum pidana harus tampil ke depan, sebab pada kejahatan
korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan, perekonomian suatu bangsa,
dan dapat membahayakan keiangsungan hidup suatu bangsa.

Sehubungan dengan gagasan digesernya prinsip ultimum remedium ke
dalam premium remidium bagi sanksi pidana dalam bidang ketenagakerjaan, di
dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah
diatur beberapa jenis delik yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sesuai
dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Penggunaan sanksi pidana ini
dimaksudkan untuk lebih memberikan efek jera bagi perusahaan yang dinilai

telah melakukan tindak pidana berat dan supaya tidak diulangi oleh korporasi



lainnya.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, juga dapat ditemukan

beberapa ketentuan yang telah menjadikan sanksi pidana sebagai sanksi utama

(premium remidium), antara lain:

a.

Pemutusan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu
tertentu.

Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat
diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Di samping pencantuman pidana denda dalam peraturanperundang-

undangan tersebut, juga terdapat pidana denda di beberapa undang-undang yang

lain, di antaranya:

a.

o

- ® o O

Undang-Undang nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi
Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang pos

Undang-Undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan
Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika

Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan
hidup

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak senat

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan ' konsumen
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
Undang-Undang nomor 15 tahun 2002

jo. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang

Pidana tambahan, berupa pengumuman putusan pengadilan.
Sanksi perdata (ganti kerugian).

Pidana tambahan, berupa penutupan usaha;

Perampasan keuntungan hasil kejahatan;

Pidana kerja sosial.



Memperhatikan penggunaan pidana denda dalam berbagai peraturan
perundang-undangan tersebut, nampaknya dianggap lebih efektif dibanding
dengan sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan sanksi pidana yang lain.
Penggunaan pidana denda ini tentunya cukup beraiasan mengingat subjek
hukumnya adalah badan yang seolah-olah dianggap manusia. Sebuah badan
hukum tentunya tidak mungkin dipenjarakan, oleh karena itu berdasarkan teori
vicarious liability, tanggung gugat dan tanggung jawab tersebut digantikan
dalam bentuk pidana denda.

Di samping itu, ada sanksi pidana yang lain, di antaranya dalam
pendekatan restoratif. Konsep sanksi pemidanaan dalam pendekatan restoratif
tidak mengenal metode pembalasan, tetapi lebih kepada konsep pemulihan untuk
tujuan membuat segala sesuatu menjadi benar. Beberapa konsep sanksi pidana
yang dikenal dalam pendekatan restoratif adalah restitusi (penggantian
kerugian). Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan
keadilan restoratif, “pelanggar diharuskan untuk membayar kembali kerugian
bagi si korban yang dapat ditempuh melalui jasa-jasa atau berupa uang. Konsep
restitusi telah melembaga®'? sejak adanya Code Babilonia hlamumurabi sekitar
tahun 1750 sebelum Masehi yang memberi hak kepada korban untuk menerima
pembayaran untuk pelanggaran-pelanggaran atas harta kekayaan (property)
tertentu. Hukum Mosaik juga mengatur tentang restitusi, di mana dalam hukum
tersebut, diatur bahwa kaum pencuri harus membayar kembali banteng-banteng
kepada korban yang telah mereka curl banteng-bantengnya. Demikian pula
Hukum 12 Meja Kerajaan Romawi (449 SM) yang mengatur jadwal pembayaran
kembali terhadap kasus pencurian harta kekayaan dan bagaimana si pencuri
harus menyerahkan harta kekayan yang dicurinya.

Di samping itu, juga dikenal metode restitusi, konsep ini ada awalnya
tujuan utama dan pelembagaan restitusi adalah untuk mencegah kekerasan yang
bersifat pembalasan atas adanya pelanggaran, yaitu dengan menyediakan suatu
cara untuk perbaikan yang lebih berbudaya. Akan tetapi, dengan bangkitnya
Anistokrasi Feodal dan negara kebangsaan, pejabat-pejabat kerajaan di Eropa
mulai mengutip “denda untuk menanggapi keluhan-keluhan dan melindungi

pelanggar dari tindakan pembalasan dalam suatu usaha untuk meningkatkan



harta kekayaan, yang kemudian lambat laun denda-denda ini diberikan untuk
pembayaran restitusi untuk korban”.

Timbulnya negara modern yang mengambil alih fungsi-fungsi investigasi
atau penyelidikan, penuntutan, dan penegakan (hukum), di mana “suatu tindak
pidana dianggap menjadi sebagai suatu gangguan utama terhadap keamanan
negara” dan “bukan lagi merupakan beban finansial, maka konsep restitusi
menjadi hilang dan berganti menjadi denda'.

Dalam pengertiannya, restitusi telah digambarkan merupakan suatu
pembayaran moneter dari pelanggar kepada korban atas kerugian yang secara
patut sebagai akibat dari pelanggaran”. “Penggantian kerugian dapat berwujud
pembayaran moneter maupun pemberian jasa-jasa yang berupa selain uang
kepada korban.”

Restitusi sebanarnya berpotensi untuk memperbaiki masalah finansial
dan barangkali kerugian-kerugian relasional (terkait) yang ditinggalkan oleh
tindak pidana setelah terjadinya peristiwa tindak pidana”. Evarts berargumentasi
“bahwa restitusi memberikan respbns lebih baik sebab tujuannya bukan untuk
meningkatkan jumlah kerugian yang diderita oleh pihak-pihakyang
berkepentingan, tetapi restitusi bertujuan ke arah pemulihan korban dan
menjadikan pelanggar sebagai seseorang yang produktif.

Restitusi menyediakan suatu sanksi yang lebih jelas atau tegas yang
terkait dengan tindak pelanggaran dibanding dengan tindakan-tindakan punitif
dan lebih baik dalam mengembalikan seorang korban ke tempat keberadaannya
sebelum terjadinya pelanggaran”. 20 Restitusi berfungsi memperjelas pengakuan
atas kesalahan perbuatan dan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah
diperbuat kepada korban-korban individual. Namun, restitusi mengakui adanya
kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga dicoba untuk
dapat diperbaiki. Manakala pendekatan retributif dan rehabilitatif gaga)
menangani pelanggaran yang dialami korban, maka pendekatan restitusi menjadi
dasar utama untuk melakukan perbaikan kepada korban. Dengan demikian,
“restitusi dapat disebut lebih dari mencukupi untuk suatu kebutuhan korban
dalam upaya mempertahankan did karena pelanggaran harus secara pribadi

mengakui adanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya”.



Restitusi tidak hanya dapat kurang bersifat punitif, tetapi lebih bersifat
rehabilitatif dibanding pemenjaraan karena restitusi mengizinkan pelanggar
untuk menyatakan kesalahannya dalam suatu perilaku konkret dengan
memberikan suatu sanksi alternatif yang jauh lebih sedikit stigmatisasinya
dibanding dengan pemenjaraan, sehingga restitusi dapat dianggap sebagai proses
pemberian kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki segala sesuatunya
menjadi benar.

Beberapa pendapat beranggapan bahwa program restitusi mempunyai
kriteria seleksi yang terlalu restriktif dan belum dapat dipergunakan sebagai
sanksi alternatif dari sanksi pemenjaraan karena dalam hal terjadi pelanggaran-
pelanggaran yang disertai dengan kekerasan, maka pendekatan restitusi sulit
untuk menilai besarnya kerugian emosional (immateriil) yang diderita. Di
samping itu, sistem peradilan tidak memandang bahwa restitusi adalah sebagai
suatu sanksi yang berdiri sendiri dan restitusi tidak mengandung tujuan-tujuan
retributif yang hendak dicapai.

Model-model pemidanaan di Inggris “juga menunjukkan suatu
“ambivalensi fundamental' tentang peran restitusi dalam penetapan sanksi
pemidanaan”. Mereka menunjukkan ‘“kesukaran yang dijumpai program-
program ini dalam menangani suatu visi restoratif di dalam sistem peradilan
pidana tradisional yang ada dan menganggap bahwa restitusi dipergunakan
semata-mata sebagai pelengkap sanksi-sanksi pokok yang dikenakan”. Model
ideal untuk restitusi sebagai suatu model sanksi dalam proses restoratif adalah
“menjadikan restitusi bersifat normatif kecuali terdapat suatu penolakan
berdasarkan alasan keadaan memaksa/ adanya suatu daya paksa”. contoh,
pemenjaraan mungkin menghalangi pembayaran restitusi, tetapi suatu sanksi
yang berkapasitas lebih rendah (misal: masa percobaan dalam pengawasan atau
supervised probation) akan membuat pelanggar dapat melakukan reparasi
kepada korban. Jika dalam hal ini hanya ada pili.han atas dua sanksi, maka
sanksi kedua dari dua sanksi itulah yang harus dipilih kecuali jika pelaku
mempunyai niat jahat yang membahayakan masyarakat, maka sanksi
pemenjaraanlah yang akan menjadi satu-satunya alat efektif untuk melakukan

tindakan pencegahan.



Pencermatan secara mendalam, sesungguhnya adanya kesulitan untuk
menilai besarnya kerugian immateriil bukanlah hal yang dapat menghalangi
penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya, tetapi
sebenarnya konsep penerapan sanksi yang bersifat restitusi sangat baik dan
cocok untuk diterapkan terhadap korporasi karena walaupun sifat dan akibat
tindak pidana korporasi dapat menimbulkan kerugian immaterial, tetapi biasanya
kerugian yang timbul akibat tindak pidana korporasi adalah kerugian yang
bersifat materiil yang dapat dibayar melalui sanksi yang bersifat restitusi.

Dalam bidang kehutanan dan juga lingkungan hidup penggunaan sanksi
pembayaran kerugian lingkungan atau kerusakan hutan, mewajibkan pagi
korporasi untuk membayar pemulihan lingkungan. Di samping itu, tentunya juga
dapat dikenakan denda-denda tertentu sebagai pembayaran ganti kerugian akibat
kertusakan hutan atau akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan
perbuatan korporasi tersebut. Dalam bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini
Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum
menetapkan penggunaan sanksi ini. Yang diatur selama ini baru dalam bentuk
sanksi pidana denda yang harus dibayarkan kepada negara atas kerugian yang
ditimbulkan oleh korporasi tersebut.

Konsep sanksi dalam bentuk pemberian dana kompensasi terhadap
korban yang juga disebut sebagai pembayaran terhadap korban yang menjadi
bagian dari proses penyelesaian tindak pidana bertujuan untuk menciptakan
kondisi yang lebih baik bagi korban maupun bagi pelaku dan lingkungannya
oleh permerintah atau oleh pihak lain yang tidak bertalian dengan pelanggaran™.
Konsep ini telah dianut di dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia,
khususnya bagi pekerja yang menderita kerugian atau cacat akibat menjalankan
kegiatan kerja perusahaan. Bentuknya dapat berupa biaya pengobatan maupun
santunan sakit yang dapat diberikan kepada korban, juga santunan kematian

kepada keluarga korban manakala korban meninggal dunia.

B. Konsep Sanksi Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan
1. Peningkatan Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Ketenagakerjaan menggunakan sistemsistem pidana

pokok kumulatif sebagaimana tertuang dalam pasal 183 “dikarenakan sanksi



pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”. Pasal 184 “Melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pasal 167 ayat (5) dikenakan sanksi pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda
paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”. Pasal 185 “Barang siapa melanggar
ketentuan dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) pasal 80, pasal 82,
pasal 90 ayat (1), pasal 143 dan pasal 160 ayat (4) dan (7) dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)”. Pasal 186
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dan ayat
(3), pasal 93 ayat (2),'pasal 137 dan 138 ayat (1) dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)”

Pidana penjara yang ada dalam pasal 183, pasal 184, dan pasai 185,
penjatuhan pidananya sangat variatif, baik pidananya maupun dendanya,
tergarrtung dari berat ringannya perbuatan yang mereka langgar, dan daiam
menjatuhkan pidananya memakai maksimum atau sistem indefinitif atau yang
lebih dimaksud dengan tradisional absolut. Secara umum, sistem ini berarti
bahwa setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri,
yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum. Keuntungan dari sistem
ini adalah:

a. dapat menunjukkan tingkat keseriusan

b. memberikan fleksibilitas dan dekresi kepada kekuasaan pemidanaan

c. melindungi kepentingan pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-
batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Sebagaimana halnya teori-teori pada umumnya, teori ini juga memiliki
kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu di antaranya adalah:

a. dianutnya sistem maksimum akan membawa konskuensi yang cukup sulit



dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap-tiap tindak pidana;

b. dalam setiap kasus kriminalitas, setiap pembentuk undangundang selalu
dihadapkan pada masalah pemberian bobot dengan menetapkan kualifikasi
ancaman pidana maksimumnya

C. dalam menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat
keseriusan atau kualitas dari tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah
dan sederhana.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka menentukan berat ringannya
sanksi pidana, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan tingkat atau
gradasi nilai dari normanorma sentral masyarakat dan kepentingan hukum yang
dilindungi. Di samping itu, pengambil keputusan harus memiliki wawasan yang
cukup memadahi, baik dari aspek teori, maupun aspek filsafatnya sehingga
tinggi rendahnya benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan harkat martabat
kemanusiaan. Tidak dibenarkan tentunya apabila penetapan berat ringannya
sanksi pidana minimum maupun sanksi pidana maksimum hanya didasarkan
pembalasan atas perbuatan si pelaku tindak pidana yang dianggap telah
merugikan orang lain.

2. Peningkatan Pidana Denda dalam Ketenagakerjaan

Pidana dalam Pasal 60 KUHP dibagi menjadi dua pidana, yaitu pidana
pokok dan pidana tambahan. Denda adalah pidana yang berada pada urutan ke-4
(empat). Pidana denda ada dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Pasal 188 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), pasal 38 ayat (2), pasal 63 ayat (1), pasal 78
ayat (1), pasal 108 ayat (1), pasal 111 ayat (3), pasal 114 dan pasal 148
dikenakan sanksi denda paling seidkit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Terdapat 8 (delapan)
pasal yang dilanggar korporasi/pengusaha/lembaga atau kewajiban yang tidak
dipenuhi oleh korporasi/pengusaha/lembaga. Selanjutnya, di dalam ketentuan
pasal 14 ayat (2) lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Apabila kewajiban untuk memperoleh izin ini tidak dipatuhi oleh



lembaga pelatihan, maka dampaknya akan ada lembaga pelatihan yang liar.
Apabila hal ini terjadi, maka perlu diragukan hasilnya, bahkan mungkin secara
kualitas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan izin, tentunya di dalamnya
dilekatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, dengan harapan agar
perihal yang diizinkan tersebut sesuai dengan harapan pemerintah, dalam hal ini
kualitas hasil pelatihannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 38 ayat (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) hanya dapat memungut biaya penempatan
tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan
jabatan tertentu. Apabila terhadap pencari kerja dikenakan biaya, maka hal ini
merupakan perbuatan suap dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan apabila
dapat dibuktikan, maka perbuatan demikian bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 63 ayat (1), dirumuskan bahwa dalam hal Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat
pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Apabila hal ini tidak
dilaksanakan oleh pengusaha, maka tidak ada kepastian hukum bagi pekerja. Hal
ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum, yang salah satunya adalah untuk
mewujudkan kepastian hukum. Dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan
pekerja tentunya sangat diperlukan, untuk menjamin ketenteraman pekerja.
Kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut. a) Adanya paksaan dari luar
(sanksi) dan . penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib
masyarakat dengan perantara alat-alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku
bagi siapa saja”.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak
mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang
diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. “Kepastian hukum tidak
memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk,
akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dan sikap batin yang buruk
tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkret”.

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan

perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur



secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan
(multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma
lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konfik norma. Konflik norma
yang ditimbulkan dan ketidakpastian peraturan perundangundangan dapat
berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Mengenai
kepastian hukum ini, Gustav Radbruch membaginya ke dalam 2 (dua) kategori
sebagai berikut,

Terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu “kepastian

hukum oleh karena hukum”, dan “kepastian hukum”. Hukum yang

berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah
hukum yang berguna. “Kepastian hukum oleh karena hukum” memberi
dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum sera hukum
harus tetap berguna; sedangkan “kepastian hukum dalam hukum”
tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.

Dalam undangundang tersebut, tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang

bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan

praktis). “Undang-undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid

(keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang

tersebut tidak terdapat istllah-istilah yang dapat ditafsirkan secara

berlain-lainan”.

Dalam praktiknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan
hukum. kerapkali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di
satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan
hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-
prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara
kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus
diutamakan. Alasannya adalah keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati
nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang
konkret.

Pasal 78 ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan



b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) hari dan 14
(empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari
kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kelelahan, sakit,
dan sebagainya, yang pada akhirmya dapat menurunkan kualitas kerja dari
pekerja dan berdampak pada menurunya produktivitas kerja. Menurut pendapat
penulis, bekerja lebih dari jam kerja harus disepakati lebih dahulu dan upah
lemburnya juga harus disetujui bersama, kalau tidak, hal ini akan terjadi
pemaksaan tenaga kerja.

Pasal 108 (1) menentukan bahwa, Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan
perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang
ditunjuk. Ketentuan ini sangat penting sebab manakala di kemudian hari terjadi
pelanggaran hukum, yang mengakibatkan terjadinya sengketa antara pengusaha
dengan pekerja, maka pedoman penyelesaiannya sudah memperoleh kepastian
hukum, sebab sudah disepakati bersama dalam perjanjian bersama antara
pengusaha dengan pekerja.

Pasal 111 ayat (3) masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2
(dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Menurut
hemat penulis, perlu adanya kepastian hukum tentang peraturan perusahaan dan
adanya peninjauan kembali aturan yang sudah tidak cocok sehingga pekerja bisa
bekerja dengan nyaman. Sedangkan pasal 114 “Pengusaha wajib
memberitahukan dan menjelaskan isi, serta memberikan naskah peraturan
perusahaan atau perubahannya kepada pekerja. Peraturan yang sudah ada
disepakati kedua belah pihak harus tunduk dan twat pada peraturan tersebut
merupakan hukum bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, ketentuan pasal 148 (1) menentukan bahwa, Pengusaha
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/ buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum
penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan; (2) Pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a) waktu (hari, tanggal



dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out): dan b) alasan
dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out); 3) Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha dan/atau
pimpinan peruahaan yang bersangkutan.

Pidana denda mempunyai sifat perdata. yaitu pembayarannya oleh orang
yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Bedanya, denda dalam
perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum, sedangkan denda
dalam proses perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan. Urgensinya
pidana denda dalam hal ini disebabkan suatu korporasi yang melakukan tindak
pidana tidak mungkin dijatuhi pidana penjara atau kurungan, salah satu
alternatifnya adalah pidana denda. Pidana denda secara tunggal atau kumulatif
dengan menerima pidana denda adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah akan terlalu rendah
apabila dibanding dengan kerugian/dampak yang dipikul oleh masyarakat.
Seharusnya jika menggunakan pidana denda yang bersifat progresif, yang
bertujuan untuk mendekatkan kesenjangan antara terpidana yang mampu dan
kurang mampu sehingga agar dapat lebih mendekatkan pada keadilan dalam
menetapkan denda progresif ini, harus diperhatikan landasan farmalogi dan
kesiapan piranti lunak operasionalnya.

Berdasakan analisis permasalahan yang dikemukakan di muka, maka
dapat dikemukakan asumsi bahwa pengaturan pidana dalam ketentuan pasal-
pasal tentang sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku usaha/pengusaha
yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang
nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dalam menerapkan sanksi pidana
mengikuti teori pembalasan (vicarious liability). Hal ini dapat dilihat dalam
teori-teori pemidanaan yang pada dasarnya beranggapan bahwa pemidanaan
merupakan sebuah pembalasan terhadap seseorang yang tetah melakukan
perbuatan masa lalunya.

Dalam hal sanksi pidana yang dijatunkan atau setidaktidaknya
diancamkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, terhadap pelaku usaha/pengusaha yang melanggar peraturan

perundang-undangan, sebagaimana yang diterapkan terhadap pelaku tindak



pidana pada umumnya. Pemidanaan dalam pasal-pasal Undang-Undang nomor
13 tahun 2093 tentang ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai upaya atau
sarana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha maupun pekerja yang
telah melanggar undang-undang dan juga untuk menginformasikan korporasi
atau perusahaan lain yang tidak atau belum melakukan tindak pidana. Dengan
demikian, sanksi ini dimaksudkan juga untuk melindungi pengusaha yang baik
dan juga masyarakat pekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya.

Pada dasarnya pelaku usaha/pengusaha bukanlah seorang penjahat yang
melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga harus dihukum sebagai bentuk
pembalasan atas perbuatannya, melainkan merupakan seorang yang menjalankan
usaha. Namun karena terdorong untuk mendapat keuntungan dan demi
mempertahankan usahanya, maka wajarlah apabila pengusaha tersebut berupaya
untuk melakukan upaya-upaya yang mendorong terwujudnya tujuan tersebut.
Jadi, pada dasarnya pelaku usaha bukan melakukan tindak kejahatan
sebagaimana pelaku kejahatan lainnya. Dengan demikian, pembalasan bukanlah
metode penghukuman yang tepat, justru yang diperlukan adalah pembinaan agar
dengan kesadarannya sendiri pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban yang
ditentukan di dalam peraturan perundangundangan.

Secara konseotual, seharusnya sanksi pidana dalam Undang-Undang
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lebih ditekankan sebagai upaya
untuk mencapai tujuan, yakni untuk mencegah agar pelaku usaha tidak
melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana. Oleh karena
itu, menurut teori ini tujuan pemidanaan bukan untuk kepuasan absolut untuk
mencapai keadilan dengan cara membalas dengan pidana, akan tetapi lebih
terfokus pada bagaimana perbuatan pidana tersebut tidak akan diulang kembali
di masa yang akan datang. Perlu diketahui pula bahwa pengaturan sanksi pidana
di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak
dimaksudkan untuk memberi derita/nestapa fisik bagi seseorang atas perbuatan
masa lalunya, melainkan sebagai upaya untuk mengarahkan pelaku
usaha/pengusaha untuk tidak melakukaan perbuatan pidana.

Berdasarkaan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan

merupakan sarana pencegahan terhadap terulangnya perbuatan serupa di masa



mendatang, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku pidana,
maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Selanjutnya, tecri
relatif ini mendasarkan pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu: a)
preventif, b) detterence, dan c) reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari
masyarakat. Tujuan ini lebih menekankan pada upaya pengisolasian diri pelaku
tindak pidana sekaligus pembatassn terhadap kebebasan fisik, khususnya dari si
pelaku, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi
perbuatannya di masa yang akan datang.

Mengenai prinsip deterrence, prinsip ini bertujuan untuk menimbulkan
rasa takut bagi siapapun untuk melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk
individual, publik, dan jangka panjang. Dengan demikian, prinsip ini lebih tepat
apabila diberikan pengertian lebih menampakan aspek pendidikan terhadap
masyarakat terkait dengan pengetahuan tentang perbuatan pidana dan
pemidanaan. Mengenai prinsip reformatif, lebih diarahkan pada upaya
pemulihan pelaku tindak pidana ke dalam perilaku normalnya, dengan harapan
moral dan mentalnya akan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itulah,
penggantian konsep pemidanaan yang bertujuan untuk pemenjaraan diganti
dengan konsep pemasyarakatan dianggap sebagai pilihan yang tepat.

Untuk mendukung konsep pemidanaan yang lebih sesuai sebagaimana
diuraikan di atas, kiranya teori retributif dapat dijadikan rujukan dalam
penetapan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan lebih bersifat plural
karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif
sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan
mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu Kkritik
moral dalam menjawab tindakan yang saiah. Sedangkan karakter teleologisnya
terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral terebut ialah suatu reformasi atau
perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pada dasarnya terdapat tiga
pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan,
yaitu:

a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;



b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-
kejahatan;

c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang
dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Memperhatikan kutipan di atas, nampaknya teori ini lebih sesuai dengan
teori tujuan pemidanaan sebab pada dasarnya tidak seorangpun senang menjadi
penjahat, namun adakalanya orang melakukan perbuatan pidana itu lebih
disebabkan oleh dorongan dari luar. Dengan demikian, sudah selayaknya
perilaku orang tersebut diperbaiki. Namun apabila upaya ini tidak berhasil, maka
penggunaan sanksi-sanksi lain dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai
alat pemaksa ditaatinya norma-norma ketenagakerjaan tersebut.

Mengenai sanksi pidana denda, nampaknya harus dilakukan pembaruan
konsep, penetapan pidana maksimum dirasakan kurang sesuai sebab setiap tahun
dengan berjalannya waktu dan tingkat inflasi yang terus meningkat
menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah sehingga penetapan maksimum
pidana denda tentunya tidak memadahi lagi. Pidana denda maksimum sebaiknya
tidak ditentukan, namun yang pasti ditentukan adalah pidana minimumnya.
Mengenai berapa jumlah maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada
pengusaha sebaiknya diserahkan kepada hakim sebagai pemutus perkaranya.
Namun demikian, dalam hal ini hakim juga diituntut arif bijaksana ketika
menentukan besaran denda maksimum yang pantas dijatuhkan terhadap
korporasi tersebut, yang dapat diukur dengan kemampuan finansial korporasi
yang bersangkutan.

3. Sanksi Kerja Sosial

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terhadap korporasi yang melakukan
kesalahan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik itu sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi
administrasi. Terhadap sanksi perdata, yang bentuknya pembayaran sejumlah
ganti kerugian terhadap pekerja yang telah dilanggar haknya, jika kesalahaan itu
menyangkut pelanggaran hak pekerja, tentunya hal itu tidak terdapat

permasalahan yang berarti sebab korporasi dapat melakukannya dengan mudah



terkait dengan pembayaran sejumlah denda atau kerugian tersebut. Demikian
juga terkait dengan sanksi administratif, sebagaimana diketahui bahwa sanksi
administratif pada umumnya berkenaan dengan izin usaha dan izin-izin yang
lain.

Penjatuhan sanksi administratif demikian tentunya juga digolongkan ke dalam
sanksi baru, namun di negara-negara lain, sanksi sosial merupakan sanksi yang
sudah lazim digunakan tidak hanya terhadap korporasi, tetapi juga terhadap
pelaku tindak pidana individui atau perorangan.

Mengingat sanksi sosial merupakan jenis sanksi yang relatif baru dalam
sistem hukum nasional di Indoensia, tentunya masih memerlukan kesepakatan
mengenai formatnya. Namun, terkait dengan sanksi sosial atau sanksi kerja
sosial ini dapat diarahkan pada sanksi yang ditujukan pada penyadaran pelaku
pidana. Konsep kerja sosial sebagai sanksi bagi korporasi yang dalam
pelaksanaannya dapat dikenakan kepada pengusahanya, maka pengenaan sanksi
kerja sosial ini diharapkan dapat menyebabkan efek jera karena secara
psikologis, seseorang yang melakukan pekerjaan sosial akan merasa malu,

setidak-setidaknya telah diketahui kesalahannya oleh masyarakat.



BAB VI
PENUTUP

Karakteristik sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, bahwa di dalam undangundang ini membedakan
perbuatan pidanadi bidang ketenagakerjaan ke dalam bentuk kejahatan dan
pelanggaran. Subjek yang diancam pidana terdiri atas individu (pekerja) dan,
korporasi. Bentuk sanksi yang diatur di dalam undang-undang ini dibedakan ke
dalam sanksi pidana penjara, kurungan, dan pidana denda dengan penjatuhan
secara alternatif komulatif. Pengategorian bentuk sanksi pidana ini sangat
tergantung pada jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengusaha maupun
pekerja. Penerapan sanksinya dapat dilakukan secara alternatif, dalam
pengertian bahwa terhadap pelaku tindak pidana, dapat diterapkan salah satu
sanksi, misalnya pidana penjara saja atau denda saja, namun juga dimungkinkan
sanksi tersebut dijatuhkan secara bersama-sama antara pidana penjara dengan
pidana denda.

Di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, juga menganut sanksi minimal dan sanksi minimal khusus.
Perlunya penetapan sanksi yang demikian ini digunakan untukjenis-jenis
kejahatan di bidang ketenagakerjaan yang memiliki dampak yang merugikan
terhadap masyarakat secara masif. Oleh karenanya, diperlukan adanya sanksi
khusus, dengan harapan perbuatan itu tidak akan pernah dilakukan. Di samping
itu, sanksi pidananya mempunyai karakteristik yang sangat luwes, di many
perbuatan tindak pidananya ringan maka sanksi pidananya juga ringan,
perbuataan pelanggaran pidananya berat maka sanksi pidananya juga berat.

Konsep sanksi pidana dalam bidang ketenagakerjaan dibedakan menjadi
dua, yaitu sanksi pidana yang dikenakan kepada orang perorangan dan sanksi
pidana yang dikenakan kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Perbedaan ini karena ada beberapa delik yang menurut sifatnya tidak dapat
dilakukan oleh korporasi. Sistem penjatuhan/pengenaan sanksi pidana dalam
ketenagakerjaan kurang memenuhi rasa keadilan yang bermartabat karena

memakai sistem alternatif (dan/atau), yaitu sanksi pidana penjara dan/atau



denda, di mana sanksi pidana penjaranya tidak sebanding dengan besarnya
denda yang diberikan sehingga sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih bisa
mewujudkan keadilan yang bermartabat apabila memakai sistem pidana tunggai
atau tidak komulatif, artinya sanksi pidana penjara dan/atau denda karena
menurut sifat sanksi pidana yang dikenakan sebagai obat terakhir (ultimum
premedium) mengarah ke premedium atau utama, artinya hukum pidana lebih
diutamakan dari yang lain.

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum para buruh atau
tenaga kerja dalam upaya mewujudkan keselamatan kerja, kesehatan Kkerja,
jaminan sosial tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara memperberat
penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda dengan sistem kumulatif di bidang
hukum ketenagakerjaan sehingga pengusaha akan taat dan takut, serta mematuhi
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Perlu disarankan pula bahwa
terhadap pelaku usaha yang melanggar norma-norma larangan dalam undang-
undang ketenagakerjaan dikenakan sanksi sosial atau sanksi kerja sosial.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah
seharusnya menyiapkan undang-undang yang komprehensif, yang mampu
memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Di samping itu,
pemerintah dengan seluruh jajarannya dari pusat sampal daerah melaksanakan
undang-undang tersebut secara konsisten dan konsekuen, termasuk semua
pemangku kepentingan harus bekerja sama dan saling mendukung agar tidak
muncul perselisihan antara tenaga kerja dengan pengusaha, serta masing-masing

memenuhi hak dan kewajibannya.
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